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enomena globalisasi' yang terjadi pada akhir abad ke-

20 yang diperkirakan akan terus berlangsung sampai

abad ke-21 adalah transparansi, liberalisasi, dan privati-
sasi, yang harus diterima masyarakat dunia, termasuk Indo-
nesia, sebagai suatu realitas yang mendorong tuntutan untuk
dilakukannya penyesuaian, baik struktur, organisasi, maupun
sistem yang ada, termasuk sistem ekonomi dan sistem hukum.

Marwah M. Diah menjelaskan bahwa fenomena trans-
paransi berarti suatu negara harus membuka diri dan semua
kebijakan serta tindakan harus bersifat terbuka, sedangkan
liberalisasi berarti dilakukan upaya pengurangan atau bahkan
kalau mungkin menghilangkan berbagai hambatan baik tarif
maupun nontarif dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa
antarnegara. Adapun privatisasi dalam arti umum bertujuan
mengurangi peranan pemerintah dan pemberian kesempatan

;

! Globalisasi mengandung banyak arti bagi orang yang berbeda dan dari sudut
pandang yang berbeda pula. Globalisasi pada umumnya diartikan sebagai gejala
menyatunya dunia dan berkat kemajuan transportasi dan elektronik canggih.
Keadaan ini dinilai sangat mempermudah proses manajemen ekonomi ekspansif
ke luar batas negara, namun globalisasi juga dapat memperburuk ketimpangan
dan hubungan dominasi-dependensi antara negara-negara maju dan negara-
negara berkembang.
Teori globalisasi mula-mula dikemukakan oleh para ahli ilmu-ilmu sosial Marxis
dan aliran radikal lainnya. Menurur teori Marxis, kapitalisme adalah kekuatan
yang menyatukan dunia untuk pertama kalinya. Ia merupakan kekuatan progresif,
karena mampu meruntuhkan modal produksi dan sistem sosial yang tradisional.
Perhatikan M. Dawam Rahardjo. 1995. “Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi
dalam PJP II”, Prima, Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial, No. 2.




yang lebih besar kepada swasta dalam pengelolaan sektor
perekonomian.?

Restrukturisasi bidang hukum, menurut David M. Tru-
bek, merupakan kebutuhan yang mendesak dalam meng-
hadapi perubahan ekonomi global, karena sektor hukum dan
sektor ekonomi adalah dua faktor yang saling berhubungan
dan saling mempengaruhi. Hukum (modern) adalah penting
dalam menciptakan dan mempertahankan pasar.?

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa hukum dan eko-
nomi mempunyai pengaruh timbal balik. Jika pada satu pihak
pembaruan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut
mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang
bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai
juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi
yang dikehendaki. Sebaliknya, penegakan asas-asas hukum
yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struk-
tur ekonomi yang dicita-citakan.*

Memperhatikan perubahan sistem ekonomi global dan
mencermati sifat hubungan antara hukum dan ekonomi, maka
pembaruan sektor hukum adalah kebutuhan yang mendesak
dalam menghadapi perubahan ekonomi global tersebut. Pem-
baruan hukum, khususnya hukum di bidang ekonomi, perlu
dilakukan karena Indonesia telah meratifikasi Agreement on
Establishing the World Trade Organization (selanjutnya
disingkat Perjanjian WTO) berdasarkan Undang-Undang No-
mor 7 Tahun 1994 (selanjutnya disingkat UU No. 7/1994).

Sesuai dengan Pasal 11 Konvensi Wina tahun 1986, rati-
fikasi perjanjian WTO berdasarkan UU No. 7/1994 berakibat

"~

Marwah M. Diah. Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau
Korporatisasi?, Literata Lintas Media, Jakarta, him. 4.

3 David M. Trubek. 1972. “Toward a Social Theory of Law: An Essay on the
Study of Law and Development”, The Yale Law Journal, Vol. 82. No. 1,
November, p. 6.

Sunaryati Hartono. 1988. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Jakarta,
Binacipta, him. 6-7.
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hukum Indonesia terikat dengan perjanjian internasional itu

dan sekaligus secara resmi menjadi anggota WTO. Jika dikait-
kan dengan hukum hak kekayaan intelektual (selanjutnya
disingkat HKI)*, maka hukum HKI Indonesia harus disela-
raskan dengan General Agreement on Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights (selanjutnya disingkat TRIPs)
sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari'Perjanjian
WTO. ¢

Indonesia adalah negara yang secara normatif mempu-
nyai aturan hukum positif pada level undang-undang yang
lengkap di bidang HKI” yang merupakan terjemahan dari
istilah intellectual property rights.® Pembentukan aturan-

“

Istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas™) yang disingkat HKI, telah
resmi digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-
undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri
" Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/
2000.
* Berdasarkan pertemuan Basel (1990), para peserta setuju bahwa perjanjian
hasil Putaran Uruguay harus diterima sebagai satu paket, artinya peserta tidak
diperkenankan hanya memilih salah satu dari yang diinginkannya. Baca Taryana
Sunandar. 1995/1996. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari
GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 3.
Saat ini, Indonesia telah mempunyai 7 (tujuh) undang-undang yang mengatur
HKI, vaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Baru Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Menurut Ahmad Ramli, intellectual property rights lebih tepat diartikan “hak
atas kepemilikan intelektual, karena kata “milik” mempunyai ruang lingkup
yang lebih spesifik daripada kata “kekayaan”. Sistem hukum perdata Indonesia
membagi hukum harta kekayaan menjadi dua bagian, yaitu hukum perikatan
dan hukum benda. Menurut Konsep harta kekayaan, setiap barang selalu ada
pemiliknya yang lazim disebut hak milik. Jadi, istilah “milik” lebih menunjukkan
kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjukkan
pada suatu harta kekayaan secara lunas. Perhatikan Ahmad Ramli. 2000. Hak
atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar
Maju, Jakarta, hlm. 23-24.
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¢
aturan hukum positif di bidang HKI di Indonesia adalah kon-
sekuensi yuridis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota
dan secara sah ikutserta dalam TRIPs melalui ratifikasi Per-
janjian WTO berdasarkan UU No. 7/1994.

Menurut Achmad Zen Umar Purba, harus ditegaskan
bahwa bagi Indonesia pelaksanaan HKI bukan hanya karena
TRIPs. Sejarah menunjukkan Indonesia sudah mengenal dan
menerapkan TRIP’s sejak lama, bahkan sejak zaman Hindia
Belanda yang telah menerapkan Auteurswet 1912 (Staadsblad
Tahun 1912 No. 600) yang merupakan undang-undang ten-
tang hak cipta. Hal ini mudah dipahami mengingat Belanda,
seperti juga dengan negara-negara lain yang jernah melaku-
kan kolonisasi, berkepentingan untuk menyebarkan paham
tentang perlindungan atas karya intelektual untuk kesuksesan
pihaknya sendiri.’

Terkait dengan ratifikasi Perjanjian WTO berikut TRIPs
oleh Indonesia, maka Indonesia sebagai negara berkembang
harus memandang aspek perdagangan internasional yang tér-
kait dengan HKI sebagai suatu isu hukum yang sangat pen-
ting, mengingat pembangunan ekonomi yang menitikberatkan
pada sektor industri yang berorientasi ekspor memerlukan
instrumen perlindungan hukum; utamanya bagi pemasaran
produk-produk industrinya. Dalam konteks inilah, perlin-
dungan terhadap produk-produk industri, termasuk produk
industri yang dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta,
rasa, dan karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh
manusia menjadi isu hukum yang inberen dalam kerangka
perdagangan bebas.

Desain industri adalah suatu produk industri yang
dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa
yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia, yang

® Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT.
Alumni, Bandung, him. 7.
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dapat menjadi sarana memperoleh nilai tambah ekonomi (eco-
nomi value added), yang berperan penting dalam pengem-
bangan perindustrian dan perdagangan di Indonesia.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, HKI adalah suatu
hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang menda-
tangkan keuntungan materil.!° Dalam konteks inilah dapat
dipahami bahwa hak atas desain industri sebagai bagian dari
HKI, mempunyai sifat ekslusif yang diberikan oleh negara
kepada pendesain atas karya yang didesainnya selama jangka
waktu tertentu untuk menjual, melisensikan dan memperoleh
keuntungan ekonomis.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa fung51 utama
diberikan hak eksklusif terhadap HKI adalah untuk membina
dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta
persaingan jujur dan sehat, sehingga kepentingan masyarakat
(konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang
dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.!

Industri-industri besar, menengah, dan kecil dalam sis-
tem perdagangan bebas perlu dikembangkan agar dapat
menghasilkan produk yang berkualitas, harga terjangkau,
disertai manajemen pemasaran yang tepat, supaya mempunyai
daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar
luar negeri. Oleh karena itu, produk industri harus didesain
sedemikian rupa, sehingga mengandung nilai estetis dan mem-
punyai harga jual yang tinggi agar pendesainnya dapat mem-
peroleh keuntungan materil dari produk desain industrinya
tersebut.

Menurut Ranti Fauza Mayana, kekayaan alam Indo-
nesia yang melimpah, dapat dijadikan komoditi ekspor yang

© Peter Mahmud Marzuki. 1996. “Pemahaman Praktis mengenai Hak Milik”,
Jurnal Hukum Ekonomi, FH Unair, Surabaya, Edisi III, Februari, hlm. 41.

M. Yahya Harahap. 1996. Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di
Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya
Bakti, Bandung, hlm. 342.

BAB 1
Pendahuluan




potensial apabila diproduksi dengan baik dan didesain dalam
suatu bentuk yang menarik. Sebagai contoh, ekspor produk
rotan Indonesia yang didesain dengan menarik mampu me-
nembus pasar internasional. Jadi, jelaslah bahwa desain in-
dustri dapat digunakan sebagai suatu sarana pembangunan
industri dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun,
kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum
memahami eksistensi desain industri sebagai sarana pemba-
ngunan ekonomi, yang dapat dibuktikan dengan kurangnya
semangat untuk berkreasi. Selain itu, sampai saat ini perlin-
dungan terhadap desain industri di Indonesia belum maksi-
mal.!?

Lebih lanjut, Ranti Fauza Mayana menjelaskan bahwa
perlindungan HKI akan berpengaruh besar bagi masuknya
investasi asing. Perlindungan HKI juga sangat diperiukan bagi
eksisrensi produk HKI Indonesia sendiri, termasuk desain
industri, karena desain industri berperan penting dalam pe-
masaran produk industri Indonesia baik dalam perdagangan
lokal maupun perdagangan internasional yang merupakan satu
sumber devisa dan penerimaan pajak bagi negara. Selain itu,
jika kasus pelanggaran atas suatu desain industri semakin
marak, maka pendesain akan menjadi tidak kreatif lagi."

Pemodal, yang umumnya datang dari negara-negara
maju, sudah tentu ingin mendapat jaminan bahwa investasi-
nya aman. Satu di antara kepastian yang mereka perlukan
adalah kepastian hukum di bidang HKI. Posisi pemodal seka-
rang ini tambah menguat, karena HKI telah dinyatakan seba-
gai bagian dari WTO atau perdagangan internasional. Perda-
gangan internasional sendiri adalah refleksi dari prinsip inter-

2 Ranti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam
Era Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarra, him. 3.
B 1bid., hlm. 7.
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dependensi yang dewasa ini praktis tidak ada negara yang
berada di luar koridor interdependensi.'

Hubungan antara perdagangan internasional dan HKI
telah jelas. Dalam kaitan ini, Keith E. Maskus, setelah pemba-
hasan panjang dalam bukunya, menyimpulkan:

“I claim that IPRs play an important and positive role in econo-
mies advancement, with the role becoming larger as econo-
mies grow richer. Even among poor economies, how ever,
IPRs can be an important condition for business development,
so long as they are well structured and accompanied by ap-
propriate collateral policies. This is the esential challenge as
economies adopt stronger IPRs under the new global system™."

Menurut O.K. Saidin, bagaimanapun juga karya inte-
lektual yang syarat dengan aktivitas ilmu pengetahuan, te-
muan dalam bidang teknologi industri dan tek terpisahkan
dengan dunia bisnis, sudah tentu tidak dapat dipisahkan dari
aspek ekonomi dan politik internasional, termasuk kebijakan
investasi asing. Investasi asing memang tidak dapat dimusuhi,
manakala Indonesia ingin ambil bagian dalam percaturan
ekonomi dunia. Investasi asing tidak akan masuk begitu saja,
tanpa ada jaminan bahwa investasi mereka (sebagian besar
dalam wujud HKI) dilindungi secara hukum.'¢

Faktor hukum memang sangat penting dan diperhatikan
oleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di

=

Perhatikan John H. Jackson. 2000. The Jurisprudence of GATT & The WTO,
Cambridge University Press, Cambridge, p. 3-4. Perhatikan juga Achmad Zen
Umar Purba. 2004. “Interdependensi dan Kreativitas”, Makalah, Disampaikan
pada Pembukaan Seminar “Peningkatan Pemahaman dengan Pemberdayaan Hak
Kekayaan Intelektual dalam Menghadapi Era Perdagangan Global”, Jakarta,
12 April, hlm, 35-39. q

5 Keith E. Maskus. 2000. Intellectual Property Rights in the Global Economy,

Institute for Economics, Washington D.C., p. 170.

" O.K. Saidin. Aspek Hukum Kekayaan Intelekrual (Intellectual Property Rights),
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29-30.
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bidang usaha industri di Indonesia, karena berkaitan dengan
perlindungan yang diberikan pemerintah bagi kegiatan in-
vestasi. Menurunnya wibawa hukum dalam negeri akan mem-
pengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Da-
ya tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat
tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, di mana sis-
tem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (pre-
dictability), keadilan (fairness), dan efisiensi (efficiency)."”
Menurut Djisman Simanjuntak, dkk., agar sistem eko-
nomi dapat berfungsi, maka perlu adanya prasyarat: pertama,
predictability, dalam arti adanya kepastian bahwa investor
yang akan datang ke suatu negara jika hukum di negara itu
melindungi investasi yang dilakukannya. Kepastian hukum
sama pentingnya dengan economic opportunity dan politi-
ca{ stability; kedua, dia harus dapat menciptakan stability,
yaitu dapat menyeimbangkan atau mengakomodasi kepen-
tingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat;
ketiga, fairness atau keadilan seperti persamaan semua orang
atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada
semua orang dan adanya standar pola perilaku pemerinfa’h,
oleh ba;:yak ahli ditekankan sebagai prasyarat untuk berjalan-
nya mekanisme pasar dan mencegah ti i 1y
pya rhe kanisme rflﬂ gah tindakan birokrasi yang
| Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, telah
mene.mpatkan Indonesia sebagai negara yang siap melakukan
persaingan bisnis internasional di era global, yang menurut
Ifia Bagus Wyasa Putra, karakter persaingan bisnis interna-
sional itu akan mengarah kepada urgensi perlindungan HK],
termasuk hak atas .desain industri, disebabkan beberapa fak-
tor, yaitu: pertama, kecilnya perlindungan dan besarnya kuan-

v ll;{ulm;ml l(;anjaitan. 2003. Hukum Penanaman Modal Asing, In-Hill Co., Jakarta,
m. 9-10.

¥ Djisman Simanjuntak, dkk. 2006. Naskah Akademik R
. . ancangan Undang-
Undang Penanaman Modal, Jakarta, 16 Maret, hlm. 29. s neane
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titas pembajakan HKI di kebanyakan negara berkembang;
kedua, pembajakan (unfair trade practice) sebagai bentuk
pelanggaran terhadap HKI dapat menimbulkan kerugian ter-
hadap produser, misalnya penurunan omset produksi, besar-
nya biaya untuk penjejakan pembajak, merosotnya daya hidup
perusahaan, kerugian terhadap konsumen, misalnya konsu-
men mendapat barang palsu yang sering kualitasnya lebih
buruk.?

Saat ini, desain industri sebagai produk industri yang
dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa
yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia sudah
dilindungi oleh rezim hukum hak atas desain industri yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri (selanjutnya disingkat UU DI No. 31/2000).

Penjelasan Umum UU DI No. 31/2000 menjelaskan bah-
wa desain industri sebagai satu bagian dari HKI mempunyai
peranan dalam peningkatan pembanguan ekonomi Indone-
sia. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya
untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan mem-
berikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri
akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Perlindungan UU DI No. 31/2000 terhadap desain in-
dustri diberikan negara melalui sistem pendaftaran. Oleh
karena itu, pendaftaran desain industri perlu digerakkan
secara serius dari level nasional sampai ke level daerah-daerah
di Indonesia mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran
dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting
pendaftaran hak atas desain industri.

Menurut Ranti Fauza Mayana, rendahnya tingkat kesa-
daran dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti
pentingnya pendaftaran desain industri seringkali menimbul-

¥ [da Bagus Wyasa Putra. 2000, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dan
Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, him. 49.
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kan dampak yang negatif bagi perekonomian negara. Kemu-
dian, secara cermat, Ranti Fauza Mayana mengemukakan
fakta bahwa seringkali ekspor produk desain industri Indo-
nesia ditolak di luar negeri dengan alasan desain industri
tersebur tidak didaftarkan di luar negeri.2°

Kendala untuk dapat memberikan perlindungan hukum
terhadap desain industri di Indonesia, menurut Ranti Fauza
Mayana, adalah justru masyarakat Indonesia sendiri yang di
satu sisi masih menganggap HKI sebagai suatu public right
yang mempunyai fungsi sosial, bukan suatu hak privat yang
membutuhkan perlindungan hukum. Sampai saat ini masih
banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila
desain mereka ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam in
dapat dijumpai di Bali, di mana masih terdapat masyarakat
Bali yang tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan
tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga,
karena dengan ditirunya hasil desain mereka, terdapat suatu
anggapan bahwa desain tersebut memang betul-betul menarik
dan hebat.?!

Kasus lainnya misalnya sentra-sentra kerajinan rotan
di daerah Tegalwangi dan sentra kerajinan di Tasikmalaya
yang sudah dikenal di kalangan masyarakat luas. Pengrajin
tersebut pada umumnya lugas dan jujur. Sambil menawarkan
pekerjaannya mengatakan dengan bangga bahwa desain dari
barang tersebut dibuat oleh pendesain vang sudah dikenal di
masyarakat luas. Justru karena faktor tersebut kemudian

* Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 9, mengutip Kontan. 1999, “Desain Leluhur
Digugar di AS: Sengketa Paten Desain Kerajinan Perak”, Jakarta, No. 4. Tahun
IV, 18 Okrober, mengemukan kasus yang terjadi menimpa seorang perajin
perak Indonesia yang digugat aleh pengusaha Amerika dengan alasan desain
produk tersebur telah didafrarkan di Amerika dan telah keluar sertifikar
pendaftarannya. Pengrajin yang bersangkuran dituntur untuk membayar denda
sebesar US § 600.000. Ironisnya, desain industri yang telah didafrarkan di
Amerika tersebut menggunakan unsur benruk candi Borobudur.

* Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 8.
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pedagang dan para eksportir memesan barang tersebut dalam
jumlah besar. Dalam kasus ini hak moral dari pendesain telah
diakui oleh pengrajin dengan menyebut siapa pendesainnya
lantaran mentalitas mereka menaruh hormat dengan setulus
hati pada orang yang mau menularkan “ilmunya” pada orang
lain.?

Budaya masyarakart tradisional Indonesia tidak menge-
nal hak atas desain industri. Nilai-nilai budaya masyarakat
Indonesia tidak mengenai pemilikan individu terhadap suatu
karya desain industri yang dihasilkan dari kemampuan krea-
tivitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis intelektual yang
dimiliki oleh manusia.

Suatu karya desain industri yang telah diumumkan
dalam masyarakat tradisional Indonesia langsung menjadi
milik bersama (public domain). Artinya, siapa saja boleh
meniru dan mencontoh desain industri tersebut, dan pende-
sainnya juga tidak mempermasalahkannya. Ciri khas masya-
rakart rradisional adalah sifat kolektif atau kebersamaan. Hak
atas desain industri tidak mempunyai akar budaya dalam
masyarakat tradisional. Nilai filosofis yang mendasari pemi-
likan individu terhadap suatu karya desain industri yang
dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa
yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia adalah
nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukum HKI-
nya, yang dalam perkembangannya kini telah diadopsi ke da-
lam sistem hukum HKI Indonesia.

UU DI No. 31/2000 adalah instrumen yang harus dapat
digunakan dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum
terhadap hai: atas desain industri secara komprehensif, yang
dimaksudkaun untuk mendorong kreativitas cipta, rasa, dan
karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh pendesain,

Z Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005. Hak Kekayaan Intelektual dan
Budaya Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 204,
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sehingga mampu terus-menerus membuat desain industri
baru. Dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi yang
mampu mendorong dihasilkannya desain-desain industri baru
dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah
ketentuan-ketentuan normatif desain industri dinyatakan
dalam UU DI No. 31/2000.

Konsiderans Menimbang huruf ¢ UU DI No. 31/2000
memuat pernyataan tegas bahwa pembentukan UU DI No.
31/2000 adalah konsekuensi yuridis dari ratifikasi Perjanjian
WTO berikut TRIPs berdasarkan UU No. 7/1994, yang ber-
tujuan mengurangi penyimpangan dan hambatan menuju per-
dagangan internasional guna mewujudkan perlindungan yang
efektif dan memadai serta menjamin proses penegakan HKI,
termasuk desain industri.

Memperhatikan pentingnya eksistensi dan fungsi desain
industri sebagaimana diatur dalam UU DI No. 31/2000 dan
Perjanjian WTO, khususnya TRIPs, maka perlu dilakukan
pengkajian ilmu hukum, tidak hanya pada lapisan dogmatik
hukum, tetapi juga lapisan teori hukum, bahkan lapisan filsafat
hukum. .

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menegas-
kan bahwa dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum
dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori
hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum. Ketiga lapisan
tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktik
hukum,? :

Selanjutnya, guna memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai lapisan ilmu hukum ini, maka perlu
diuraikan pemikiran hukum J. Gijssels dan Marck van
Hoecke. Menurut Gijssels dan Hoecke, lapisan ilmu hukum
terdiri dari dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum

3 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2008. Argumentasi Hukum,
Gajahmada University Press, Yogayakarta, hlm. 3.

DESAIN INDUSTRI
Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum

sebagaimana dapat dicermati pada bagan 1. Secara kronologis
perkembangn ilmu hukum diawali oleh filsafat hukum dan
disusul dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Dua disiplin
tersebut memiliki perbedaan yang sangat ekstrim. Filsafat
hukum sangat spekulatif, sedangkan ilmu hukum positif
sangat teknis. Dalam hubungan dengan itu, dibutuhkan
disiplin tengah yang menjembatani filsafat hukum dan ilmu
hukum positif. Disiplin tengah tersebut mula-mula berbentuk
ajaran hukum umum (algemene rechtsleer) yang berisi ciri-
ciri umum, seperti asas-asas hukum dari berbagai sistem
hukum. Dari ajaran hukum umum berkembang menjadi teori
hukum. Disiplin baru ini fidak hanya dengan fokus ciri-ciri
yang sama, tetapi juga permasalahan yang sama dari berbagai
sistem hukum.?*

Dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum,
pada akhirnya harus diarahkan kepada praktik hukum.
Praktik hukum menyangkut dua aspek utama, yaitu pemben-
tukan hukum dan penerapan hukum. Permasalahan pene-
rapan hukum antara lain mengenai interpretasi hukum,
kekosongan hukum (leeinten in het recht), antinomi dan nor-
ma yang kabur (vage normen).” :

® J. Gijssels & Marck van Hoecke. 1982. Wat is Rechtstheorie, Kluwer,

Antwerpeen, p. 133.
B Ibid.
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Lapisan limu Hukum

|

Filsafat Hukum

Teori Hukum

|

Dogmatik Hukum

|

Praktik Hukum

Bagan 1. Lapisan Ilmu Hukum menurut J. Gijssels
dan Mark van Hoecke

Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan
dogmatik hukum dapat dicermati pada bagan 2, vang
menunjukkan bahwa hukum positif didukung oleh ilmu
hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum.

Tiap lapisan ilmu hukum memiliki karakteristik khusus
mengenai konsep, eksplanasi dan sifat atau HKIkat
keilmuannya sebagaimana diuraikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Lapisan Ilmu Hukum

Lapisan llmu Hukum Konsep  Eksplanasi sifat

‘ Filsafat Hukum Grond begrippen Reflektif Spekulatif
Teori Hukum Algemene begrippen Analitis Normatif empiris
Dogmatik Hukum Technischjuridisch Teknis Yuridis Normatif

begrippen

Sebagai ilustrasi, dalam Pasal 1 angka 1 UU DI No. 31/
2000 dirumuskan desain industri adalah “suatu kreasi tentang

DESAIN INDUSTRI
t Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum

bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau
garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk
tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis
dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua di-
mensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai
untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas indus-
rri, atau kerajinan tangan”.

Desain industri merupakan konsep teknis, namun
unsur-unsur desain industri harus ditelusuri dalam ranah teori
hukum, dalam hal ini teori Hukum HKI. Contoh, untuk
menjelaskan unsur-unsur desain industri haruslah pertama-
tama menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud Hukum
HKI. Konsep Hukum HKI adalah konsep teori, jadi merupa-
kan konsep umum (algemene begrippen).

l Filsafat Hukum }

Meta-teori Meta-teori

Teori Hukum

Dogmatik Hukum

Teori Teori Teori

Hukum Positif

Bagan 2. Hubungan antara Filsafat Hukum, Teori Hukum,
dan Dogmatik Hukum
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H. PH. Vissert Thooft menjelaskan bahwa lapisan
ilmu hukum terdiri dari filsafat hukum (rechts filosofie), teori
hukum (rechts theorie), dan ilmu hukum, yang mencakup ilmu
hukum praktis (praktische rechtswetenschap) dan ilmu-ilmu
hukum lain (endere rechtswetenschappen),* sebagaimana
dapat dicermati pada bagan 3.

Filsafat Hukum

!

Teori Hukum

lImu Hukum Praktis llmu-ilmu Hukum Lain

Bagan 3. Lapisan Ilmu Hukum menurut H.P.H. Visser Thooft

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri DJatmiati,
membandingkan bagan dari Vissert ‘dengan bagan Gijssels
dan Hoecke, dapat disimpulkan bahwa dogmatik hukum
(ilmu hukum positif) adalah ilmu hukum praktik. Fungsi ilmu
hukum praktis adalah penyelesaian masalah (problem solv-
ing). Dengan demikian dogmatik hukum sebagai ilmu hukum
praktis tujuannya adalah penyelesaian masalah hukum (legal
problem solving). Untuk tujuan itu, dibutuhkan ars, yang
merupakan keterampilan ilmiah. Ars itu dibutuhkan oleh para
yuris untuk menyusun pendapat hukum (legal opinion)
sebagai output dari langkah penyelesaian masalah hukum.
Ars yang dimaksud adalah penalaran hukum (legal reason-
ing) atau argumentasi hukum (legal argumentation), yang
hakikatnya adalah pemberian alasan (giving reason).””

® H.PH. Vissert Thooft. 1988. Filosofie van de Rechts Wet :nschap, Martinus
Nijhoff, Leiden, p. 10. :
7 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiari. Op. Cit., hlm. 12.
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Memperhatikan penjelasan mengenai lapisan ilmu
hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditegaskan
bahwa pengkajian ilmu hukum desain industri dalam bukL}
ini mencakup pengkajian pada lapisan filsafat hukum, teori
hukum, dan dogmatik hukum.
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(BA8Z)

Desain Industri
dalam Perspektif
Filsafat Hukum

A. Eksistensi Nilai Materialistis-Individualistis dan Nilai
Spiritualistis-Kolektivistis dalam Desain Industri

Para ahli filsafat hukum dalam pekerjaannya
mempelajari 1ilai-nilai yang diartikannya sebagai konsepsi
abstrak mengenai hal-hal yang harus dianuti (dianggap baik)
dan yang harus dihindari (dianggap buruk). Ahli-ahli filsafat
hukum itu lazimnya merenungkan tentang nilai-nilai,
merumuskan nilai-nilai dan juga menyerasikan nilai-nilai yang
berpasangan tetapi bersitegang (antinomi), sehingga hukum
diartikan oleh mereka sebagai sistem jalinan nilai-nilai.?®

“Nilai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah “sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi
kehidupan manusia”.?> Wolfgang Friedman memahami nilai
sebagai “idee directive” atau “donne ideal”, yang merupakan
sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan
hasrat hidupnya.’

?

® purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1987. Renungan tentang Filsafat
Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm. 13.

» Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI.
1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 690.

» Wolfgang Friedman. 1967. Legal Theory, Stevens & Sons, London.

»




Secara filosofis, nilai (value) menurut Darji Darmodi-
hardjo dan shidarta, dapat diartikan sebagai “kualitas dari
sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, baik
ditinjau dari sudut lahir maupun batin” 3! Selanjutnya, Sathe
dikutip oleh Taliziduhu Ndraha, mendefinisikan nilai sebaga;
“basic asuraption abotit what ideals are derirable or worth
striving for”. Sathe memahami konsep nilai dalam hubungan-
nya dengan pembicaraan tentang perubahan budaya. Kemu-
dian, Horfstede, juga dikutip oleh Talizudu Ndraha, mendefi-
nisikan nilai sebagai “ a broad tendency to prefer certain states
of affairs over other”. Definisi ini nilai yang dikemukakan
oleh Horfstede adalah ringkasan dari definisi nilai yang di-
uraikan oleh Kluckhohn, yaitu “A value is a conception, expli-
sit or implisit, distinctive of an individual or characteristics of
a group, of the desirable which influences the selection from
available modes, means, and ends of actions. Jadi, nilai me-
nurut Kluckhohn adalah suatu konsepsi tegas atau tidak tegas
yang membedakan karakteristik individual atau kelompol;
yang mempunyai kehendak yang kuat yang mempengaruhi
pemilihan mengenai cara, maksud, dan tujuan akhir dari tin-
dakan-tindakan yang memadai.

Penegakan hukum (law enfocer;nent), termasuk pene-
gakan hukum desain industri, hendaknya diartikan sebagai
penanggulangan masalah-masalah hukum, berdasarkan sis-
tem jalinan nilai yang serasi. Oleh karena itu, perlu dianalisis
pasangan nilai antinomi dalam filsafat hukum, yang tidak
jarang bertentangan, yaitu nilai materialistis-individualistis
Flaq nilai spiritualistis-kolektivistis, yang keseluruhan nilai
itu juga eksis atau terkandung dalam desain industri.

* Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. Peni ilai-nilai i
) ) . . Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dal

o glst’el:deuElmflnjonesm, PT. RajaGrafindo, Jakarta, him. 187. H e
athe dan Horfstede, dalam Taliziduhu Ndraha. 1997. Bud isasi
Rineka Cipta, Jakarta, him. 17. udaya Organisasi P
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“Materialistis” menurut Kamus Besar Bahasa Indone-
sia berarti “orang yang mementingkan kebendaan (harta,
uang, dsb.)”.? Materialistis dikembangkan oleh materialis-
me, yang menurut Dagobert D. Runes, materialisme itu adalah -
suatu ajaran yang pokok-pokoknya, sebagai berikut:

1. Hanya benda (materi) yang merupakan kenyataan atau
hal yang eksisten. Benda itu merupakan unsur primor-
dialisme atau fundamental alam semesta;

2. Semuanya dapat dijelaskan atas dasar benda-benda
yang bergerak dan energi, sehingga semua perbedaan
kualitatif dapat dikualifikasi. Yang dapat menjadi objek
penelitian ilmu pengetahuan hanyalah hal-hal yang ber-
sifat fisik atau material;

3. Nilai tertinggi yang harus dianuti manusia adalah keka-
yaan, kepuasan badaniah, dan kenikmatan fisik.**

Antinomi dari nilai materialistis adalah nilai spiritualis-
tis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spiritualistis
berarti “berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani,
batin)” .3 Spiritualistis dikembangkan oleh spiritualisme, yang
menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, spi-
ritualisme itu adalah suatu ajaran yang menyatakan bahwa
realitas mutlak dalam alam semesta adalah jiwa yang menjadi
dasar alam semesta dan memberikan penjelasan secara ra-
sional. Spiritualisme ini merupakan antinomi dari materialis-

me.3¢

% Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI.

Op. Cit., hlm. 637.
* Dagobert D. Runes. 1975. Dictionary of Philosophy, Adams & Co., New

Jersey, Littlefield.
% Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI.

Op. Cit., hlm. 960.
% Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1991. Ikhtisar Antinomi: Aliran

Filsafat sebagai Landasan Filsafat Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.
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Lebih lanjut, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soe-
kanto, menjelaskan bahwa kadang-kadang spiritualisme diper-
gunakan untuk menunjuk pada pandangan idealistis bahwa
tidak ada kecuali suatu kehidupan mutlak dan kehidupan-
kehidupan yang terbatas. Dunia keindraan menurut pan-
dangan itu merupakan bidang gagasan atau citra, yang menu-
rut Plato, citra itu adalah kesamaan umum yang terhayati
secara rohaniah (metafisika), dan menurut Kant citra itu ber-
ada di atas pengalaman dan menjadi pedoman pengalaman
(dalam hukum: rechtsidee).’”

Peter A. Angeles dalam Dictionary of Philosophy, mene-
gaskan pemahamannya mengenai spiritualisme, sebagai beri-
kut:

“The view that the underlying, ultimate reality (or founda-
tion of reality) is spirit of a world soul which (a) is the uni-
verse or pervades the universe at all its levels of activity; (b) is
the cause of its activity, order, and direction; and (c) stands as
the only completed and rational explanation for the existence
of the universe...”.*

Nilai materialistis tumbuh dan berkembang dalam ma-
syarakat didukung oleh nilai individualistis. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, individualistis itu berarti “sesuai de-
ngan kehendak individualis (orang yang mementingkan diri
sendiri, orang yang egois)”.?” Individualistis dikembangkan
oleh individualisme, yang menurut Purnadi Purbacaraka dan
Soerjono Soekanto, individualisme itu adalah suatu ajaran
yang memberikan tekanan pada realitas pribadi manusia dan

7 Ibid. hlm. 7-8.

¥ Perer A. Angeles. 1981, Dictionary of Philosophy, Berns & Noble Books, New
York.

? Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI.
Op. Cit., hlm. 377.
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'
hal-hal konkrit. Dalam individualisme, negara terbentuk un-
tuk kepentingan pribadi-pribadi dan bukan sebaliknya, yang
hal itu terwujud, antara lain, dalam sistem kebebasan berkom-
petisi.®

Lebih lanjut, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soe-
kanto menjelaskan bahwa secara asali, individualisme adalah
suatu ajaran vang memberikan tekanan pada nilai utama
pribadi, sehing za masyarakat hanyalah merupakan suatu sara-
na untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Ajaran ini menim-
bulkan teori tentang makhluk alamiah yang mengajarkan bah-
wa pribadi merupakan sumber nilai moral. Selain itu, ajaran
ini juga menimbulkan teori yang memberikan tekanan pada
kebebasan dari paksaan oleh penguasa. Dalam arti idealnya,
individualisme adalah antinomi dari kolektivisme.*!

Selanjutnya, nilai spiritualistis yang juga tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat didukung oleh nilai kolek-

- tivistis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolektivistis

berarti “perihal (keadaan) kolektif atau kebersamaan”.** Ko-
lekrivistis dikembangkan oleh kolektivisme, yang menurut
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, kolektivisme
itu adalah suatu ajaran yang menginginkan perkembangan
suatu masyarakat tertentu yang sekaligus meniadakan pen-
tingnya masyarakat. Kondisi-kondisi perubahan dan mobilitas
sosial memerlukan pribadi-pribadi yang mampu menyesuai-
kan dan bertindak secara mandiri. Kebebasan individual men-
jadi suatu kekebasan yang dianggap baik oleh masyarakat.

Jadi, individualisme sebenarnya bukan lawan kolektivisme,

melainkan antinominya.*

# Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1991. Op. Cit., hlm. 13.

“ 1bid,

2 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI.
Op. Cit., hlm. 513.

4 purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanro. 1991. Op. Cit., hlm. 15.
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Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto
secara luas kolektivisme adalah suatu kecenderungan dalam’
pgrkembangan masyarakat, suatu program reformasi ekono-
mi, suatu teori tentang kesejahteraan umum maupun tertib
utopis kehidupan manusia. Secara teknis, kolektivisme meru-
pakan. suatu kerangka komprehensif pengendalian otoriter
seperti sosialisme, komunisme, sindikalisme, dan lain sebagai-,
nya. Kadang-kadang ajaran kolektivisme diartikan sebagai
kecenderungan untuk meninggalkan kebebasan ekstrim yang
berkembang pesat pada abad ke-19. Apabila individualisme
adalah ekspresi filsafat rasionalistis, maka kolektivisme ber-
paling pada citra otoriter.*

' .Pasangan nilai-nilai materialistis-individualistis dan spi-
ritualistis-kolektivistis yang tumbuh dan berkembang dalam
ma}syarakat didukung oleh materialisme-individualisme dan
spu:u:ualisme-kolektivisme sebagaimana diuraikan di atas
eksis atau terkandung dalam desain industr; sebagai HKI. ,

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan

sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena ke-
mampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan-sebagai
hak atas kekayaaan mengingat HKI pada akhirnya menghasil-
kan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra
teknologi, di mana dalam mewujudkannya membu’tuhkar;
pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya
pengprbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut
menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat
ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang
melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) ter-
hadap karya-karya intelektual tadi®.

“ Ibid,
¢ Perhatikan Budi Agus Riswandi dan M. S i |
- Syamsudin. 2005. Hak Kek
Intelektual dan Budaya Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hln:!.y ?llf

Perhatikan juga Bambang Kesowo. 1998 GATT, T
. . s TRIPs dan Hak
Intelekeual (HAKI), Mahkamah Agung, Jakarta, him, 163—16a1. wtas Kekayaan
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HKI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang
bersumber dari hasil kerja akal dan fikiran yang mampu mena-
lar, yang immateril (tidak berwujud). Misalnya, untuk mende-
sain sepatu sebagai produk industri, diperlukan pekerjaan
akal dan fikiran manusia yang mampu menalar. Hasil kerja
akal dan fikiran manusia yang mampu menalar itu kemudian
disebut “intelektualitas” dan orang yang mampu menalar de-
ngan menggunakan akal dan fikirannya itu dinamakan “in-
telektualis”. i

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berfikir
(anima intelectiva), yang terlengkapi pula dengan berasa ber-
sikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada
pengetahuan yang didapatnya lewat kegiatan mérasa atau
berfikir. Penalaran merupakan kegiatan budi sebagai jalan
mencapai pengetahuan dari pengetahuan yang satu ke penge-
tahuan yang lain dengan perantaraan pengetahuan penghu-
bung.*¢

Semua orang mempunyai akal dan fikiran, tetapi tidak
semua orang yang mempunyai akal dan fikiran itu mampu
menalar secara optimal. Dengan demikian, tidak semua orang
yang mempunyai akal dan fikiran itu mampu menghasilkan
HKI. Hanya orang yang mampu menalar dengan mengguna-
kan akal dan fikirannya saja yang dapat menghasilkan HKI.

Jadi, wajar saja hasil penalaran yang menggunakan akal
dan fikiran seseorang itu kemudian menimbulkan HKI yang
bersifat eksklusif. Apalagi dalam mewujudkan karya-karya
intelektualnya, yang antara lain berupa desain suatu produk
industri, seseorang itu sudah tentu membutuhkan pengor-
banan tenaga, waktu, bahkan biaya.

Sifat eksklusif HKI, termasuk desain industri, diwu-
judkan dengan pemberian suatu hak monopoli untuk suatu

% Sidi Gazalba. 1981. Sistematika Filsafat Buku II, Bulan Bintang, Jakarta, him.
193.
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jangka waktu tertentu kepada pendesain/pemilik hak untuk
mengeksploitasi haknya tersebut guna memperoleh keun-
tungan ekonomi dari hasil desain industrinya tersebut.

Landasan filosofis pemberian hak monopoli atas HKI,
termasuk desain industri, menurut Wury Adriyani, sebagai
berikut:

“There is basic philosopical underlying the monopoly in in-
tellectual property (IP). Indeed it must understand entirely
with the idea of IP. The objects of IP are creations of human
minds, the human intellect. The property is the information
reflected in the copies. Therefore the property is not in the
copies. Mean while monopoly itself is the sole right compen-
sation to the proprietor of providing creation or a new inven-
tion of which the proprietor used his knowledge, skill, time
and energy. Therefore the proprietor bas to be protected from
any conterfeiting” ¥

Menurut Achmad Zen Umar Purba, HKI (termasuk
desain industri, Pen-) adalah aset yang secara hukum menim-
bulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga pada
aset-aset yang lain, misalnya tanah yang ditandai dengan serti-
fikat dan kepemilikan benda-benda bergerak melekat pada
yang mempunyai. Untuk HKI diperlukan suatu proses pen-
daftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara.
kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak
berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok per-
masalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan,
diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha

¥ Wury Adriyani. 1998. “Introductory Notes to Intellectual Property Law in
Indonesia”, Yuridika, No. 384, Tahun XIII, FH Unair, him. 1.

® Achmad Zen Umar Purba. 2000. “Peranan HaKI dalam Menumbuhkan
Kreativitas Usaha”, Makalah, Disampaikan pada Workshop II Center for The
Socialization and Dissemination of Technology, The Habibi Center, 13 Juli.
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Desain ‘ndustri sebagai HKI yang merupakan benda
immateril (tidak berwujud) yang tidak dapat dilihat secara
fisik, ternyata mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya dan
pemiliknya mempunyai hak monopoli terhadap desain
industri tersebut. Jadi, hak ekonomi dan hak monopoli yang
dimiliki oleh pendesain atas desain industrinya itulah yang
mengandung nilai-nilai materistis-individualistis.

Meskipun desain industri sebagai HKI bersifat eksklu-
sif yang menimbulkan hak ekonomi dan hak monopoli bagi
pendesain/pemiliknya, namun hak ekonomi dan hak monopoli
itu tidak mutlak bersifat materialistis-individualistis, karena
aturan hukum positifnya di Indonesia (vide UU DI No. 31/
2000) telah membatasi hak ekonomi dan hak monopoli de-
ngan fungsi sosial dan tidak ditujukan untuk mengganggu
ketertiban umum. Sebagai contoh, UU DI No. 31/2000 meng-
atur mengenai pembatasan jangka waktu desain industri yang
hanya 10 (sepuluh) tahun setelah itu desain industri menjadi
milik masyarakat (public domain) dan adanya lisensi wajib
(compulsory licence) pada desain industri. Berdasarkan
ketentuan normatif dalam UU DI No. 31/2000 ini, jika negara
berpendapat bahwa suatu desain industri sangat penting
artinya bagi kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional,
maka negara dapat mewajibkan pemilik hak atas desain indus-
tri yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak
lain di negara tempat hak atas desain tersebut didaftarkan.
Jadi; dalam desain industri sebagai HKI, ternyata juga eksis
atau terkandung nilai-nilai spiritualistis-kolektivitis.

B. Asas-Asas Hukum Penyerasian Nilai Materialistis-
Individualistis dan Spiritualistis-Kolektivistis dalam
Desain Industri

Manusia, pada umumnya, menginginkan keserasian
dalam kehidupan pribadi maupun antarpribadi, yang meru-
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pakan dua aspek pokok kehidupan baginya. Dalam aspek

ke!xidupan pribadi, manusia mempunyai dua tujuan pokok,

yaitu:

1. Keserasian antara dirinya dengan Sang Maha Pencipta
yang tercakup dalam bidang keimanan; ,

2. Keserasian antara dirinya dengan hati nuraninya, yang
tercakup dalam bidang keakhlakan.*

- Selain itu, dalam aspek kehidupan antarpribadi, manu-

sia Juga mempunyai dua tujuan pokok, yaitu:

1. Keserasian dalam pergaulan hidup dengan sesamanya
yang tercakup dalam bidang kesedapan/sopan santunf

2. Keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenz

traman dalam pergaulan hidup, yang tercakup dalam
bidang kedamaian.s

Keempat aspek kehidupan manusia sebagaimana diurai-
kan di atas, terkandung dalam diri manusia, yang terjalin erat
dalam suatu wadah jasmaniah (somatologis) dan adonan
rohaniah (psikologis). Secara jasmaniah, manusia merupakan
suatu organisme yang serasi, sedangkan secara rohaniah ma-
nusia dihayatkan oleh tiga asas, yaitu asas kenikmatan, asas
realitas, dan asas keserasian, yang menghasilkan hasrat terten-
tu, yakni dalam kenyataan kehidupan manusia, asas kenik-
matan dan asas realitas merupakan antinomi, karena kedua
asas itu berpasangan dan bertegangan, yang harus ditang-
gulangi oleh asas keserasian.5! :

. Filsafat hukum memusatkan perhatian pada nilai-nilai
te.rtmggi yang harus dipenuhi oleh masyarakat, termasuk
qll?.i-pilai materialistis-individualistis dan spiritualistis-kolek-
tivistis, yang merupakan nilai antinomi yang berpasangan te-

o . .
M ;’l:li:fadz Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1991, Op. Cit,, him 1.
! Ibid. him. 2.
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tapi seringkali bersitegang, sehingga perlu diserasikan dalam

wujud asas-asas hukum.

Selain aspek rohaniah, manusia juga mempunyai aspek
jasmaniah yang merupakan organisme yang serasi dan ter-
wujud dalam tipe-tipe somato, misalnya tipe eksomorf, meso-
morf, dan enomorf. Manusia juga mempunyai keserasian an-
tara hasrat keserasian rohaniah dengan kodrat keserasian jas-
maniah, yang kemudian menjadi nilai-nilai yang merupakan
gagasan mengenai apa yang dikehendaki.s?

HKI, termasuk desain industri, tumbuh dan berkem-
bang dalam kehidupan pribadi dan antarpribadi manusia di
masyarakat, sehingga mengandung nilai-nilai materialistis-
individualistis dan spiritualistis-kolektivistis yang perlu dise-
rasikan.

Sehubungan dengan upaya penyerasian nilai-nilai mate-
rialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivistis dalam
HKI, termasuk desain industri, maka sistem hukum HKI,
termasuk hukum desain industri, harus mendasarkan diri
pada asas-asas hukum sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati
Hartono, sebagai berikut: '

1. Asas keadilan (the principle of natural justice)
Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja
membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya,
wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat
berupa materi seperti adanya rasa aman karena dilin-
dungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberi-
kan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta
berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak
menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peris-
tiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu
pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual,

2 Ibid.
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maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu,
adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan
intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di
dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat
meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu
karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan
pihak lain untuk melakukan (commision), atau tidak
melakukan (ommision) sesuatu perbuatan.

Asas ekonomi (the economic argument)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal
dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir
manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum
dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta
berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksud-
nya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat
ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keha-
rusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masya-
rakat. Dengan demikian, hak milik intelektual merupa-
kan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepe-
milikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan,
misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan techni-
cal fee.

Asas kebudayaan (the culture argument)

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada
hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup,
selajutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu
gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak
karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertum-
buhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehi-
dupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu,
juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat,
bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa,
cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik
intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dile-
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paskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan
mampu membangkitkan semangat dan minat untuk
mendorong melahirkan ciptaan baru.

4, Asas sosial (the social argument)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai
perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia
yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan
manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam
hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama
terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Dengan
demikian, hak apa pun yang diakui oleh hukum, dan
diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan
atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak
kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberi-
kan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberi-
kannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan
atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masya-
rakat akan terpenuhi.®®

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masya-
rakat tradisional, yang digambarkan oleh Maryadi sebagai
“masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masya-
rakat agraris yang bercorak komunal-tradisional ke masya-
rakat industri yang bercorak individual-modern. Perubahan
itu berkaitan dengan struktur hubungan masyarakat yang
belum tuntas ke corak yang lebih rasional dan komersial seba-
gai akibat dari proses pembangunan yang dilakukan”.** Per-
soalan filsafat hukum yang terkait dengan hak atas desain

% Perhatikan Sunaryati Hartono. 1982. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia,
Jakarta, Binacipta, hlm. 124. Perhatikan juga Muhamad Jumhana. 1999. Hak
Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.
25-26.

% Maryadi. 2000. Transformasi Budaya, Muhammadyah University Press,
Surakarta, hlm. 53.
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industri timbul sehubungan dengan liberalisasi perdagangan
internasional dalam kondisi sosial-budaya masyarakat Indo-
nesia yang masih dalam masa transisi industrial yang belum

~ semuanya mengerti dan memahami hak atas desain industri
yang sebelumnya tidak mereka kenal. Hukum HKI yang
dibentuk, termasuk hukum desain industri, juga merefleksi-
kan masa transisi, karena substansinya tidzk hanya mengatur
:aspek industri yang mengarah kepada hukum modern, tetapi
juga aspek agraris yang masih mengacu kepada hukum tra-
disional. Jadi, secara kultural, hukum desain industri sebagai
hukqm HKI yang berlaku di Indonesia mengalami banyak
persoalan dalam pelaksanaannya, karena nilai filosofis yang
mendasarinya berbeda dengan dengan nilai filosofis yang
dianut oleh sebagian besar masyarakat.

Hak atas desain industri tumbuh dan berkembang di
negara-negara barat bersamaan dengan berkembangnya
masyarakat industri yang didasari budaya masyarakat yang
lebih mementingkan nilai-nilai materialistis-individualistis
dengan watak kapitalistis, sedangkan sebagian besar masya-
rakat Indonesia didasari budaya masyarakat yang lebih me-
mentingkan nilai spiritualistis-kolektivistis, sehingga jika me-
reka menghasilkan karya desain industri yang bermanfaat bagi
n.lasyarakat, maka mereka akan merasa dan menganggap
tidak ada persoalan HKI jika ternyata orang lain meniru atau
memalsukan hasil karya desain industrinya itu. Bahkan me-
reka merasa telah diuntungkan karena hasil karya desain in-
dustrinya telah disebarluaskan dan dikenal luas oleh masya-
rakat.

Sebagian besar pendesain di Indonesia justru senang
desainnya ditiru, diperbanyak atau dipamerkan oleh orang
lain kepada khalayak masyarakat, karena mereka memandang
perbuatan-perbuatan itu tidak merugikan kepentingan me-
reka, tetapi sebaliknya justru memandang mendatangkan man-
faat, yaitu makin dikenalnya desain industri hasil karya inte-
lektual mereka di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini,
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sebagian besar pendesain di Indonesia memahami desain in-
dustri tidak hanya bernilai materialistis-individualistis, tetapi
juga mempunyai nilai spiritualistis-kolektivistis. Bahkan se-
cara religius mereka mengharapkan adanya nilai pahala yang
mereka peroleh dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penya-
yang, karena mereka memahami hasil karya mereka berupa
desain industri itu adalah ilmu yang boleh dipelajari dan
diamalkan oleh siapa pun juga kepada siapa pun juga.

Secara filosofis, sistem hukum HKI, termasuk hukum
desain industri, harus didasarkan atas asas-asas hukum penye-
rasian nilai-nilai materialistis-individualistis dan spiritualistis-
kolektivistis, yang bersumber dari Pancasila. Menurut Purnadi
Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Pancasila adalah sendi
keserasian hukum, yang benihnya terkandung dalam tiap sila
Pancasila.’’

Selain sebagai sendi keserasian hukum, Pancasila juga
sebagai cita hukum, termasuk cita hukum desain industri.
Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pi-
kir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum
kepada tercapainya cita-cita yang diinginkan masyarakat wa-
laupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masya-
rakat itu tidak mungkin tercapai sepenuhnya.’¢

Pancasila sebagai cita hukum dan falsafah bangsa In-
donesia dinyatakan dengan tegas dalam Penjelasan UUD NRI
Tahun 1945 angka III, yaitu:

“Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari
Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran
ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai
hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-
Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis. Undang-Undang

35 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1987. Op. Cit., him. 81.
% Rudolf Stammler, dalam Roeslan Saleh. 1996, Pembinaan Cita Hukum dan
Asas-asas Hukum Nasional, Karya Dunia Fikir, Jakarta, hlm. 16.
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Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-
pasalnya”.

Intisari dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945, adalah perwujudan sila dari kelima
sila Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur dan pandangan
hidup yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah
diperjuangkan sejak lama dan telah menjadi pedoman dalam
berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia,’ yang telah
dikukuhkan secara konstitusional menjadi dasar negara (fil-
safat negara) dan disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI
(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagaimana teru-
mus dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan
manusia, maka cita hukum Pancasila, berintikan:
(a) Ketuhanan Yang Maha Esa;
) Penghormatan atas martabat manusia;
) Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
) Persamaan dan Kelayakan;
e) Keadilan Sosial;
f) Moral dan budi pekerti yang luhur;
g) Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan

putusan publik.’

Manusia Pancasila adalah makhluk spiritualisme-mate-
rialitas atau rohani-menjasmani dan jasmani merohani. Pan-
casila melekat dalam eksistensi manusia dan landasan bagi
manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan sesuai de-
ngan kodrat kemanusiaannya yang monopluralis, yang sila-
silanya bersifat abstrak-umum-universal. Ideologi Pancasi-

7 Marwah M. Diah. 2003, Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau
Korporatisasi?, Literata Lintas Media, Jakarta, hlm. 30.

* Bernard Aricf Sidharta. 2000. Refleksi tentang Strukrur mu Hukum, CV.
Mandar Maju, Bandung, hlm. 185.
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laisme, pada dasarnya dapat pula digunakan sebagai cara ber-
pikir kita dalam melawan neoliberalisme. Kerangka antro-
pologis filsafat Pancasila menjadi ‘alat’ bagi kita untuk mela-
kukan kritik terhadap neoliberalisme yang telah mereduksi
hakikat manusia menjadi binatang ekonomi (homo econo-
micus), atau sebagai makhluk one-dimensional. Padahal,
manusia itu adalah makhluk multidimensional.*

Jika cita hukum Pancasila dikaji dalam perspektif Teori
Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Raz, yang mema-
hami bahwa secara internal sistem hukum didasarkan atas
grundnorm atau basic norm sebagai sumber nilai dan pembatas
dalam penerapan hukum, serta secara eksternal sistem
hukum tidak dapat dilepaspisahkan dari masyarakat sebagai
basis bekerjanya,*® maka dapat dipahami bahwa cita hukum
Pancasila adalah norma dasar, yang menjadi sumber nilai,
dasar sekaligus penuntun penerapan dan penegakan hukum
UU DI No. 31/2000, yang merupakan subsistem hukum dari
sistem sosial yang juga terdiri dari sub-subsistem lainnya,
seperti subsistem budaya, subsistem politik dan subsistem
ekonomi. Jadi, UU DI No. 31/2000 tidak dapat dilepaspisah-
kan dari masyarakart sebagai basis bekerjanya.

Mencermati sila-sila Pancasila yang kandungan makna-
nya dijelaskan oleh Notonagoro,®' maka dapat dipahami bah-
wa setiap sila Pancasila sebagai cita hukum, memiliki kualifi-
kasi empat sila yang lain. Khusus kandungan makna sila kedua
Pancasila, secara filosofis memandu hukum desain industri
vang materialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivis-
tis: pertamma, mengakui dan menempatkan setiap pendesain

® Tarech Rasyid. 2008, “Neo Liberalisme dan Pancasilaisme™ (Catatan atas Imam
Fathurrohman)”, Berita Pagi, Selasa, 15 Januari.

@ Joseph Raz. 1973. The Concept of Legal System, An Introduction to the
Theory of the Legal System, Oxford University Press, London, hlm. 16.

® Notonagoro. 1982. Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila, Rajawali, Jakarta,
hlm. 58-61.
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industri dalam hakikatnya sebagai manusia Indonesia makhluk
Tuhan, yang harus dipenuhi kebutuhan hidup jiwa dan raga-
nya, individu dan sosialnya, duniawi dan akheratinya; dan
kedua, mengarahkan pendesain industri melakukan pekerjaan
mendesain industrinya berdasarkan kehendak yang tertuju
kepada kebaikan, keindahan jiwa, dan kenyataan mutlak
(Tuhan), dalam keseimbangan yang selaras-harmonis-dina-
mis, sehingga selalu menghasilkan desain industri yang ber-
manfaat bagi dirinya sendirj dan masyarakat, guna tercapai-
nya tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan yang sempurna.

Kemudian, kandungan ‘makna sjla kelima Pancasila
secara filosofis memandu hukum desain industri yang mate-
rialistis-individualistis dan spiritualistis-kolektivistis: perta-
ma, mengakui dan menempatkan setiap penesain industri
dalam hakikamya sebagai manusia Indonesia, r.1akhluk Tuhan,
yang berhak-berwajib hidup, yang berhak-berwajib mendapat
p_erlindungan yang menjadi hak kepentingan-kebutuhan
hidup, sesuai dengan martabatnya sebagai manusia; dan ke-
dua, mengarahkan pendesain industri melakukan pekerjaan
mendesain industri yang berkeadilan sosial, dalam hubungan
hidup bersama dengan sesama warga masyarakat lainnya
sebagai manusia makhluk Tuhan, dalam keseimbangan hidup
jasmaniah-rohaniah religius. .

Penyerasian nilai-nilai materialistis-individualistis dan
spiritualistis-kolektivistis dalam sistem hukum HKI, terma-
suk hukum desain industri, selain harus berdasarkan asas-
asas hukum yang bersumber darj Pancasila, juga harus menga-
cu kepada asas-asas hukum dalam UUD NRI Tahun 1945
sebagai landasan konstitusional bagi pengaturan hukum HK]
di Indonesia, termasuk hukum desain industri (vide UU DI
No. 31/2000).

Secara tegas, dalam konsideran “Mengingat™ angka 1
W DI No. 31/2000, dinyatakan bahwa UU DI No, 31/2000
dibentuk dengan mengingat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945,
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yang merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi In-

donesia. Adapun rumusan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

selengkapnya, adalah:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan;

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara; .

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam-
nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; i

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efi-
siensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan ling-
kungan, kemandirian serta dengan menjaga keseim-
bangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini
diatur dalam undang-undang.

Memperhatikan pendapat Ismail Saleh yang menaf-
sirkan substansi Pasal 33 (dalam hubungannya dengan Pasal
27) UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dipahami bahwa UUD
NRI Tahun 1945 memuat lima asas yang merupakan ciri
utama sistem perekonomian nasional, yaitu asas persamaan
hukum, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas keseim-
bangan dan asas manfaat.5?

Jika memahami bahwa kandungan makna Pasal 33 UUD
NRI Tahun 1945 dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber
dari Pancasila, maka dapat dipahami bahwa sistem pereko-
nomian nasional yang dianut di Indonesia adalah sistem pere-
konomian Pancasila.

e Ismail Saleh. 1990. Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utamaz, Jakarta,

hlm, xv.
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mempunyai ciri-ciri yang khas, sebagai berikut:

(1) Semua bentuk badan usaha didasarkan pada asas
kekeluargaan dan prinsip harmoni, bukan pada asas
kepentingan pribadi dan prinsip konflik pribadi;

(2) Memandang manusia secara utuh, karena manusia
bukan melulu “economic man”, tetapi juga “social and
religius man” yang dapat dikembangkan sebagai motor
penggerak kegiatan duniawi (ekonomi);

(3) Adanya “kehendak sosial yang kuat ke arah egalita-
rianisme atau kemerataan sosial:

(4) Diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu
perekonomian nasional yang tangguh, mandiri, dan
terhormar di arena internasional, dan yang didasarkan
atas solidaritas dan harmoni di dalam negeri.

(5) Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelak-
sanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan
perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi per-
kembangan ekonomi (seperti yang) dicerminkan dalam
cita-cita koperasi.®

Mencermati kandungan makna Pasal 33 UUD NRI
Tahun 1945 tentang sistem perekonomian nasional yang ber-
landaskan Pancasila, maka dapat dipahami bahwa Pasal 33
UUD NRI Tahun 1945 adalah refleksi dari spirit nasionalisme
dan keinginan bangsa Indonesia yang dilandasi oleh semangat
dan budaya asli bangsa Indonesia, yang mementingkan penye-
rasian nilai-nilai materialistis-individualistis dan spiritualistis-
kolektivistis dalam HKI, termasuk desain industri.

¢ Boediono, “Masalah Pengendalian Ekonomi Makro dalam Ekonomi Pancasila”,
g?lam Mubyarto dan Boediono, ed. 1994. Ekonomi Pancasila, Yogyakarta,
m. 10.
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Desain Industri
dalam Perspektif
Teori Hulum

A. Desain Industri dalam Perspektif Teori Hak
Kekayaan Intelektual sebagai Benda Immateril

Menurut Ranti Fauza Mayana, desain industri adalah
satu bagian dari HKI, khususnya Hak Kekayaan Perindus-
trian, karena objek desain industri itu adalah barang atau
komoditi yang merupakan pola dan digunakan dalam proses
industri.®*

Lebih lanjut, Ranti Fauza Mayana menegaskan bahwa
sebagai bagian dari HKI, maka desain industri adalah benda
tidak berwujud yang memungkinkan pemilik atan peme-
gangnya melaksanakan hak-hak yang sama dengan hak milik.

Sehubungan dengan hak milik, maka perlu dikemu-
kakan pemikiran hukum Mahadi yang menguraikan bahwa
yang dapat menjadi objek hak milik berdasarkan substansi
Pasal 499 KUH Perdata adalah barang dan hak. Adapun yang
dimaksudkan dengan barang adalah benda materil karena
terlihat wujudnya, sedangkan hak adalah benda immateril
karena tidak terlihat wujudnya dan tidak dapat diraba, sehing-
ga hak ini dikenal dengan istilah benda immateril.¢

# Ranti Fauza Mayana. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam
Era Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, him. 12,

S Ibid., him. 14. ’

% Mahadi. 1985. H k Milik Immateriil, Bina Cipta, Bandung, hlm. 65.




Pitlo yang pemikiran hukumnya dikutip oleh Mahadi
menegaskan bahwa HKI termasuk ke dalam hak-hak yang
disebut dalam Pasal 499 KUH Perdata, sehingga menyebab-
kan hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari
suatu hak kebendaan. Adapun hak kebendaan adalah hak
absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objek-
nya bukan benda, inilah yang disebut HKI atau Intellectual
Property Rights.s

Hak kebendaan (zakelijkrecht) menurut Sri Soedewi
Masjchoen Sofwan adalah hak mutlak atas suatu benda yang
hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda
dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.¢

Lebih lanjut, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menegas-
kan bahwa ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak
kebendaan atau hak mutlak dengan hak perorangan atau hak
relatif, yaitu:

a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan
terhadap siapa pun juga;

b. Mempunyai zaaksgevolg atau droit de suit (hak yang
mengikuti). Artmya, hak itu terus mengikuti bendanya
di manapun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda
itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang
mempunyainya;

c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana
terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunya1 kedu-
dukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang
terjadi kemudian. Misalnya, seorang eigenar menghi-
potikkan tanahnya, kemudian tanah itu juga diberikan
kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka
hak hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani

¢ Pitlo, dalam Ibid.
@ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberrty,
Yogyakarta, hlm. 24.
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hak memungut hasil itu, dan mempunyai derajat dan
tingkat yang lebih tinggi daripada hak memungut hasil
yang baru terjadi kemudian;

d. Mempunyai sifat droit de preference (hak yang didahu-
lukan);

e. Adanya apa yang dmamakan gugat kebendaan;

f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak keben-

~ daan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.®®

Mariam Darus Badrulzaman menguraikan bahwa hak
kebendaan terbagi atas dua bagian, yaitu hak kebendaan yang
sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kébendaan
yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan
kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selan-
jutnya, untuk hak yang demikian dinamakannya hak kepe-
milikan. Adapun hak kebendaan terbatas adalah hak yang
memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda
jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya, hak kebendaan
terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika diban-
dingkan dengan hak milik.”° Jadi, hak milik itu adalah hak
kebendaan yang sempurna, sedangkan hak-hak lainnya adalah
hak kebendaan yang terbatas. '

Hak milik atas benda immateril adalah hak kekayaan
yang objek haknya adalah benda tidak berwujud. Semua ben-
da yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan
objek hak kekayaan adalah hak kekayaan immateril. Benda
immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu,
misalnya hak tagih, hak atas bunga, hak sewa, hak guna
bangunan, hak guna usaha, hak atas benda jaminan, HKI (i-
tellectual property rights), dan sebagainya.

@ Ibid., hlm. 25-27.
® Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,
BPHN-Alumni, Bandung, hlm. 43.
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Kata “hak milik” atau “property™ dalam istilah intellec-
tual property rights menurut Noor Mout-Bouwman dapat
menyesatkan, karena kata harta benda atau property meng-
isyaratkan adanya suatu benda nyata. Padahal, harta kekayaan
atau property dimaksud bukanlah benda materil, tetapi hasil
kegiatan berdaya cipta, pikiran manusia yang diungkapkan
ke luar dalam suatu bentuk, baik materil maupun immateril.
Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi, melainkan daya
cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang
seni, industri, dan ilmu pengatahuan atau paduan ketiga-keti-
ganya.”!

Konsekuensi logis dari pemahaman HKI ini adalah ter-
pisahkannya HKI itu dengan hasil materil yang menjadi wujud
penjelmaannya sebagai benda berwujud (benda materil).
Misalnya, hak atas desain industri sebagai HKI dan hasil
materiil yang menjadi wujud jelmaannya adalah desain sepatu
(produk industri sepatu). Jadi, yang dilindungi oleh hukum
HKI adalah haknya, bukan sepatu sebagai jelmaan dari hak
itu. Jelmaan dari hak itu dilindungi oleh hukum benda dalam
kategori benda materil (benda berwujud).

B. Desain Industri dalam Perspektif Teori Pemanfaatan
Hak Kekayaan Intelektual dalam Mekanisme Pasar

Hak kekayaan pribadi, menurut Carolyn Hotchkiss,
telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme
dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat
kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui “hak”
untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh peme-
rintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam keka-

7 Noor Mout-Bowmann. 1989. “Perlindungan Hak Cipra Intelekrual: Suam
Rintangan atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri” Makalah,
Disampaikai pada Seminar Hak Milik Intelekrual, Kerjasama FH USU dengan
Naute van Haersolte Amsterdam, Medan, 10 Januari.
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yaan. Seiring dengan perubahan teknologi, konsep kekayaan
mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan
kekayaan ke dalam tiga kategori, yaitu: pertama, sebagian
besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam
kekayaan pribadi, yang dikenal dengan intangible things;
kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan
bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai keka-
yaan intelektual. Semua negara mengakui hak kekayaan dalam
bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten,
merek, dan rahasia dagang.”> Hak kekayaan dalam bentuk
produk ide yang diakui semua negara sebagaimana dijelaskan
oleh Carolyn Hotchkiss, termasuk pula hak atas desain in-
dustri

Desain industri, menurut Paul Torremans dan Jon Hol-
yoak, adalah bagian dari HKI.”* Menurut Keith E. Maskus,
HKI itu adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta
atau aset berupa benda yang tidak berwujud (integible as-
sets), yang sampai pada titik tertentu berkedudukan sama
dengan ’property’ yang berwujud. Namun, perbedaannya
adalah pada aspek eksklusivitasnya, karena eksklusivitaslah
vang menimbulkan hak dan hak itu tidak lain adalah kompen-
sasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorban-
kan oleh pemilik karya intelektual tersebut. Pengeluaran men-
cakup biaya, waktu, dan pengorbanan.™

Steven L. Carter menegaskan adanya dua perasaan
(senses) tentang property, yaitu: pertama, teoretisi hukum
merujuk proper.:y dalam kaitan dengan perangkat hubungan
hukum yang re evan; kedua, property dalam bahasa sehari-

" Carolyn Hotchkiss. 1994. International Law for Business, New York, McGraw-
Hill Inc., p. 304.

A Paul Torremans and Jon Holyoak. 1998, Intellectual Property Law, Butterworths,
London, p. 317.

% Keith E. Maskus. 2000. Intellectual Property Rights in The Global Economy,
Institute for International Economics, Washington D.C., p. 146.
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hari yang mengaitkannya dengan konsep benda atau “res”
yang berkonotasi pula pada pemilik.”s

Merujuk kepada pemikiran hukum teoretik Keith E.

Maskus dan Steven L. Carter di atas, Achmad Zen Umar
{’urba menyimpulkan bahwa HKI baru ada secara hukum
jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan
.hukum dari negara atau otoritas publik terhadap suatu karya
mtz?lektual. Melalui mekanisme pengurusan dokumentasi di-
benlfan hak kepada pemohon HKI, termasuk inventor, pen-
desain, serta pemilik merek. Di sini terdapat 3 (tiga) unsur
utama, yaitu 1) hak eksklusif; 2) negara; dan 3) jangka waktu
tertentu.”®

‘ .HKI, menurut Keith E. Maskus, adalah hak milik bagi
pemlhlf karya intelektual yang sifatnya individual, perorangan
dan privat. Namun, masyarakatlah yang mendapat kemaslaz
hatannya melalui mekanisme pasar. Karya intelektual yang
telah mendapat atau telah dikemas dengan hak eksklusif yang
oleh sebab itu merupakan “property” pemiliknya mencipta-
kan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul karena
pelaksanaan sistem HKI memenuhi kebutuhan masyarakat
banyak. Itulah sebabnya dalam HKI dipersyaratkan adanya
unsur penerapan industri (industrial applicability), yang meru-
pakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.””

Namun, Keith E. Maskus, mengingatkan bahwa “while
strer;gt_hgning IPRs has conciderable potential for enhancing
economic growth in the proper circumstances, it also implies
important economic and social cost”. Maskus menegaskan
bahwa safu negara yang menerapkan sistem HKI yang kuat

™ Steven L. Carter, “Does It Matter Wheth 5
. s er Intellectual Property is Property?”
Kant College of Law. 1993, dalam Anthony D’Amato and l;oris E‘pEst);llé

Long (eds). 1997. International Inteli
) Internasionsl, Landon, o 38, ntellectual Property Law, Kluwer Law
Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Keka I ',
Alurmn, andome bt yaan Intelektual Pasca TRIP’s, PT,
7 Keith E. Maskus. Op. Cit., p. 147,
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akan menyebabkan ditutupnya berbagai usaha yang selama
ini mengabaikan ketentuan-ketentuan tentang HKI, dan
pemerintah harus mencarikan lapangan usaha baru. Maskus
menunjuk Lebanon sebagai contoh penelitiannya. Maskus
menggambarkan para importir teknologi khawatir terhadap
undang-undang hak cipta dan paten yang keras dan menye-
babkan “bighest price markups”. Pada gilirannya negara peng-
impor akan merugi. Maskus sendiri berpendapat bahwa ke-
khawatiran ini berlebihan, sebab masalah harga juga dipenga-
ruhi oleh 4 (empat) variabel lain, yaitu standar pasar, elasti-
sitas permintaan, peraturan mengenai harga dan kebijakan
persaingan usaha.”®

Sistem pasar telah tercipta, mempertemukan pemegang
HKI dan masyarakat. Hubungan ini berkesinambungan, se-
bab pada akhirnya masyarakatlah yang membutuhkan barang-
barang. Kreativitas terus diperlukan. Sistem HKI sendiri, pa-
da dirinya, melekat unsur berkesinambungan atau estafet.
Misalnya dalam hal paten, inventor harus membuka dan
mengungkap invensinya. Dengan demikian, selain dimaksud-
kan agar publik mengetahui isi invensi yang dilindungi terse-
but, keterbukaan ini juga bertujuan untuk merangsang orang
lain mengembangkan lagi invensi tersebut untuk kemudian
dimintakan paten baru. Begitu seterusnya secara estafet dan
sesuai kehendak pasar.”

Menurut Maskus, “The rights provide incentives to
acquire property, improve it with productivity-enhancing in-
vestments, and maintain it for purposes of building asset
value”.® Jadi, walaupun HKI adalah hak perdata (private
rights) yang bersifat individual untuk kepentingan pribadi,
keberadaannya dalam perimbangan dengan hak komunal yang
bersifat kolektif untuk kepentingan masyarakat.

 Ibid., p. 157.
» Ibid.
® Ibid,
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C. Desain Industri dalam Pefspéktif Teori Perlina;;gan

Hak Kekayaan Intelektual

Desain industri adalah bagian dari HKI yang merupakan
hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia,
sehingga perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Brad Sherman dan Lionel Bently menjelaskan bahwa
Tuhan telah menyediakan awal untuk melakukan proses krea-
tivitas dan kemudian kontribusi yang diberikan oleh pencipta,
pendesain, dan penemu yang diekspresikan dalam berbagai
bentuk tersebut harus dilindungi oleh hukum. Dengan kata
lain, yang dilindungi oleh hukum adalah unsur kreatif manusia
yang diwujudkan dalam produk yang dihasilkan.®! Secara
teoretik, pemikiran hukum Brad Sherman dan Lionel Bently
memahami kreativitas manusia sebagai anugrah Tuhan dan
mengarahkan masyarakat beradab untuk mengakui pihak
yang menciptakan, mendesain, dan menemukan boleh me-
nguasai hasil kreativitasnya untuk tujuan yang menguntung-
kannya.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum ter-
hadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam,
yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal
yang dikenal dalam sistem hukum sipil yang merupakan
sistem hukum yang digunakan di Indonesia. Menurut hukum

sipil, manusia mempunyai hak milik intelektual yang alamiah
yang merupakan produk olah pikir manusia. Dengan demi-
kian, manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas pro-
duk yang materil dan immateril yang berasal dari karya intelek-
tualnya dan harus diakui kepemilikannya.s?

8 Brad Sherman and Lionel Bently. 1999. The Making of Modern Intellectual
Property Law, Cambridge University Press, New York, USA, p. 46-47.

# Eddy Damian. 1999. Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi
Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap
Buku serta Perjanjian Penerbitannya, Alumni, Bandung, hlm. 17, 27-28.
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Francis W, Rushing dan Carole Ganz Brown menjelas-
kan pemikiran hukumnya bahwa perlindungan HKI.akan men-
dorong ukuran, kualitas dan efisiensi suatu karya mtelektu?l
baik bagi penemu/pencipta/pendesain maupun untuk menank
modal asing. Kemudian, Rushing dan Brown menjelaskan
secara lebih konkrit mengenai tujuan perlindungan HKI,
yaitu: .

“Strong protection of intellectual property will .tend to:

a. create jobs in primary industries as well as in support-
ing industries; '

b. create a higher-quality labor force through on the job
training;

c. shift jobs to higher-productivity areas;

. increase the capital stock of the country; '

e. improve the quality of the capital stock through inno-
vation; .

f. improve the allocation of the capital stoclf;

g. expand those activities subject to economies of scale;
h. improve efficiency through a reduction in local mo-
nopoly ele nents; ' o
i. provide loiser cost methods of production for existing

products;
j. provide new product”.®

Ada beberapa teori yang mendasari perlunya suatu
bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi HKI, terma-
suk hak atas desain industri. Robert M. Sherwood mengemu-
kakan adanya Teori Penghargaan (Reward The.ory) yang
menjelaskan bahwa pengakuan terhadap 'karya intelektual
yang telah dihasilkan oleh seseorang se}nngga kepada pe-
nemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan

® Francis W. Rushing & Carole Ganz Brown. 1990. lntcllectgal Property Rights
in Science, Technology and Economic Performance, Westview Press, London,
p. 40.
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seblalgal imbapgan atas upaya-upaya kreatifnya dalam mene-

;relgu:.rzmenc1ptakan/mendesam karya-karya intelektual ter-

Teori penghargaan sejalan dengan prinsip van -
takan bahwa penemu/pencipta/pendisaig yangp t)e’:lalf rnlllzzgz-
!uarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya
;ntellfktualnya hall')us memperoleh kembali apa yang telah dik};-

uarkannya tersebut, yang di i bai

oy T;,eory)_wy g dikenal dengan Teori Perbaikan

Teori lain yang juga sejalan denga i i
adalah Teori Insentif (Incenti:/e Theoryg) ;ag;or;lerll,g::gl::;l
pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi
para pene}nu/pencipta/pendesain tersebut. Berdasarkan teori
ini insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya ke-
glatan-kx?giatan penelitian yang berguna.? ’

.Balk Te.ori Penghargaan, Teori Perbaikan, maupun Teori
Insentif pada intinya mempunyai visi yang sama tentang perlin-
dungan hukum bagi HKI berupa pemberian penghargaan
kepada para penemu/pencipta/pendesain atas karya inte-
lektual yang telah dihasilkannya. Dalam perkembangannya
pemberian penghargaan tersebut harus dikaitkan deng};r;
upaya untuk mienciptakan iklim yang kondusif agar masya-
rakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai
akan n;;mbunug kreativitas masyarakat itu sendiri.

. enurut Ranti Fauza Mayana, teori-teori .
linduhgan hukum HKI sebagaimana diuraikan giglia;igzit
M. Sl?erwood tersebut di atas, perlu disempurnakan. Atas
c!asar itu, Ranti Fauza Mayana mengembangkan Teori Kepen-
tingan Makro, dengan memasukkan kepentingan makro

8
svoberf M. She::wood. 1.99(.). Intellectual Property and Economic Development:
estview Special Studies in Science Technology and Public Polic Wpt few
Press Inc. San Franscisco, p. 11-13, » Testiew
& Ibid.
% Ibid.
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sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat,
sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya
upaya memberikan keuntungan untuk individu penemu/
pencipta/pendesain, tetapi lebih luas cakupan implikasinya,
yaitu untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan
demikian, pemberian penghargaan tersebut akan menjadi
sumbangan konkret bagi negara dalam pembangunan ekono-
minya.%’

Robert M. Sherwood mengemukan pula adanya teori
keempat, yang disebut dengan Teori Risiko (Risk Theory).
Teori ini mengakui bahwa HKI adalah suatu hasil karya yang
mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil dari suatu
penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan
orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut
atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah
wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum
terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko ter-
sebut.

Landasan hukum yang kuat yang berfungsi melindungi
HKI diperlukan untuk menghindarkan risiko yang potensial
timbul dari penggunaan secara tidak sah yang mengakibatkan
kerugian secara ekonomis dan moral bagi penemu/pencipta/
pendesain. Kesulitan mengatasi risiko ini juga dapat timbul,
karena meskipun aturan-aturan hukum HKI yang ada telah
cukup memberikan perlindungan hukum, namun secara prak-
tikal terdapat kelemahan dalam penegakan hukum HKI itu
sendiri (law enforcement). Atas dasar itu, Teori Risiko harus
diartikan dalam spektrum yang lebih luas, tidak hanya menye-
diakan aturan-aturan hukum HKI saja, tetapi juga harus
mengembangkan dan memfasilitasi kemampuan aparatur
penegak hukum dalam proses penegakan hukum HKI. Selain
itu, juga perlu membudayakan perlindungan hukum HKI di

¥ Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 45.
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level masyarakat itu sendiri, karena risiko pelanggaran hukum
HKI akan tetap potensial terjadi jika budaya hukum masya-
rakat tidak mendukung proses perlindungan hukum bagi HKI
tersebut. Jadi, Teori Risiko harus dikembangkan dengan me-
masukkan unsur-unsur budaya hukum sebagai faktor pendo-
rong perlindungan hukum bagi HKI.

Sehubungan dengan perlunya memasukkan unsur-
unsur budaya hukum guna memperkuar Teori Risiko, maka
relevan diuraikan Teori Sistem Hukum yang dikembangkan
oleh Lawrence M. Friedmann, yang memahami bahwa
budaya hukum pada hakikatnya adalah komponen yang
membentuk sistem hukum, selain substansi dan struktur
hukum.® Lebih lanjut, Friedmann menjelaskan bahwa “Le-
gal culture, in other words, is the climate of social thought
and social force which determines how law is used, avoided,
or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a
dead fish lying is a basket, not a living fish swimming in its
sea”.” Jadi, budaya hukum adalah suatu iklim pemikiran sosial
dan dukungan sosial yang menentukan bagaimana hukum
digunakan, diabaikan, atau disalahgunakan. Tanpa budaya
hukum, sistem hukum ibarat seekor ikan yang mati dalam
suatu keranjang, bukan suaru ikan yang hidup dan berenang
dalam lautan.

Menurut Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Satjipto
Rahardjo, komponen budaya hukum adalah komponen yang
terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan peng-
ikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di
tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.?® Selan-
jutnya, Friedmann menjelaskan bahwa “legal culture refers,

¥ Lawrence M. Friedmann. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective,
Russel Sage Foundation, New York, p. 11-16.

¥ Lawrence M. Friedmann. 1986. American Law, M.W. Norton & Co., New
York, hlm. 7.

¥ Satjipto Raharjo. 1980. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, hlm. 85,
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then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways
of doing and thinking that bend social force toward or away
from the law and in particularly ways”.”" Jadi, budaya hukum
itu mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umum-
nya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berperilaku
dan berfikir yang mendukung atau menghindari hukum.

Kemudian, kembali ke teori yang mendasari perlunya
suatu bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi HKI,
termasuk hak atas desain industri, yang dikemukakan oleh
Robert M. Sherwood adalah Teori Stimulus Pertumbuhan
Ekonomi (Economic Growth Stimulus Theory), yang
mengakui bahwa perlindungan hukum bagi HKI adalah suatu
alat dari pembangunan ekonomi, yairu keseluruhan tujuan
dibangunnya suatu sistem perlindungan hukum bagi HKI
vang efektif.”* Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi sangat
relevan dijadikan dasar perlindungan hukum bagi HKI saat
ini, karena berfungsi sebagai alat pembangunan ekonomi
sekaligus alat perlindungan pembangunan ekonomi nasional
itu sendiri.

Perlindungan HKI akan memberikan kepastian hukum
dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro
dan mikro sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad
Djumhana dan R. Djubaedillah, sebagai berikut:

1) Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan
dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi
nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi
yang lebih cepat lagi;

Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada
dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan
iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya
gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra;

]

“ Lawrence M. Friedmann. 1975. Loc. Cit.
” Robert M. Sherwood. Op. Cit., hlm. 41.

e
Desain Industri dalam Perspektif Teori Hukum



3) Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan
saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya
dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro
merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk me-
narik penanaman modal asing, serta memperlancar
perdagangan internasional.?

Achmad Zen Umar Purba juga menguraikan alasan per-
lunya perlindungan hukum tarhadap HK]I, yaitu:

a. Alasan yang bersifat “nonekonomis” menyatakan bahwa
perlindungan hukum akan memacu mereka yang meng-
hasilkan karya-karya tulis tersebut untuk terus melaku-
kan kretivitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan
self actualization pada diri manusia. Bagi masyarakat
hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkem-
bangan hidup mereka;

b. Alasan yang bersifat “ekonomis” adalah untuk melin-
dungi mereka yang melahirkan karya tersebut mendapat
keuntungan materil dari karya-karyanya. Di pihak lain
melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan,
penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang
dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka
yang berhak.**

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap HKI, termasuk hak atas desain industri, adalah
dengan diterapkannya mekanisme pendaftaran, yang menurut
Staniford Ricketson pendaftaran desain industri itu bertujuan

X

B M}lhammad )umhana dan R. Djubaedillah. 1999. Hak Milik Intelektual:
g?arah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, him.

* Achnfad Zen Umar Purba, 1995. “Pokok-pokok Pikiran mengenai Pengaturan
Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha”, Majalah Hukum dan Pembangunan,
No. 1 Tahun XXV, Februari, FH UL, Jakarta, him. 14,
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“To give protection, through the grant of a monopoly right,
to the visual form of articles which are commercially mass
produced” %

Hillary Pearson dan Clifford Miller juga menegaskan
manfaat yang akan diperoleh pendesain yang mendaftarkan
desain industrinya, yaitu: “The advantage of design registra-
tion is that it gives patent-like protection againts the inde-
pendent creation of similar design. Design right merely af-
ford protection againts copying. It is also much simpler to
prove the existence and ownership of the registered design™ .’

Memperhatikan teori-teori tentang perlindungan hukum
bagi HKI sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami
bahwa perlindungan hukum bagi hak atas desain industri
sebagai bagian dari HKI, baik perlindungan hak ekonomi
maupun hak moral, apabila diberikan secara memadai akan
mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi
pendesain yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi
ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk
negara.

Adanya perlindungan hukum yang memadai akan
menumbuhkan semangat bagi pendesain untuk berkreasi
lebih baik lagi dan memicu pembangunan ekonomi negara,
karena perlindungan hukum bagi hak atas desain industri
mempunyai nilai yang sangat penting dalam bidang investasi,
perindustrian dan perdagangan. Logikanya, dengan perlin-
dungan hukum yang memadai, maka negara-negara maju
diharapkan dapat menanamkan modalnya di Indonesia dan
meningkatkan kuantitas dan kualitas perindustrian dan perda-
gangan di Indonesia.

% Sraniford Ricketson. 1991. The Law of Intellectual Proverty, Australia, p. 45.
% Hillary Pearson and Clifford Miller. 1990. Commercial Exploitasi of Intellectual
Property, Blacktone Limited, London, p. 12.
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Desain Industri
dalam Perspektif Dogmatik
Hukum Indonesia

% A. Eksistensi Hukum Desain Industri sebagai Subsistem
dari Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Pitlo sebagaimana dikutip oleh Mahadi menegaskan
bahwa HKI termasuk dalam hak-hak yang disebut dalam
Pasal 499 KUH Perdata, yang menyebabkan hak milik
immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak
kebendaan. Hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu
benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda,
: inilah yang disebut HKI.”

1 HKI adalah terjemahan dari intellectual property rights,
yang menurut W.R. Cornish berarti:

“intellectual property refers to a range of intangible property
rights, which are based on the intellectual achievements of
humans as recognised or protected by law”. In most cases, IP
can be devided into several categories of rights, including
patents, industrial designs, copyrights and related rights, trade-
marks and tradenames, geographical indications, layout de-
signs (topographies) of integrated circuits, and confidential
informations” .

% Pitlo, dalam Mahadi. 1985. Hak Milik Immateril, Bina Cipta, Bandung, him.
65. .

% W.R. Cornish. 1999. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks
and Allied Rights, Sweet & Maxwell, London.
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Lebih lanjut, Cornish menjelaskan adanya dua karak-
teristik umum HKI, dengan menyatakan sebagai berikut:

“there are two characteristic common to all IP rights: first, all
are related to a form of intellectual achievement or activities;
and second, all are rights as recognised and protected by a
particular law. These common characteristic are crusial for
understanding the rules for protecting intellectual property
rights”.%

Memperhatikan penjelasan Cornish mengenai HKI
sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa
HKI adalah suatu hak atas kekayaan yang tidak berwujud
(intangible property rights), yang didasarkan atas pencapaian
intelektualitas manusia yang diakui dan dilindungi oleh
hukum. HKI, oleh Cornish, dibedakannya menjadi beberapa
kategori, yaitu paten, desain industri, hak cipta dan hak-hak
yang terkait, merk dagang dan nama dagang, indikasi geo-
grafis, desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu, dan infor-
masi rahasia. Kemudian, Cornish menegaskan adanya dua
karakteristik seluruh HKI, yaitu: pertama, HKI berkaitan
dengan suatu bentuk aktivitas atau pencapaian intelektual;
dan kedua, HKI diakui dan dilindungi oleh suatu hukum
khusus. Kedua karakteristik umum HKI itu krusial dan men-
jadi alasan perlunya memahami aturan-aturan hukum guna
melindungi HKI.

Harsono Adi sumarto menjelaskan bahwa istilah pro-
perty adalah kepemilikan berupa hak, yang mendapat per-
lindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggu-
nakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya, sedangkan kata

intellectual berkaitan dengan kegiatan intelekrual berdasar-
kan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan
sastra, seni, dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai

? Ibid.
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benda immateril.’® Menurut Ranti Fauzg Mayana, karena
unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemamp“u'an ber-
fikir manusia untuk melahirkan suatu karya, kata “intelek-
rual” itu harus dilekatkan pada setiap karya/temuan yang ber-
asal dari kreativitas berfikir manusia tersebut.'”

Adapun klasifikasi HKI sebagai benda in.xmat.er‘ial (tidak
berwujud) dapat dicermati pada bagan 4 berikut ini:

Benda

I
[ I

terial Benda Immatgrial
Be(gc(‘aarwhﬁ?uzr)l (Tidak Berwujud)
HKI:

(Paten, Desain Industri, Hak
Cipta dan Hak-Hak Yang Ter-
kait, Merk Dagang dan Nama
Dagang, Indikasi Geografis,
Desain Tata Letak Sirkuit Ter-
padu, dan Informasi Rahasia.

Bagan 4. Klasifikasi HKI sebagai Benda Immaterial
' (Tidak Berwujud)

HKI pada dasarnya digolongkan dalam dua kfalompok,
yaitu: pertama, hak cipta dan hak-ha.lk yang.terk.alt dgngan
hak cipta (neighboring rights). Ha}< cipta lahir se!ak ciptaan
di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diwujudkan,

10 Harsono Adisumarto, dalam Soedjono Dirdiosiswo?'o. 2000. Hukum Peruls\zhain
mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk),

dar Maju, Bandung, hin. 22. ‘ o .
101 Il;g:nti &gauzallv’layana. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam

Era Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 33.
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sedangkan neighboring rights diberikan kepada para pelaku
pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran
yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhu-
bungan dengan hak cipta;'%* kedua, hak kepemilikan industri
(industrial property rights) yang khusus berkaitan dengan in-
dustri. Sehubungan dengan itu, yang diutamakan dalam hak
kepemilikan industri adalah hasil penemuan atau ciptaan di
bidang ini dapat digunakan untuk maksud-maksud industri.
Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek
terpenting dari hak kepemilikan industri.'®

HKI di Indonesia telah diatur dalam sejumlah aturan
hukum positif di level undang-undang, sebagaimana dapat
dicermati pada tabel 2 berikur ini:

Tabel 2. Klasifikasi HKI dan Aturan Hukum Positifnya
di Indonesia

- Aturan HukumPositif ~
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang |
Hak Cipta

“Kiasifikasi HKI
Hak Cipta

1

2. | Paten Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten ‘

3. | Merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang l
Merek

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang '
Perlindungan Varietas Baru Tanaman
UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang R i
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri |
7. | Desain Tata Letak Sirkuit | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang |
Terpadu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

4. | Varietas Baru Tanaman

5. | Rahasia Dagang

6. | Desain Industri

Jika diperhatikan substansi dan ruang lingkup HKI
yang diaturnya, maka dapat dipahami bahwa materi muatan
sejumlah aturan hukum positif tentang HKI di Indonesia

2 Henry Sulistyo Budi, 1997. “Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan
Hak Cipta dan Permasalahannya”, Makalah, Jakarta, 27 November, him. 2.
® Sudargo Gautama. 1995, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco,

Bandung, hlm. 4.
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adalah wujud normatif dari harmonisasi hukum HKI Indo-

nesia dengan hukum HKI internasional, khususnya Conven-

tion on Establishing The World Intelectual Property Organi-

zation (sealanjutnya disingkat WIPO) dan TRIPs sebagai

lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian WTO.

WIPO menggunakan istilah “hak atas kekayaan perin-

dustrian” (industrial property rights) untuk menyebut HKI,

dan mengklasifikasikannya, sebagai berikut:

1. Patent (Paten);

2. Utility Models (Model dan Rancang Bangun, yang
dalam hukum HKI Indonesia disebut Paten Sederhana);

3. Industrial Design (Desain Industri);

4. Trade Secrets (Rahasia Dagang);

5. Trade Marks (Merek Dagang);

6. Service Mark (Pelayanan Dagang);

7. Trade Names or Commercial Names (Nama Dagang

atau Nama Komersial);
8. Appelations of Origin (sebutan asal).
9. Indications of Source (Indikasi Sumber); dan
10. Unfair Competition Protection.

Selain klasifikasi HKI menurut WIPO, ternyata TRIP’s
menambahkan ada dua HKI lainnya, yaitu: Protection of New
Varieties of Plants (Perlindungan Varietas Baru Tanaman) dan
Integrated Circuits (Desain Tata Letak Sirkuir Terpadu).

Substansi dan ruang lingkup HKI yang diklasifikasikan
dalam WIPO dan TRIP’s, ternyata tidak semuanya diatur
dalam aturan hukum positif tentang HKI di level undang-
undang tersendiri di Indonesia, karena ada juga undang-
undang yang mengatur lebih dari satu HKI. Sebagai contoh,
Utility Models (dalam konteks hukum HKI Indonesia disebut
paten sederhana) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2001 tentang Paten. Contoh lainnya, Service Mark,
Trade Names, Commercial Names, Appelations of Origin, dan
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Indications of Source diatur dalam Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek. Sebaliknya, ada klasifikasi
HKI menurut WIPO dan TRIPs tetapi tidak diklasifikasikan
sebagai HKI dalam hukum HKI Indonesia, yaitu Unfair Com-
petition.'®

Bagi Indonesia sendiri, HKI dari segi aturan hukum
positifnya sudah cukup lengkap, yang dapat merefleksikan
bahwa Indonesia telah melakukan harmonisasi hukum HKI
nasional dengan hukum HKI internasional, khususnya WTO/
TRIP’s, sebagai konsekuensi logis-yuridis dari keikutsertaan
Indonesia dalam Perjanjian WTO melalui ratifikasi berdasar-
kan UU No. 7/1994.

Memperhatikan klasifikasi HKI yang diatur baik dalam
hukum HKI Indonesia maupun dalam hukum HKI inter-
nasional, maka dapat dipahami bahwa hukum desain industri
(industrial design) adalah subsistem dari sistem hukum HKIL
Adapun eksistensi hukum desain industri sebagai subsistem
dari sistem hukum HKI dapat dicermati pada bagan § berikut
mi: }

104 O, K. Saidin. 2003. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual
Property Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 18, menjelaskan
bahwa unfair competition atau persaingan usaha tidak schat tidak dapat
diklasifikasikan sebagai HKI, karena tidak ada hak kebendaan yang dilindungi.
Persaingan usaba tidak sehat tidak boleh dilakukan dalam semua bidang hukum,
termasuk HKI. Namun, TRIPs sebagal lampiran tak terpisahkan dari Perjanjian
WTO menempatkan unfair competition secara khusus dal-'n satu klausul yang
berkaitan dengan HKI.
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Bagan 5. Eksistensi Hukum Desain Industri sebagai Subsistem
dari Sistem Hukum HKI

Sistem Hukum HKI

C ' |

Hukum Hak Cipta Hukum Hak Kepemilikan Industri

Hukum Hak Cipta 1. Hukum Paten (UUP No.
dan Hak-hak yang 14/2001)
Terkait  dengan i 2. Hukum Merek (UUM No.
Hak Cipta (UUHC 15/2001)
No. 19/2002) 3. Hukum Varietas Baru
Tanaman (UUPVBT No.
29/2000)
4. Rahasia Dagang (UURD No.
30/2000)
5. Desain Industri (UU No.
31/2000)

6. Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (UUDTLST No.
32/2000).

Secara umum sistem memiliki ciri-ciri yang sangat luas
dan bervariasi. Elias M. Awad menjelaskan bahwa ciri-ciri
suatu sistem adalah:

1. Bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka.
Suatu sistem bersifat terbuka jika berinteraksi dengan
lingkungannya. Sebaliknya, dikatakan tertutup jika
mengisolasikan diri dari pengaruh apapun;

2. Terdiri dari dua atau lebih subsistem dan setiap sub-

sistem terdiri lagi dari subsistem lebih kecil dan begitu
seterusnya;

3. Subsistem itu saling tergantung satu sama lain dan

saling memerlukan;
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4. Mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri;
dan :

5. Memiliki tujuan dan sasaran.!%

Adapun Tatang M. Amirin memahami bahwa sistem
mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:
1. Mempunyai tujuan;
2. Mempunyai batas yang memisahkannya dari lingkungan-
nya;

3. Walau mempunyai batas, tetapi bersifat terbuka;

4. Terdiri dari beberapa subsistem/unsur;

5. Mempunyai sifat holistik (utuh menyeluruh);

6. Saling berhubungan dan saling bergantuny baik intern
atau ,ékstern;

7. Melakukan proses transformasi;

8. Memiliki mekanisme kontrol dengan pemanfaatan um-

pan balik;
9. Memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan
menyesuaikan, %

Lawrence M. Friedmann, menguraikan bahwa hukum
sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga kom-
ponen yang saling berinteraksi, yaitu: strukeur (structure),
substansi (substance) dan kultur (culture). Struktur hukum,
adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.'?’
Selanjutnya, substansi hukum terdiri dari peraturan hukum
substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seha-
rusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh peraturan
hukum substantif) berperilaku,'® yang berdasarkan pendapat

% Elias M. Awad. 1979. System Analysis and Design, Richard D. Irwin,
Homewood, Illinois. p. 5-8.

1% Tatang M. Amirin. 1996. Pokok-pokok Teori Sistem, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, hlm. 7-dst.

‘7 Lawrence M. Friedmann. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective,
Russell Sage Foundation, New York, p. 14.

1% Ibid.
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H.L.A. Hart, suatu (substansi) sistem hukum, adalah kesa-
tuan dari peraturan hukum primer (primary rules), yaitu nor-
ma-norma tentang perilaku, dan peraturan hukum sekunder
(secondary rules), yaitu norma-norma tentang norma-norma
perilaku, misalnya bagaimana menentukan validitas norma-
norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan (enforce)
norma-norma tentang perilaku, dsb.!?

Menurut Hart, ada dua 2 (dua) kondisi minimum
sebagai syarat bagi eksistensi sistem hukum, yaitu: pertama,
adanya dasar pengakuan yang didukung oleh peraturan hu-
kum sekunder yang diterima sebagai “mengikat” oleh apa-
ratur hukum yang bertugas menciptakan, mengubah, mene-
rapkan, menegakkan, atau mengevaluasi peraturan hukum
primer; kedua, tiap-tiap warga negara mematuhi peraturan
hukum primer, meskipun mereka memandangnya da_n suatu
sudut pandang internal. Kepatuhan itu, paling tidak, dikarena-
kan ketakutan akan hukuman.'*

Dua kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensi
sistem hukum, menurut Hart di atas, memiliki relevansi teore-
tis dengan komponen ketiga dari sistem hukum menurut
Friedmann, yaitu kultur hukum, yang dipahaminya sebagai
dukungan sosial atas hukum, yang dapat mengabaikan, mem-
perhatikan dan membarui hukum atau sebalikn}/a, seperti ke-
biasan, pandangan, cara berperilaku dan berfikir, yang meng-
gerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak
mematuhi hukum dan dalam beberapa cara tertentu. '!

® 1bid. .

w0 H.L.A. Hart. 1972. The Concept of Law, The English Language Book S.omety
and Oxford University Press, London-Great Britain, p. 49-60, 97-197. Penjelasan
konsep hukum Hart juga rerdapat dalam Roger Contterrell..199.2.
JURISPRUDENCE: A Crititical Introduction to Legal Philosophy, University
of Pennsylvania Press, Philadelphia, p. 100-103 dan Charles Samford. 1989.
The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory, Basil Blackwell, Oxford-
UK, New York-USA, p. 26-46. '

m Lawrence M. Friedmann. Op. Cit., p. 15.
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Terkait dengan sistem hukum ini, Roger Contterrell
memahami bahwa unsur-unsur dalam sistem hukum adalah
suatu kesatuan (unity), yang di dalamnya; pertama, tidak
boleh ada kontradiksi secara vertikal dan horizontal; kedua,
terdapat uniformitas dalam arti unsur-unsur yang beragam
dapat diterapkan dalam suatu yurisdiksi; ketiga, terdapat pon-
dasi moral dan kultural yang konsisten yang mengabsahkan
dan memberi makna moral dan otoritas sosial terhadap hu-
kum. "2

Lebih lanjut, Contterrell menjelaskan bahwa kesatuan
(hukum) mensyaratkan dua hal, yaitu: pertama, kesatuan
(hukum) membutuhkan “hubungan internal” yang konsisten
dan dapat diprediksi antara unsur-unsur dalam suatu sistem
hukum (norma-norma, asas-asas, konsep-konsep, dsb.);
kedua, kesatuan (hukum) membutuhkan “hubungan ekster-
nal” yang konsisten dan dapat diprediksi antara sistem dengan
apa yang terletak di luar sistem.!3

Hubungan internal antara berbagai unsur dalam suatu
sistem hukum, dalam pemahaman Raz, didasarkan atas grund-
norm atau basic norm sebagai sumber nilai dan pembatas
dalam penerapan hukum serta secara eksternal hubungan an-
tara sistem hukum dan apa yang terletak di luar sistem hu-
kum, disebabkan hukum merupakan bagian dari lingkungan
sosialnya sehingga tidak dapat dilepaspisahkan dari masyara-
kat sebagai basis bekerjanya.!'

.Jadi, hukum desain industri sebagai subsistem dari
sistem hukum HKI, juga memiliki ciri-ciri mendasar suatu
sistem umumnya, antara lain, yaitu: kesatuan, keteraturan,

2 Roger Contterrell. Op. Cit, p. 9.

B Ibid., p. 10.

" Joseph Raz. 1973. The Concept of Legal System, An Introduction to the
Theory of the Legal System, Oxford University Press, London, p. 16, dikutip
dari Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, PT.
Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 80.
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bersifat terbuka, saling berhubungan, saling bergantung, dan
bertujuan. Selain itu, juga tidak kontradiktif, mempunyai
hubungan internal yang konsisten dan dapat diprediksi antara
unsur-unsur di dalamnya (norma-norma, asas-asas, konsep-
konsep, dsb.), dan membutuhkan hubungan eksternal yang
konsisten dan dz pat diprediksi antara sistem dengan apa yang
terletak di luar s.stem. Hukum desain industri sebagai subsis-
tem dari sistem hukum HKI, didasarkan atas nilai yang terkan-
dung dalam norma dasar, yaitu Pancasila dan konstitusi ne-
gara, yaitu UUD NRI Tahun 1945, yang memuat filosofi
bangsa, cita hukum, serta penuntun dalam penegakan hukum-
nya di Indonesia.

Karena hukum desain industri adalah subsistem dari
sistem hukum HKI, maka logis dalam hukum desain industri
juga terdapat konsep-konsep hukum HKI lainnya, khususnya
hak cipta dan paten. Ranti Fauza Mayana, dengan mengutip
pendapat hukum Richard J. Gallafent, Nigel A. Eastway &
Victor A.F., menjelaskan bahwa hukum desain, industri me-
minjam konsep baik dari hukum hak cipta matipun hukum
paten. Konsep dalam hukum hak cipta yang dipinjam oleh
hukum desain industri adalah konsep ide-ide menjadi bentuk-
bentuk fisik sebagai perwujudan dari ide-ide. Kemudian, kon-
sep dalam hukum hukum paten yang dipinjam oleh hukum
desain industri adalah konsep jangka waktu monopoli yang
terbatas yang didapat melalui pendaftaran yang memberikan
hak kepada pemilik haknya untuk menghentikan pihak lain
untuk memproduksi artikel dengan desain yang sama, yang
mana konsep kebaruan tersebut adalah syarat agar suatu de-
sain dapat didaftarkan.!'s

" Ranti Fauza Mayana. Op. Cit, hlm. 49. Perhatikan juga Richard ]. Gallafent,
Nigel A. Eastway & Victor A.F. 1989. Intellectual Property: Law and Taxation,
Longman Group UK Limited, London, p. 26.
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B. Spirit dan Tujuan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2000 tentang Desain Industri

Pasca ratifikasi Perjanjian WTO berdasarkan UU No.
7/1994, Indonesia berkewajiban mengimplementasikan
perjanjian internasional tersebut ke dalam berbagai aspek
yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem HKI nasional
berdasarkan TRIPs, yang dibagi dalam dua aspek, yaitu:
pertama, aspek legislasi atau aturan hukum positif; dan
kedua, aspek nonlegislasi, terutama berkaitan dengan organi-
sasi/administrasi, sosialisasi, kerjasama, dan penegakan hu-
kum.

Terkait dengan aspek legislasi atau aturan hukum posi-
tif, terlebih dahulu perlu diuraikan dasar hukum tertinggi,
yaitu UUD NRI Tahun 1945. Pasca amandemen, UUD NRI
Tahun 1945 memuat bab khusus yang secara substantif meng-
atur mengenai hak asasi manusia (HAM), yang juga mengan-
‘dung ketentuan konstitusional yang relevan dengan HKI, ter-
masuk desain industri.

Apakah HKI adalah bagian dari HAM?. Deklarasi
WIPO yang dikeluarkan oleh Policy Advosory Commision
(PAC)—satu komisi yang dibentuk WIPO—secara tegas
menyatakan:

“In this declaration, the term ’intellectual property rights’ is
held to mean in essence those rights enshrined in Article 27
of the Universal Declaration of Human Rights, adopted by
the United Nations in 1948, namely that:

Everyone has the right freely to participate in the cultural life
of the community, to enjoy the arts and to share in scientific
advancement and its benefits.

Everyone has the right to the protection of the moral and
material interest resulting from any scientific, literary or ar-
tistic production of which he is the author”.
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Selanjutnya, Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 memuat
ketentuan konstitusional, sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan umat manusia”.

Terdapat beberapa unsur penting dalam Pasal 28C UUD
NRI Tahun 1945 yang dapat diterapkan dalam pengelolaan
sistem hukum HKI, yaitu: 1. pengembangan diri; 2. kebu-
tuhan dasar; 3. cakupan kemanfaatan: ilmu pengetahuan, tek-
nologi, seni dan budaya; 4. peningkatan kualitas hidup; dan
5. kesejahteraan umat manusia. Jadi, meskipun tidak langsung
dan secara khusus merujuk pada upaya pengembangan HKI,
Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 dapat menjadi dasar konsti-
tusional yang kuat bagi pengembangan sistem hukum HKIL.

Ketentuan konstitusional lain yang terkandung dalam
UUD NRI Tahun 1945 yang juga dapat menjadi dasar konsti-
tusional bagi pengembangan sistem hukum HKI adalah Pasal
28D ayat (1) yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum”

Setelah meratifikasi Perjanjian WTO, Indonesia mela-
kukan pembaruan hukum HKI, termasuk hukum desain in-
dustri, yang merupakan konsep yang sudah tua. Indonesia
sendiri sebenarnya telah mengenal konsep desain industri ini
dalam Undang-Undang Nomor § Tahun 1984 tentang Perin-
dustrian yang belum efektif sampai saat berlakunya UU DI
No. 31/2000. Permohonan untuk mendaftarkan desain indus-
tri mulai berkembang sejalan dengan telah diadopsinya konsep
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tersebut ke dalam TRIPs. Sistematika UU DI No. 31/2000
tergambar secara umum sebagai berikut:

Ketentuan “Menimbang”

Ketentuan “Mengingat”

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Lingkup Desain Industri

Bab Il : Permohonan Pendaftaran Desain Industri
Bab IV : Pemeriksaan Desain Industri

Bab V : Pengalihan Hak dan Lisensi

Bab VI : Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Bab VII : Biaya
Bab VIII : Penyelesaian Sengketa

Bab IX : Penetapan Sementara Pengadilan
Bab X  : Penyidikan

Bab XI : Ketentuan Pidana

Bab XII : Ketentuan Peralihan

Bab XIII : Ketentuan Penutup

Memperhatikan konsiderans “Menimbang” dalam UU

DI No. 31/2000, maka dapat ditegaskan bahwa pembentukan

UU DI No. 31/2000 didasarkan atas pertimbangan, sebagai

berikut:

a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing
dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional
perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan
inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai
bagian dari sistem HKI;

b.  bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan
budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka
ragam merupakan sumber bagi pengembangan desain
industri;

c. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement on Es-
tablishing the World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang
mencakup Agreement on Trade Related Aspect of
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Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga perlu
diatur mengenai desain industri.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu
dibentuk undang-undang tentang desain industri.

Selanjutnya, mencermati Penjelasan Umum atas UU DI
No, 31/2000, dapat dijelaskan bahwa pembentukan UU DI
No. 31/2000 didasarkan atas pertimbangan: pertama, Indo-
nesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor
industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing, antara
lain, dengan memanfaatkan peranan desain industri yang
merupakan bagian dari HKI. Keanekaragaman budaya yang
dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam' globalisasi
perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum
terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan
industri nasional; kedua, sehubungan dengan globalisasi
perdagangan, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian WTO
yang mencakup pula TRIPs berdasarkan UU No. 7/1994, yang
mendukung ratifikasi Paris Convention for the Protection of
Industrial Property (Konvensi Paris) dengan Keputusan
Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indone-
sia dalam The Hague Agreement (London Act) Concerning
The International Deposit of Industrial Designs; ketiga,
mengingat hal-hal tersebut dan berhubung belum diaturnya
perlindungan hukum mengenai desain industri, Indonesia
perlu membentuk undang-undang di bidang desain industri
untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan
menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak
vang tidak bergerak tidak menyalahgunakan hak desain
industri tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan Penjelasan Umum atas UU
DI No, 31/2000, dapat dijelaskan bahwa selain mewujudkan
komitmen terhadap Perjanjian WTO berikut TRIPs, peng-
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aturan desain industri dimaksudkan untuk: pertama, mem-
berikan landasan bagi perlindungan vang efektif terhadap
berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas
desain industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip
pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya inte-
lektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi
secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang
dalam dua atau tiga dimensi; kedua, merangsang aktivitas
kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan
desain baru. Kemudian, dalam rangka perwujudan iklim yang
mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru
dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah keten-
tuan desain industri disusun dalam UU DI No. 31/2000. Per-
lindungan hak desain industri diberikan oleh negara Republik
Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh
pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas desain
industri tersebut,

Untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat, khu-
susnya mengenai HKI yang sangat erat hubungannya dengan
pengertian desain industri, Penjelasan Umum atas UU DI No.
31/2000 memuat penjelasan perbedaan antara bidang-bidang
HKI, khususnya perbedaan antara bidang hak cipta, paten,
dan desain industri. Pencipta (sebagai subjek hak cipta) adalah
seorang atau beberapa orang yang karena inspirasinya meng-
hasilkan suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra. Penemu (sebagai subjek paten) adalah seseorang
yang secara sendiri atau beberapa orang secara hersama-sama
melaksanakan kegiatan pemecahan masalah tertentu di bi-
dang teknologi berupa proses atau hasil produksi. Pendesain
adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan
desain industri, dalam snatu kreasi tentang bentuk, konfi-
gurasi, atau komposisi (komposisi garis atan warna, atau garis
dan warna) atau gabungan daripadanya vang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan
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dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang
atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Dalam proses
pendaftaran desain industri, seperti juga paten, dilakukan
pemeriksaan oleh pemeriksa, sedangkan hak cipta tidak me-
nerapkan sistem pemeriksaan.

Untuk melaksanakan pendaftaran hak atas desain
industri, pada saat ini Pemerintah Indonesia menunjuk Depar-
temen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(selanjutnya disingkat Depkumham RI) c.q. Direktorat Jen-
deral Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat Ditjen
HKI) untuk melakukan pelayanan di bidang HKI. Mengingat
cukup luasnya tigas dan tanggung jawab tersebut, tidak ter-
tutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Ditjen
HKI yang membidangi HKI ini berkembang menjadi suatu
badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah,
termasuk mandiri dalam pengelolaan kenangan.

C.  Pengaturan Hukum Desain Industri dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri

1. Pengertian Normatif Desain Industri

Secara normatif, pengertian desain industri menurut
Pasal 1 angka 1 UU DI No. 31/2000, sebagai berikut:

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,
konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan
warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan”.
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Memperhatikan pengertian normatif desain industri
sebagaimana’dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU DI No.

31/2000, maka dapat dipahami unsur-unsur dalam pengertian

desain industri, yaitu: 4

a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi
garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan
keduanya; _

b. Bentuk, konfigurasi atau komposisi tersebut harus
berbentuk dua atau tiga dimensi;

c. Bentuk, konfigurasi atau komposisi tersebut juga harus
memberi kesan estetis;

d. Bentuk, konfigurasi atau komposisi tersebut (yang harus
berbentuk dua atau tiga dimensi dan memberi kesan
estetis) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu
produk berupa barang, komoditas industri, atau
kerajinan tangan.

Unsur a, b, dan ¢ dalam pengertian normatif desain
industri, ternyata lebih mendekati unsur-unsur dalam pengér-
tian hak cipta, sedangkan unsur d adalah unsur yang juga
harus ada dalam paten.

Sebagai perbandingan, perlu dicermati pengertian
normatif desain industri yang dikemukakan oleh WIPO, yaitu:
“Any composition of lines or colours or any three dimensional
form, whether or not associated with lines or colours, is
deemed to be an industrial design, provided that such.com-
position or form gives appearance to a product of industry or
handicraft and can serve as a pattern for a product of indus-
try or handicraft”. Jadi, WIPO menegaskan bahwa selain
produk industri, desain industri juga mencakup pola (pat-
tern) untuk barang-barang kerajinan (handicrafts).

Substansi desain industri menurut TRIP’s yang harus
diikuti oleh negara-negara anggota WTO, termasuk Indone-
sial, sebagaimana ditafsirkan oleh- Achmad Zen Umar Purba
yaitu karya intelektual yang menghasilkan produk yang memij
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liki karakter khusus dalam tampilan formal atau ornamen-
tal, yang menimbulkan kesan estetis, dan yang diproduksi
secara masal.''®

Muhammad Jumhana menjelaskan bahwa desain indus-
tri pada dasarnya adalah “pattern yang dipakai dalam proses
produksi barang secara komersial dan dipakai secara ber-
ulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang
berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pem-
beda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta”.'"” .

Elemen utama yang menyamakan definisi desain indus-
tri Indonesia dengan negara lain, menurut Insan Budi Mau-
lana, adalah desain merupakan bentuk, pola, warna atau
kombinasi itu semua yang memiliki nilai estetis. Jadi, ada
dua unsur utama dalam desain industri, yaitu bentuk dan nilai
estetis yang dapat dilihat dengan mata. Sebagai perbandingan,
Pasal 2 ayat (1) UU Desain Korea mendefinisikan desain
sebagai “design means the shape, pattern or color or a
combination of these in an article which produces an aes-
thetic impressions in the same of sight”.'!*

Selanjutnya, unsur seni atau estetis'"” dalam desain in-
dustri sangat penting, karena seni atau estetis itu adalah hgsil

15 Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelekrual Pasca TRIP’s, T,
Alumni, Bandung, him. 77. .

17 Myhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspeke Hukum Desain Industri di Indonesia,
Citra Aditya Bakri, Daudang, hlm. 204.

18 [nsan Budi Maulana. 2000. Pelangi HKI dan Anti Monopoli, PSH FH UII,
Yogyakarta, hlm. 171.

9 Myuhamad Jumhana dan R. Djubaedillah mengemukakan bahwa desain industri
di beberapa negara, antara lain Australia; tidak saja menekankan pada kesan
estetis, tetapi lebih menitikberatkan pada unsur nilai fungsional dari desain
industri. Perhatikan Muhamad Jumhana dan R. Djubaedillah. 1999. Hak
Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya
Bakei, Bandung, him. 43. Selain iru, Muhammad Jumhana juga mengungkapan
hasil laporan United Nation Industrial Development Organization (UNIDO)
yang memuat pendapat Mish Black yang menyatakan bahwa beberapa aspek
dari perencanaan suatu produk industri, yaitu aspek kegunaan, aspek fungsi,
aspek pemasaran, dan aspek estetis. Perhatikan Muhamad Jumhana. 1999.
Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit, him. 9-10.
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dari kreasi atau kreativitas manusia (pendesain) yang meru-
pakan karya intelektualitas manusia yang seharusnya dilin-
dungi oleh hukum desain industri sebagai HKI. Kemudian,
jika karya intelektualitas (yang mengandung nilai estetis) itu
dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa
barang atau komoditas industri (yang mengandung nilai
produk), maka kombinasi keduanya (antara nilai estetis dan
nilai produk) dimengerti sebagai desain industri. Jadi, logis
jika hak atas desain industri dipahami sebagai hak eksklusif,
dalam arti hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan
pengakuan dan perlindungan hak tersebut dari negara. Pema-
haman ini selaras dengan pengertian normatif hak eksklusif
atas desain industri menurut Pasal 1 angka 5 UU DI No. 31/
2000, yaitu “Hak eksklusif yang diberikan oleh negara Repu-
blik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberi-
kan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan
hak tersebut.

Meskipun hak desain industri adalah hak eksklusif,
namun O.K. Saidin, berpendapat bahwa pemegang hak atas
desain industri tersebut dapar mengizinkan kepada pihak lain
untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri ter-
sebut secara lisensi dalam wujud perjanjian pemberian hak,
bukan pengalihan hak, karena makna pengalihan hak itu juga
mengakibatkan beralihnya hak moral (moral rights), sedang-
kan hak moral itu adalah hak yang sangat khusus dimiliki
oleh pendesain, yang tidak dapat dialihkan dalam keadaan
bagaimanapun.'20

Hak atas desain industri, sesuai dengan Pasal 1 angka
5 UU DI No. 31/2000, adalah hak khusus pemilik desain
terdaftar yang diperoleh dari negara. Jadi, diperolehnya hak
milik atas desain industri adalah konsckuensi telah didafar-

0 O.K. Saidin. Op. Cit., hlm. 468-469.
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kannya desain industri tersebut kepada kantor pendaftaran
hak atas desain industri (Ditjen HKI).

Memperhatikan kembali pengertian normatif desain
industri dalam Pasal 1 angka 1 UU DI No. 31/2000, dapat
dipahami bahwa kesan estetis adalah suatu unsur yang terkan-
dung dalam dan melengkapi suatu kreasi, sehingga dapat
disebut sebagai desain industri. Namun, UU DI No. 31/2000
tidak menjelaskan batasan atau kriteria objektif kesan estetis
yang terkandung dalam suatu kreasi. Jadi, untuk menyatakan
suatu kreasi itu mengandung kesan estetis tentu saja sangat
subjektif. UU DI No. 31/2000 hanya menegaskan bahwa pihak
vang berwenang menentukan suatu kreasi mengandung kesan
estetis atau tidak adalah Ditjen HKI.

2. Subjek Hukum yang Memiliki/Memegang Hak atas
Desain Industri

Sub.ek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pen-
dukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan
hukum. Subjek hukum berhak atas hak-hak subjektif dan
pelaku dalam hukum objektif, 2!

Ilmu hukum mengenal adanya 2 (dua) pihak yang
bertindak sebagai subjek hukum, yaitu:

1) manusia sebagai natuurlijk persoon, yaitu subjek hukum
alamiah dan bukan hasil kreasi manusia tetapi ada
kodrat;

2)  badan hukum sebagai rechtspersoon, yaitu subjek hukum
yang menghasilkan kreasi hukum.??

Menurut Soenawar Soekawati, subjek hukum adalah
manusia yang berkepribadian hukum (legal personality) dan

! Chidir Ali. 2005. Badan Hukum, PT. Alumni, Bandung, him. 6.
* Jono. 2008. Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.
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segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masya-
rakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung
hak dan kewajiban. Hukum positif di semua negara yang ada
sudah mengakui bahwa manusia dan badan hukum adalah
subjek hukuin.'? Ini berarti bahwa pendesain adalah subjek
hukum desain industri yang hak dan kewajibannya atas desain
industri yang merupakan hasil karya intelektualnya itu telah
diatur dalam UU DI No. 31/2000.

Pasal 6 ayat (1) UU DI No. 31/2000 memuat norma
hukum yang memberikan hak kepada pendesain sebagai
subjek hukum untuk memperoleh hak atas desain industri.
Dalam hal pendesain memberikan hak atas desain industri
tersebut kepada pihak lain, maka pihak lain itulah yang
menjadi pemilik/pemegang hak atas desain industri tersebut.
Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) UU DI No. 31/2000 memuat
ketentuan normatif bahwa dalam hal pendesain terdiri atas
beberapa orang secara bersama, maka hak atas desain industri
diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjaniji-
kan lain.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) UU DI No. 31/2000 me-
muat ketentuan normatif bahwa jika suatu desain industri
dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam
lingkungan pekerjaannya, yang menjadi pemilik/pemegang
hak atas desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau
dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada
perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi
hak pendesain jika penggunaan desain industri itu diperluas
sampai ke luar hubungan dinas. Dalam hal suatu desain
industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan
pesanan, menurut Pasal 7 ayat (2) UU DI No. 31/2000 orang
yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain
dan pemilik/pemegang hak desain industri, kecuali jika

5 Soenawar Soekawati, dalam Chidir Ali. Op. Cit., hlm. 11.
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diperjanjikan lain oleh kedua pihak. Pendesain berdasarkan
Pasal 8 UU DI No. 31/2000 tetap mempunyai hak untuk tetap
dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri. Pen-
cantuman nama pendesain ini dikenal dalam hukum HKI,
termasuk hukum desain industri sebagai hak moral ‘(moral
rights) yang terkandung dalam desain industri.

Sehubungan dengan hak moral yang diatur dalam Pasal
8 UU DI No. 31/2000, maka perlu dipahami bahwa hak moral
adalah perwujudan dari pengakuan manusia terhadap hasil
karya desain industri pendesain yang sifatnya nonekqnomi,
yang melekat pada pendesainnya dan tidak dapat diahhkan.
Hak moral ini adalah hak yang melindungi keutuhan reputasi
pendesain yang tidak dapat dijual atau dihilangkan oleh klaim
perdagangan dan diberikan secara abadi kepada pendesain.

Pendesain, menurut Muhammad Jumhana, adalah sub-
jek hukum, baik secara perseorangan atau dalam ikatan ke-
lompok yang menghasilkan/melahirkan suatu karya desain
yang bersifat khas dan dijadikan suatu pattern dalam kegiatan
produksi pada dunia industri. Adapun pemegang desain ada-
lah pendesain sebagai pemilik desain atau orang yang mene-
rima hak atas desain industri tersebut dari pendesain, atau
orang lain yang menerima lebih lanjut hak termaksud dari
orang-orang yang terlebih dahulu.'*

Lebih lanjut, Muhammad Jumhana menjelaskan bahwa
dalam kondisi yang umum, pendesain melakukan kegiatannya
secara mandiri tidak terikat dalam hubungan hukum dengan
pihak lain, misalnya dalam ikatan kerja atau perbu.ruhan. Jadi,
logis jika ditentukan bahwa pihak yang menjadi pemegang
dan sekaligus pemilik atas atas desain industri adalah pen-
desain industri itu sendiri.'*

2 Myuhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit.,
him. 43-44.
W 1bid.
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Kemudian, jika pendesain melaksanakan kegiatannya
terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, maka
terdapat ketentuan tertentu mengenai subjek hukum desain
industri, sebagai berikut:

1. Jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas atau
hubungan kerja, maka pihak yang berhak memperoleh
hak atas desain industri adalah pihak yang memberikan
pekerjaan tersebut, kecuali ada perjanjian lain antara
pendesain dengan pihak tempatnya bekerja. Meskipun
secara prinsip yang berhak memiliki hak atas desain
industri itu adalah pihak yang memberikan pekerjaan,
pendesain berhak memperoleh imbalan yang bermanfaat
ekonomi dan diperoleh dari hasil desain tersebut;

2. Jika suatu desain dibuat berdasarkan pesanan, pihak
yvang membuat desain itu sebagai pendesainnya dan
sebaliknya, pemilik desain tersebut adalah pemesannya,
kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak
tersebut;
Jika desain yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun
pekerja yang menggunakan data dan sarana yang ter-
sedia dalam pekerjaannya, maka pemilik desain tersebut
adalah pihak tempart karyawan/pekerja tersebut bekerja,
sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya
untuk menghasilkan desain.'*

(N

Memperhatikan pendapat hukum Muhammad Jum-
hana yang juga merupakan tafsiran hukumnya atas Pasal 6
dan Pasal 7 UU DI No. 31/2000, maka dapat disimpulkan
bahwa pendesain tetap berhak memperoleh kompensasi,
karena desain industri yang didesainnya mengandung nilai
ekonomi yang berhak pendesain tersebut peroleh.

26 Ibid.
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3. Asas-asas Hukum, Ruang Lingkup, dan Jangka Waktu
Perlindungan Hak atas Desain Industri

Secara internal, salah satu unsur yuridis dalam sistem
hukum desain industri adalah asas hukum. Menurut Mahadi,
kata asas atau prinsip identik dengan principle dalam bahasa
[nggris yang erat kaitannya dengan istilah principium (kata
latin). Principiiom berarti permulaan, awal; mula sumber;
asal; pangkal; pokok; dasar; sebab. Adapun asas atau prinsip
adalah sesunatu yang dapat kita jadikan alas, sebagai dasar,
sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan,
untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak kita jelaskan.
Dalam arti tersebut, kata priciple dipahamkan sebagai sumber
yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi
tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebe-
naran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan
sesuatu peristiwa.'?’

Principle menurut Black® Law Dictionary adalah “a fun-
damental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule
or doctrine which furnishes a basis or origin for others”,'2
yang memaknai esensi asas adalah ajaran atau kebenaran yang
mendasar untuk pembentukan aturan hukum yang menye-
luruh. George Whitecross Paton menjelaskan pengertian prin-
ciple atau asas dalam bidang hukum sebagai “the broad rea-
son which lies at the base of a rule of law”,'** yang mengan-
dung dua makna, yaitu: pertama, asas adalah pemikiran, per-
timbangan, sebab yang luas atau umum, dan abstrak; kedua,
asas adalah hal yang mendasari norma hukum.

" Mahadi. 1989. Falsafah Hukum suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung,
him. 119.

# Henry Campbell Black. 1991. Black’s Law Dictionary, Definitions of the Terms
and P'hrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern, West
Publishing Co., St. Paul Minn., p. 828.

' George Whitecross Paten. 195 1. A Text Book of Jurisprudence, The Clarendon
Press, Oxford, hlm. 176.
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hukum benda itu mengacu pada hak kebendaan sebagai asas
organik yang bersifat umum konkrit terdiri dari asas sistem
tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas,
asas spesialitas, asas totalitas, asas esensi perlekatan, asas
konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan
hukum.'® Namun, tidak semua asas-asas hukum benda yang
ditegaskan oleh Mariam Darus Badrulzaman tersebut berlaku
bagi hukum desain industri (dalam hal ini asas esensi perle-
katan dan asas pemisahan horizontal), karena hak atas desain
industri yang diatur dalam hukum desain industri adalah hak
atas benda bergerak yang tidak berwujud (immateril), bukan
hak atas benda tidak bergerak (dalam hal ini ranah).
Asas-asas hukum benda yang mengacu kepada hak
kebendaan yang perlu dijelaskan sebagai asas-asas hukum
yang juga berlaku bagi hukum desain industri, adalah: per-
tama, asas absolut, artinya hak kebendaan (zakelijkrecht) ialah
hak mutlak atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan
terhadap siapapun juga. Hak kebendaan ini adalah absolut,
artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
Pemegang hak itu berhak menuntut (vorderen) setiap orang
yang mengganggu haknya. Dilihat secara pasif, setiap orang
wajib menghormati hak itu;"** kedua, asas mengikuti benda,
artinya hak kebendaan itu terus mengikuti bendanya (zaaks-
gevolg atau droit de suit) di manapun juga (dalam tangan siapa
pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti
orang yang mempunyainya;'** ketiga, asas kedudukan didahu-
likan, artinya hak kebendaan itu memberikan kedudukan
didahulukan (droit de preference) dalam pelunasan piutang
bagi kreditor pemegang hak jaminan dengan benda itu terha-

120, K. Saidin. Op. Cit., hlm. 477.
18 Mariam Darus Badrulzaman. 1986. Bab-bab Tentang Hypotheek, Alumni,

Bandung, hlm. 12.
6 Soedewi Maschoen Sofwan. 1981, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta,

hlm. 24 dan 17.
155 Ihid.. hlm. 23.
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dap kreditor lainnya;*® dan keempat, asas spesialitas, artinya

hak kebendaan menunjuk kepada bendanya secara khusus

atau konkrit dalam satu kesatuan yang utuh;"7 kelima, asas
publisitas, artinya hak kebendaan itu harus dicatat dan didaf-
tarkan dalam daftar khusus yang terbuka untuk umum pada
lembaga (instansi) hukum yang berwenang agar dapat lahir
dan mengikat pihak ketiga guna mencapai tujuan kepastian
hukum.!3®

Asas-asas hukum yang mendasari hak atas desain
industri dijelaskan oleh O.K. Saidin, sebagai berikut:

1. Asas publisitas, bermakna bahwa adanya hak tersebut
didasarkan pada pengumuman atau publikasi di mana
masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan terse-
but. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh
negara setelah hak tersebut terdafrar dalam berita
resmi negara.

2. Asas kemanunggalan, bermakna bahwa hak atas desain
industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesa-
tuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya,
kalau desain itu berupa sepatu, maka harus separu
yang utuh, tidak boleh hanya desain telapaknya saja,
berbeda jika dimaksudkan desain itu hanya berupa
telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya
saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol berikut
tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan
tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya, jika

5 Herowari Poesoko. Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi,
Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), LaksBang PRESSindo,
Yogyakarta, hlm. 90.

" Muhammad Syaifuddin. 2008. PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN:
Pengertian Dasar, Asas-asas, dan Konkritisasi Hukumnya dalam UUHT No. 4/
1996 (Materi Hak Tanggungan 1), Bahan Ajar (Material Teaching), Program
Studi Magister Kenortariatan Fakulras Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,
him. 14.
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ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka
pendesain pertama tidak dapat mengklaim. Oleh karena
itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka
tutup Lotol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan,
jadi ada dua desain industri.

Asas kebaruan, bermakna bahwa hanya desain yang
benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran
atau kriteria kebaruan baru itu adalah apabila desain
industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan
desain industri yang telah ada sebelumnya.’®

(8]

Satu asas hukum yang juga penting dalam hukum desain
industri adalah asas perlindungan hukum, yang bermakna
bahwa desain industri adalah hasil kreasi atali kreativitas
manusia yang merupakan karya intelektualitas manusia harus
dilindungi oleh hukum HKI. Namun, desain industri yang
dilindungi hanyalah desain industri yang memenuhi perya-
ratan substantif (materil) dan prosedural (formal) yang telah
ditentukan oleh hukum desain industri (UU DI No. 31/2000)
sebagai bagian dari hukum HKI, antara lain, desain industri
itu harus mengandung unsur kebaruan (dalam arti tidak sama
dengan desain industri yang telah ada sebelumnya) dan harus
terdaftar dalam dafrar umum di Ditjen HKL Jadi, perlin-
dungan hak atas desain industri baru diberikan oleh negara/
pemerintah berdasarkan hukum jika suatu desain industri
telah didaftarkan. Artinya, tanpa pendaftaran tidak ada perlin-
dungan hukum.

Menurut Muhammad Jumhana, adanya kepentingan
untuk pendaftaran desain industri adalah kepentingan hukum
pemilik hak atas desain industri tersebut untuk memudahkan
pembuktian dan perlindungannya, meskipun pada prinsipnya

" O.K. Saidin. Op. Cit., hlm. 477 dan 480.
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perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya
hak atas desain industri tersebut, sedangkan kelahiran halk
tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain ter-
sebut mewujud secara nyata dari seorang pendesain. Walau-
pun demikian, perlindungan terhadap desain baru secara
konkrit apabila telah terdaftar pada instansi yang berwe-
nang.!#¢

Perlindungan hukum terhadap hak atas desain industri
menurut Pasal 5 UU DI No. 31/2000 diberikan untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah itu, desain industri terseT)ut
menjadi milik masyarakat atau berada dalam wilayah publik
(public domain). Adapun tanggal mulai dan berakhirnya
jangka waktu perlindungan hukum hak atas desain industri
akan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri untuk
kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri
pada lembaga hukum (instansi pemerintah) yang menangani
proses hukum pendaftaran hak atas desain industri scb:mni
HKI tersebut, dalam hal ini adalah Ditjen HKI. y

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU DI No. 31/2000,
dapat dijelaskan bahwa Daftar Umum Desain Industri adalah
sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam
bidang desain industri yang memuat keterangan tentang nama
pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan,
tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain ten-
tang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah
dilakukan). Adapun yang dimaksud dengan Berita Resmi
Desain Industri adalah sarana pemberitahuan kepada masya-
rakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara
berkala oleh Ditjen HKI yang memuat hal-hal yang diwajibkan
oleh UU DI No. 31/2000.

Ranti Fauza Mayana menafsirkan bahwa untuk mem-
peroleh perlindungan UU No. 31/2000, maka desain industri

¥ Muhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit.,

him. 46.
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tersebut harus “asli” dan didaftarkan dalam sebuah dokumen
dan harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan (oleh UU
DI No. 31/2000, Pen-)."! Kata “asli” atau orisinil sendiri
tidak didefinisikan dalam UU DI No. 31/2000. Oleh karena
itu, untuk mendefinisikan kata “asli”, maka boleh dan perlu
merujuk kepada doktrin hukum yang berkembang dalam
hukum desain industri, termasuk hukum desain industri di
negara lainnya (dalam hal ini Inggris). Aldous, dalam kasus
C & Engineering v F Klucznik & Sons Ltd., menjelaskan
bahwa kata “asli” harus dimaknai sama dengan kata asli pada
hak cipta, yaitu bukan hasil tirnan, melainkan pekerjaan
mandiri si pendesain dan hasil ini harus dibedakan dengan
adanya persyaratan hal baru pada desain terdafrar. Agar suatu
desain menjadi asli, maka desain tersebut harus merupakan
pekerjaan mandiri pendesainnya dan pekerjaan itu harus
berupa desain yang tidak lumrah di bidang yang bersang-

kutan.'#?

Secara praktis, keaslian suatu desain industri harus
ditentukan secara objektif oleh para ahli. Kesimpulan ini sela-
ras dengan pendapat Michael F. Flint, Clive D. Thorne, and
Alan P Williams, yang menjelaskan bahwa suatu desain
dikatakan sebagai karya yang biasa saja dan/atau bukan meru-
pakan suatu tes yang bersifat objektif yang hanya dapat diten-
rukan oleh keterangan ahli. Mengenai apakah tes tersebut
dapat dilakukan pada hak yang belum terdaftar atau tidak
merupakan masalah penafsiran.'

Secara filosofis, keaslian suatu desain industri juga
dapat diartikan bahwa desain industri itu memang dibuat

 Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 56.
12 Aldous, dalam David I. Brainbridge. 1996. Intellectual Proverty, Pitman

Publishing, London, p. 388.
1 Michael F. Elint, Clive D. Thorne, and Alan P Williams. 1989. Intellectual

Property-The New Law, A Guide to the Copyright, Designs and Patents Acts
1988, Butterworths, London, p. 135-136.
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sepenuhinya oleh atau murni hasil karya pendesain sendiri, -

tanpa menjiplak (meniru) desain industri yang telah ada sebe-
lumnya yang didesain oleh pendesain lainnya, meskipun
desain industri (yang telah ada sebelumnya yang didesain oleh
pendesain lainnya) itu belum didaftarkan secara yuridis-for-
mal.

Esensi objek pengaturan perlindungan hukum terhadap
hak atas desain industri menurut Bambang Kesowo adalah
karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan
pattern yang digunakan untuk memproduksi barang secara
berulang. Unsur terakhir inilah yang sebenarnya memberikan
ciri dan bahkan menjadi kunci, karena jika ciri ini hilang,
maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih
tepat dikualifikasikan sebagai hak cipta.'*

Secara tegas, UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan-
ketentuan normatif yang melindungi hak atas desain industri.
Pasal 2 ayat (1) UU DI No. 31/2000 menentukan bahwa hak
atas desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.
Menurut Pasal § ayat (2) UU DI No. 31/2000 suatu desain
industri dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, desain
industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah
ada sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan “pengung-
kapan sebelumnya”, menurut Pasal § ayat (3) UU DI No. 31/
2000, adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:
pertama, tanggal penerimaan; kedua, tanggal prioritas apabila
permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan ketiga, telah
diumumbkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indone-
sia.

Ranti Fauza Mayana menjelaskan bahwa dalam keten-
tuan desain industri, perlindungan hukum dapat mencakup

* Bambang Kesowo. 1990. “Perlindungan Hukum serta Langkah-langkah
Pembinaan oleh Pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intelektual”, Makalah,
Disampaikan dalam Diskusi Panel dalam Rangka Pameran Produksi Indonesia,
Jakarta, hlm. 7-8.
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perlindungan terhadap pemalsuan desain dan desain dalam
perdagangan. Untuk itu, mekanisme pendaftaran sangat diper-
lukan untuk dapat memberikan suatu perlindungan hukum
terhadap pendesain atas desain yang telah diciptakannya atau
kepada pemegang hak desain industri atas desain yang
dimilikinya.#

Lebih lanjut, Ranti Fauza Mayana menjelaskan bahwa
perlindungan hukum atas desain industri, di satu pihak meru-
pakan suatu hak dari pendesain dan dapat merupakan suatu
alat untuk merangsang kretivitas pendesain yang pada akhir-
nya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi
suatu negara. Di pihak lain, adanya perlindungan hukum ter-
hadap desain industri akan berkaitan langsung dengan perlin-
dungan bagi masyarakat luas, dalam hal ini adalah konsu-
men. ¢

Menurut Muhammad Jumhana, secara hukum perdata,
tindakan pemalsuan desain industri dapat merugikan
pendesain secara mutlak jika dipandang dari sudut pandang
ekonomi. Dengan adanya tindakan pemalsuan, berakibat
desain asli yang kualitasnya jauh lebih baik dan dipasarkan
dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan desain
industri palsu akan mengalami penurunan secara drastis
dalam pemasarannya, sehingga menimbulkan kerugian
ekonomi yang sangat besar bagi pendesain atau pemegang
hak industri. Adapun secara hukum pidana, hak atas desain
industri yang merupakan hak milik yang mempunyai nilai
ekonomis yang merupakan aset bagi pemiliknya jika dipalsu-
kan, maka sama saja dengan tindakan pencurian harta keka-
yaan pendesain/pemegang hak di satu sisi dan merupakan

tindakan penipuan yang dapat mengancam kepentingan kon-
sumen. ¥’

" Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., him. 88.
¥ 1bid.

¥ Muhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit.,
him. 88-89.
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Kemudian, Muhammad Jumhana juga menjelaskan
bahwa perlindungan hukum terhadap desain industri dalam
perdagangan adalah hasil produk dari desain (barang) menda-
pat perlindungan dengan sistem tertentu yang dijalankan, di
antaranya melalui ketentuan di bidang pabean, kspor-impor,
dan sebagainya. Perlindungan ini juga merupakzn suatu upaya
dalam peningkatan perlindungan hukum terhadap desai-n,
yang merupakan salah satu corak penegakan hukum dalam
sistem pelayanan perlindungan hukum kepada pemilik hak
desain. Bentuk ini berupa tindakan administratif, yang meru-
pakan pelengkap dari bentuk perlindungan secara pid;ﬁa atau
perdata. 148

Perlindungan hukum terhadap hak atas desain industri
dglam hukum administrasi negara di Indonesia sebagaimana
dimaksud oleh Muhammad Jumhana di atas, diatur dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ten-
tang Kepabeanan yang melarang dan membatasi iImpor atau
ekspor serta pengendalian impor atau ekspor barang hasil
pelanggaran HKI.

Jadi, suatu hak atas desain industri dapart diberikan
perlindungan oleh UU No. 31/2000 dan UU terkait lainnya
-(misalnya UU Kepabeanan No. 17/2006) hanya jika desain
industrinya mengandung unsur kebaruan, bersifat asli, dan
telah didaftarkan dalam dafrar umum pada lembaga hukum
(instansi pemerintah) yang berwenang (dalam hal ini Ditjen
HKI), yang ruang lingkup perlindungannya mencakup perlin-
du.ngan atas pemalsuan dan perlindungan dalam perdagangan,
b.?uk secara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum admi-
nistrasi negara.

Memperhatikan ruang lingkup perlindungan hukum
hak atas desain industri dalam UU DI No. 31/2000, dapat

W 1bid., hlm. 89.
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disimpulkan bahwa UU DI No. 31/2000 belum cukup melin-
dungi masyarakat atau pendesain industri tradisional, karena
tidak memuat ketentuan-ketentuan normatif yang secara khu-
sus mengatur tentang desain industri tradisional yang tidak
pernah didafrarkan, sehingga pendesain industri tradisional
yang tidak memahami urgensi dan proses hukum pendaftaran
desain industri tidak mendapar perlindungan hukum ber-
dasarkan UU DI No. 31/2000. Kelemahan normatif ini tentu
saja ironis, karena desain industri tradisional yang merupa-
kan kekayaan kultural milik bangsa Indonesia dan mempunyai
nilai ekonomis yang tinggi bagi pendesain industri tradisional
dalam praktiknya banyak ditiru oleh para pendesain industri
asing dan didafrarkan. Oleh karena itu, perlu diadakan peng-
aturan hukum yang secara khusus melindungi desain industri
tradisional dengan cara memberikan kemudahan persyaratan
substantif dan prosedural dalam proses hukum pendaftaran.
Alternatif solusi hukum lainnya, selain sistem pendaftaran
konstitutif, perlu pula dianut sistem pendaftaran deklaratif
seperti halnya aturan hukum positif tentang hak cipta. Sistem
pendaftaran deklararif inilah yang dapat digunakan sebagai
instrumen hukum unruk melindungi desain industri tradi-
sional yang telah lama dan banyak berkembang dalam masya-
rakar di Indonesia.'*

Selain itu, UU DI No. 31/2000 jika dihubungkan dengan
upaya perlindungan hukum desain industri terhadap web site
atau home page pada jaringan internet ternyata mempunyai
kelemahan normatif, karena Pasal 2 UU DI No. 31/2000
hanya melindungi desain industri yang memenuhi unsur
kebaruan yang belum pernah diungkapkan sebelumnya oleh
siapa pun. Benar bahwa Pasal 3 UU DI No. 31/2000 memuat
pengecualian, yaitu jika diungkapkan dalam jangka waktu 6

1 Sistem pendaftaran hak atas desain industri, baik sistem pendaftaran konstitutif
maupun sistem pendafraran deklaratif, dijelaskan lebih lanjut dalam Subbab
C.4. dalam buku ini.
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(enam) bulan dalam pameran resmi nasional da}n internasional
atau telah digunakan di Indonesia oleh pendt?s.am dalam rangka
percobaan dengan tujuan pendidikan, Penelman atau pengem-
bangan, namun ketentuan pengecgallan {ersebut mengabai-
kan kepentingan untuk melindur?gl L_ueb site atau home page
yang lazimnya memerlukan publikasi yang cepat. Ak'lbatn)Iaz
dapat saja terjadi terpublikasinya suatu desain industri mela ui
web site atau home page tanpa dilakukan pendaftaran lebxh
dulu, sehingga tidak timbul kewajiban hukum untuk melin-
dungi desain industri tersebut. Padahal, proses hukum pendaf-
taran hak atas desain industri membutuhkan waktu yang cu-
P la'rlr':zari(ait dengan perkembangan teknologi.informasi, uu
DI No. 31/2000 seharusnya membedakan wujud glal? mekaj
nisme perlindungan hukum terhadap hak atas desain industri
di dunia nyata dengan dunia maya yang berkemb'fmg pesat
saat ini. Sistem pendaftaran deklaratif seharusnya diatur pula
dalam UU DI No. 31/2000 dan diberlakukan .khusus untuk
desain industri yang dipublikasikan di web site atau home
page, agar perlindungan hukumnya secara otomatis ada pada
saat dipublikasikan di dunia maya tersebut.

4. ‘Proses Hukum Berikut Persyaratan 'Substantif' dan
Prosedural Pendaftaran Hak atas Desain Industri

Eksistensi lembaga pendaftaran dalam ranglfa perlin-
dungan hukum di bidang desain industri di Indone§|a, menu-
rut Ranti Fauza Mayana, sifatnya hanyalah sebagai fasnllt;mf
dalam arti negara bertindak menyediakan c_ian akm) m'elaynm
bila ada pendesain atau pemegang hak dgsam yang ingin men-
daftarkan desainnya. Untuk itu, pendesain n'lemerluka.n lem-
baga pendaftaran untuk mendapatkan bukti awal dari kepe-
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milikan haknya.'® Pendapat Ranti Fauza Maya itu selaras

dengan ketentuan normatif dalam Pasal 4 UU DI No. 31/
2000 yang menentukan bahwa hak atas desain industri tidak
dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keter-
tiban umum, agama atau kesusilaan.

Pasal 12 UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan nor-
matif bahwa “pihak yang untuk pertama kali mengajukan per-
mohonan dianggap sebagai pemegang hak atas desain indus-
tri, kecuali jika terbukti sebaliknya”. Ini berarti bahwa perlin-
dungan desain industri dalam UU DI No. 31/2000 menganut
sistem pendaftaran konstitutif dan mengutamakan first to file
principles, artinya pihak yang mendaftar pertama kali, sudah
dapat dipastikan akan mendapat perlindungan hukum.

Sistem pendaftaran HKI yang dikenal secara nasional
dan internasional, terdiri dari sistem pendaftaran konstitutif
atau first to file principles dan sistem pendaftaran deklaratif
atau first come first out principles. Secara yuridis, HKI dalam
sistem pendafraran konstitutif baru timbul karena pendaf-
taran yang telah mempunyai kekuatan hukum, sedangkan
HKI dalam sistem pendaftaran deklaratif belum timbul saat
pendaftaran, tetapi hanya memberikan dugaan atau sangkaan
hukum saja menurut undang-undang bahwa crang yang HKI
miliknya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai si
pemilik HKI yang didaftarkan.

Sistem pendaftaran konstitutif menitikberatkan ada
atau tidak adanya HKI tergantung kepada ada atau tidak
adanya pendaftaran. Jika didafrarkan (berdasarkan sistem
pendaftaran konstitutif), maka HKI itu diakui keberadaannya
secara de jure dan de facto, sedangkan sistem pendaftaran
deklaratif menitikberatkan kepada anggapan hukum sebagai
pemilik HKI yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat

% Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., him. 60.
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membuktikan sebaliknya. Jadi, menurut sistem pendaftaran
deklaratif, meskipun HKI itu didafrarkan, undang-undang ha-
nya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemi-
liknya, secara de jure harus dibuktikan lagi jika ada orang
atau badan‘ hukum lain yang menyangkal hak tersebut. Selama
orang atau badan hukum lain tidak dapat membuktikan se-
cara yuridis bahwa ia sebagai pemilik HKI yang didaftarkan
itu, maka pihak yang mendaftarkan dianggap sebagai satu-
satunya orang yang mempunyai hak milik atas atas HKI, dan
setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak
mutlak.

Sistem pendaftaran dalam hukum HKI, khususnya hu-
kum desain industri, yang awal mulanya dikenal di Inggris
pada abad ke-19, kemudian dikembangkan untuk memenuhj
kebutuhan perlindungan hukum bagi desain industri yang
lebih dulu berkembang secara massal. Konsekuensi logis dari
pengembangan sistem pendafataran dalam hukum desain in-
dustri adalah: pertama, adanya persyaratan tertentu yang
harus dipenuhi oleh pendesain agar desain industrinya dilin-
dungi oleh hukum; dan kedua, adanya desain yang dapat di-
daftar dan desain yang tidak dapat didaftarkan. Desain terdaf-
tar melindungi desain yang estetis, sedangkan hak desain
melindungi desain fungsional yang nonestetis. 5! Persyaratan
yang ditentukan sebagai konsekuensi logis dari berkembang-
nya sistem pendaftaran dapat dibedakan menjadi persyaratan
substantif (materil) dan persyaratan prosedural (formal) yang
harus dipenuhi dalam proses hukum pendaftaran desain in-
dustri.

Persyaratan substantif (mareril) yang harus dipenuhi
agar suatu desain industri dapat didaftarkan, menurut penje-
lasan Muhammad Jumhana, antara lain, adalah:

“ Jeremy Philip and Alison Firth. 1999. Introducti ’
. . tion to Intell y
Law, Butterworth, London, p. 317. neellectual Properey
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1. Novelty (new or original). Orisinal, sifatnya hampir
sama dengan hak paten, yaitu bukan salinan, bukan
perluasan dari yang sudah ada. Desain industri mungkin
baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau
polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi
juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas,
yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal,
hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya
dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain
industri juga disebut baru karena adanya perbedaan-
perbedaan, tetapi secara pengertian yang terbatas hal
itu menunjukkan hal yang tidak atau kurang baru;

2. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (dipro-
duksi) dalam industri (industrial applicability);

3. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk men-
dapatkan hak desain industri. Di antara beberapa syarat
yang melarang pendaftaran desain industri adalah bila
desain industri yang didaftarkan itu mempunyai persa-
maan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain
industri milik orang lain yang sudah terdaftar lebih
dahulu untuk barang sejenis; desain industri tersebut
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
ketertiban umum serta kesusilaan;

4. Apakah pendesain atau orang yang menerima lebih
lanjut hak atas desain industri tersebut berhak atau
tidak atas karya tersebut.!s?

Adapun persyaratan prosedural (formal) yang lazim
dikenakan kepada pemohon pendaftaran desain industri,
sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Jumhana, antara

lain, adalah:

2 Muhamad Jumhana. 1999, Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit.,
him. 213-214.
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1. Pemohon diwajibkan membuat pernyataan secara tertu-
lis guna permintaan pendaftaran tersebut. Surat permin-
taan dengan mencantumkan: nama jelas, domisili, ala-
mat perusahaan, identitas barang yang didesain dan
penggunaannya. Selain itu, juga perlu menyarakan bahwa
desain yang didaftarkannya adalah benar miliknya serta
menyertakan bukti-bukti kepemilikan;

2. Melampirkan akea pendirian badan hukum, serta replika
desain barang yang didaftarkan serta contohnya;

3. Pemohon yang menguasakan kepada orang lain harus
menggunakan surat kuasa;

4, Membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka
pendaftaran tersebut.'”

Proses hukum pendaftaran hak atas desain industri yang
di dalamnya memuat persyaratan substantif (materil) dan
persyaratan prosedural (formal) yang secara normatif menga-
cu kepada UU DI No. 31/2000 dapat dijelaskan berikut ini.
Proses hukum pendaftaran hak atas desain industri,
yang dimaksudkan untuk memperoleh hak dan perlindungan
atas desain industri tersebut, berdasarkan Pasal 11 ayat (3)
UU DI No. 31/2000, dimulai dengan pengajuan permohonan,
yang harus memuat:
a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
b. nama, alamar lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
¢.  nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan
diajukan melalui kuasa;
e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan
diajukan melalui kuasa;

5 1bid,
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et

f.  nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang
pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan
hak prioritas;

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 ayat (4) UU DI No.
31/2000, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I'1 ayar (3) UU DI No, 31/2000 harus dilampiri dengan:

a. contoh fisik atau gambar atau foro dan uraian dari
desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Jika
contoh fisik desain industri yang dimintakan pendaf-
tarannya sangat besar, maka cukup diberikan gambar
atau foro desain tersebut yang diambil dari berbagai
sudur;

b. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan

melalui kuasa;

surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohon-

kan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik
pendesain.

g

Kemudian, sesuai dengan Pasal 11 ayar (5) UU DI No.
31/2000, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-
sama oleh lebih dari satu pemohon, maka permohonan ter-
sebut harus dirandatangani oleh salah satu pemohon dengan
melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya.

Berikutnya, dalam hal permohonan diajukan bukan
oleh pendesain, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (6) UU DI
No. 31/2000, permohonan tersebut harus disertai pernyataan
yang dilengkapi dengan “bukti yang cukup” bahwa pemohon
berhak atas desain industri yang bersangkutan. Adapun yang
dimaksud dengan “bukti yang cukup” menurut Penjelasan
atas Pasal 11 ayat (6) UU DI No. 31/2000, adalah bukti yang
sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa pemo-
hon berhak mengajukan permohonan. Selanjutnya, yang di-
maksud dengan tanggal penerimaan menurut Pasal 18 UU
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DI No. 31/2000 adalah tanggal diterimanya permohonan
dengan syarat pemohon telah mengisi formulir permohonan
mel'ampl,rkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian,
dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya serta
membayar biaya permohonan ke Ditjen HKI.
Secara tegas, Pasal 13 UU DI No. 31/2000 memuat
kfetfentuan normatif bahwa setiap permohonan hanya dapat
Fha;ukap untuk satu desain industri atau beberapa desain
industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau
yang memiliki kelas yang sama. Berdasarkan Penjelasan Pasal
13 UU DI No. 31/2000 dapat dipahami bahwa yang dimaksud
fiengan. “satu desain industri”, adalah satuan lepas desain
industri. Akan tetapi, suatu perangkat cangkir dan teko, misal-
nya, adalah juga 1 (satu) desain industri. Selanjumyz; yan
dlme.lk.sud dengan “kelas” adalah sebagaimana diatur ,dalarf
K1351f1kasi Internasional tentang Desain Industri sebagaimana
_dm?aksud dalam Locarno Agreement. Walaupun belum men-
!adl anggota perjanjian internasional di bidang desain industri
itu, dalgm praktiknya Indonesia menggunakan perjanjian
;gzinasmnal tersebut sebagai rujukan utama untuk pemerik-
Bagi pemohon yang bertempat tinggal di i
negara Republik Indonesia, maka p}::ngajuig pec:';ig?lzr‘;::lall}’aah
menurut Pasal 14 UU DI No. 31/2000, harus melaluj kua}s,a,
serta menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indo-,
nesia. Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 14 UU DI No. 31/
2000 dapat dipahami bahwa pada prinsipnya permohg)nan
dapat dilakukan sendiri oleh pemohon. Khusus untuk pemo-
hon yang bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan
harus diajukan melalui kuasa untuk memudahkan pemohon
yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen permo-
honan seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Selain jtu.
dengan menggungkan kuasa (yang adalah pihak Indonesia)’
akan teratasi persyaratan domisili hukum pemohon.
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Penting diperhatikan bahwa dalam hal terdapat keku-
rangan persyaratan dan kelengkapan yang harus dipenuhi,
maka Ditjen HKI berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)
UU DI No. 31/2000 akan memberitahukannya kepada pemo-
hon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam
jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman
surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka wakru tiga
bulan tersebut dapat diperpanjang lagi selama satu bulan.
Jika kekurangan tersebut tidak dipenuhi, maka Ditjen HKI
berdasarkan Pasal 20 UU DI No. 31/2000 akan memberitahu-
kan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa
permohonannya dianggap ditarik kembali. Selama permo-
honan belum mendapat keputusan, dalam arti belum terdaftar
dalam Daftar Umum Desain Industri, permohonan tersebut
dapat ditarik kembali dengan mengajukannya secara tertulis
kepada Ditjen HKI. Dalam hal permohonan dianggap ditarik
kembali oleh pemohon, maka segala biaya yang telah dibayar-
kan kepada Ditjen HKI tidak dapat ditarik kembali.

Prosedur yang krusial selanjutnya adalah pemeriksaan
desain industri, yang terdiri dari pemeriksaan administratif,
pengumuman, pemeriksaan substantif, pemberian dan peno-
lakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal
30 UU DI No. 31/2000. ‘

Ditjen HKI, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)
UU DI No. 31/2000, akan memeriksa permohonan pendaf-
taran hak atas desain industri dan dalam hal desain industri
tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan, maka Ditjen
HKI akan memberitahukan keputusan penolakan permohonan
kepada pemohon. Apabila terdapat kekurangan persyaratan
yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan pendaftaran
hak atas desain industri, maka Ditjen HKI akan memberitahu-
kan anggapan ditarik kembali permohonan yang bersang-
kutan. Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 24 ayat
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(1) UU DI No. 31/2000, adalah pemeriksaan administratif
(formality check) yang berkaitan dengan kelengkapan persya-
ratan administratif dalam permohonan pendaftaran hak atas
desain industri. Selain itu, untuk tujuan pengumuman permo-
honan, Ditjen HKI melakukan klasifikasi dan memeriksa hal-
hal yang dianggap tidak jelas atau tidak patut jika permohonan
itu diumumkan.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UU DI
No0.31/2000, pemohon atau kuasanya diberi kesempatan
untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau
anggapan penarikan kembali tersebut dalam waktu 30 (riga
puluh) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya surat peno-
lakan atau pemberitahuan penarikan kembali tersebut.
Ketentuan normatif dalam Pasal 24 ayat (3) UU DI No.31/
2000 ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada
pihak yang mengajukan permohonan untuk memperbaiki de-
sain industri tersebut, misalnya dengan menghilangkan bagian
yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan.

Apabila pemohon tidak mengajukan keberatan, maka
keputusan penolakan atau penolakan kembali oleh Ditjen
HKI, menurut Pasal 24 ayat (4) UU DI No. 31/2000, adalah
bersifat tetap. Terhadap keputusan penolakan atau penarikan
kembali tersebut, pemohon atau kuasanya, berdasarkan Pasal
25 ayat (5) UU DI No. 31/2000, dapat mengajukan gugatan
melalui Pengadilan Niaga.

Untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan,
maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU DI No. 31/2000,
akan diumumkan oleh Ditjen HKI dengan cara menempat-
kanya pada sarana khusus yang dapat dengan mudah serta
jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama tiga bulan terhitung
sejak tanggal penerimaan permohonan. pengumuman berda-
sarkan Pasal 25 ayat (1) UU DI No. 31/2000 dimaksudkan
untuk mempermaklumkan kepada masyarakat melalui me-
dia Berita Resmi Desain Industri, yang di kemudian hari
pengumunan ini dapat pula dilakukan di media lain.
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Secara substantif, pengumunan persetujuan permo-
honan pendaftaran hak atas desain industri menurut Pasal
25 ayat (2) UU DI No. 31/2000, harus memuat:

1) nama dan alamat lengkap pemohon;

2) nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan
diajukan dengan menggunakan hak prioritas;

3) rtanggal dan nomor penerimaan permohonan;

4) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang
pertama kali apabila permohonan diajukan dengan
menggunakan hak prioritas;

5) judul desain industri;

6) gambar atau foto desain industri.

Pengumuman persetujuan pendaftaran hak atas desain
industri sangat penting, karena merupakan penerapan dari
asas publisitas guna mewujudkan kepastian hukum. Jika suatu
hak atas desain industri tidak didaftarkan dan tidak diumum-
kan, maka tidak ada hak kebendaan. Artinya, hak atas desain
industri itu tidak pernah dapat dipertahankan terhadap setiap
orang, tidak berlaku asas droit de suit, tidak timbul hak prefe-
rence, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk kepen-
tingan pengalihan hak atas desain industri kepada pihak
ketiga, maka perlu didaftarkan dan diumumkan agar sifat
hak kebendaannya timbul. Jika hak atas desain industri tidak
didaftarkan dan diumumkan, maka sifat hak kebendaannya
(hak mutlak) tidak timbul, tetapi yang timbul adalah hak
perseorangzn (hak relatif) yang hanya dapat dipertahankan
terhadap orang tertentu saja, tidak terhadap setiap orang.

Untuk permohonan yang ditolak atau dianggap ditarik
kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan Pengadilan
Niaga, maka Ditjen HKI berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU
DI No. 31/2000 akan mengumumkan setelah menerima
salinan putusan pengadilan tersebut. Adapun yang dimaksud
dengan “putusan pengadilan” adalah putusan Pengadilan
Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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Setiap pihak, sejak tanggal dimulainya pengumuman,
berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU DI No. 31/2000, dapat
mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang
bersifat substantif kepada Ditjen HKI dengan membayar
biaya. Pengajuan keberatan tersebut, menurut Pasal 26 ayat
(2) UU DI No. 31/2000, harus sudah diterima oleh Ditjen
HKI selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak tanggal
dimulainya pengumuman. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26
ayat (3) UU DI No. 31/2000 Ditjen HKI akan memberitahu-
kan keberatan tersebut kepada pemohon.

Pemohon, menurut Pasal 26 ayat (4) UU DI No. 31/
2000, dapat menyampaikan sanggahan terhadap keberatan

tersebut paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pengi-

riman pemberitahuan oleh Ditjen HKI. Selanjutnya, dalam
hal adanya keberatan terhadap permohonan sebagaimana
dimaksud Pasal 26 ayat (1) UU DI No. 31/2000, maka
pemeriksa pada Ditjen HKI, berdasarkan Pasal 26 ayat (1)

UU DI No. 31/2000, akan melakukan pemeriksaan substantif,

yaitu pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal
2 dan Pasal 4 UU DI No. 31/2000 untuk mengetahui aspek
kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan
menggunakan referensi yang ada.' Pemeriksaan substantif
dilakukan oleh “pemeriksa” yang merupakan tenaga ahli yang
secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas
tersebut. Pemeriksa desain industri, seperti juga “pemeriksa”
di bidang-bidang HKI lainnya, diberikan status sebagai peja-
bat fungsional, karena sifat keahlian dan lingkup pekerjaan-
nya yang khusus. Status itu perlu diberikan dalam rangka
pengembangan sebagai insentif bagi para pemeriksa.
Kemudian, Ditjen HKI, berdasarkan Pasal 26 ayat (6)
UU DI No. 31/2000, akan menggunakan keberatan dan sang-
gahan yang diajukan setiap pihak tersebut sebagai bahan per-
timbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima
atau ditolaknya permohonan. Ditjen HKI, menurut Pasal 26
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ayat (7) UU DI No. 31/2000, wajib memberikan keputusan
untuk menyetujui atau menolak keberatan paling lama enam
bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengu-
muman. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (8) UU DI No. 31/2000,
keputusan Ditjen HKI tersebut diberitahukan secara tertulis
kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 hari terhitung
sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.

Pemohon yang permohonannya ditolak dapat meng-
ajukan gugatan ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 28
UU DI No. 31/2000 paling lambat tiga bulan terhitung sejak
tanggal pengiriman pemberitahuan. Dalam hal Ditjen HKI
berpendapat bahwa permohonan tidak sesuai dengan keten-
tuan Pasal 4 UU DI No. 31/2000, maka pemohon, berdasar-
kan Pasal 28 ayat (3) UU DI No. 31/2000, dapat mengajukan
gugatan terhadap keputusan penolakan Ditjen HKI kepada
Pengadilan Niaga.

Selanjutnya, dalam hal tidak ada keberatan terhadap
permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan
keberatan, maka Ditjen HKI, berdasarkan Pasal 29 ayat (1)
UU DI No. 31/2000, akan menerbitkan dan memberikan
Sertifikat Desain Industri kepada pemohon dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ber-
akhirnya jangka waktu tersebut. Sertifikat Desain Industri
mulai berlaku sejak tanggal penerimaan.

Penting diperhatikan bahwa Sertifikat Desain Industri
adalah konsekuensi logis-yuridis dari sistem pendaftaran kon-
stitutif yang dianut oleh UU DI No. 31/2000. Subjek hukum
(perorangan dan badan hukum) hanya dapat membuktikan
bahwa hak atas desain industrinya sudah terdaftar dengan
menunjukkan Sertifikat Desain Industri sebagai bukti hak
kepemilikannya atas desain industri tersebut.

Secara khusus, Pasal 16 ayat (1) UU DI No. 31/2000
juga mengatur permohonan dengan menggunakan hak prio-
ritas yang harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam)
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bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang
pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota
Konvensi Paris atau anggota WTO. Permohonan dengan hak
prioritas, menurut Pasal 16 ayar (2) UU. DI No. 3.1/2000’
wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang dlsa.hklan
oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain in-
dustri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam
waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak beral\“.lmir.11}'n
jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas.
Apabila syarat yang dimaksud dalam Pasal }6 ayat (1) dan
ayat (2) UU DI No. 31/2000 tidak dipenuhi, maka permo-
honan tersebut, menurut UU DI No. 31/2000, dianggap di&lil}-
kan tanpa menggunakan hak prioritas. Ketentuan norm;‘mf
dalam Pasal 16 ayat (2) UU DI No. 31/2000 sangat penting
artinya, karena memuat konkritisasi asas hukum yang wajib
diterapkan sesuai dengan Konvensi Paris.

Subjek hukum (perorangan dan badan hukum) yang
telah mendapatkan hak prioritas akan dilindungi haknya di
negara lain (negara di mana yang bersangkutan 111.endaft;1rkan.
hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlmd'ungan di
negaranya sendiri. Hak prioritas memberikan per:lmdgngan
hukum internasional terhadap hak atas desain industri yang
telah didafrarkan di luar negeri, tetapi belum didaftarkan di
Indonesia sesuai dengan Konvensi Paris. Jadi, perlindungan
hukumnya berlaku mundur sesuai dengan tangg-al.perlin—.
dungan hukum pada awal pendaftaran hak atas desain industri
di luar negeri sesuai dengan Konvensi Paris, dengan syarat
pendaftaran hak atas desain industri itu dilakukan dalam jang-
ka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang
merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota WTO.

Selain hak prioritas, UU DI No. 31/2000 juga mengatur
secara khusus kewajiban menjaga kerahasiaan desain industri
dalam proses hukum pendaftarannya di Ditjen HKI. Pasal
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22 UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan normatif bahwa
selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 (dua belas)
bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun
dari Ditjen HKI, pegawai Ditjen HKI atau orang yang karena
tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Ditjen HKI dila-
rang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang atau
memiliki hak yang berkaitan dengan desain industri, kecuali
jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Selanjutnya, Pasal 23 UU DI No. 31/2000 memuat ke-
tentuan normatif bahwa terhitung sejak tanggal penerimaan,
scluruh pegawai Ditjen HKI atau orang yang karena tugasnya
bekerja untuk dan/atau atas nama Ditjen HKI berkewajiban
menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumum-
kannya permohonan yang bersangkutan.

Ketentuan normatif dalam Pasal 22 dan 23 UU DI No.
31/2000 sebagaimana diuraikan di atas, sangat penting artinya
karena hak aras desain industri yang didaftarkan dan belum
diumumkan dapar dikategorikan sebagai “rahasia dagang”
sampai dengan hak atas desain industri itu diumumkan. Jadi,
jika hak atas desain industri itu ditolak pendafrarannya oleh
Ditjen HKI, pendesain masih terbuka kesempatan untuk
tetap dilindnngi oleh aturan hukum positif tentang rahasia
dagang.

Kelemahan normatif dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU
DINo. 31/2000 adalah tidak mengatur kewajiban untuk men-
jaga kerahasiaan desain industri yang harus dilakukan oleh
Konsultan Pendaftaran Desain Industri yang juga mempunyai
akses untuk mengetahui desain industri yang akan didaftarkan
yang diajukan oleh kliennya. Seharusnya ketentuan normatif
dalam Pasal 22 dan 23 UU DI No. 31/200 ditafsirkan secara
luas, dalam arti berlaku baik terhadap pegawai Ditjen HKI
maupun Konsultan Pendaftaran Desain Industri. Alternatif
solusi hukumnya adalah kewajiban Konsultan Pendaftaran
Desain Industri untuk menjaga kerahasiaan desain industri
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dalam proses hukum pendaftaran di Ditjen HKI harus dinya-
takan secara tegas dalam perjanjian kerahasiaan (confidenti-
ality agreement) yang dibuat oleh pendesain industri dengan
Konsultan Pendaftaran Desain Industri yang bersangkutan.
Konsekuensi yuridisnya, jika terjadi pembukaan kerahasiaan
desain industri oleh Konsultan Pendaftaran Desain Industri
sebelum desain industrinya diumumkan, maka Konsultan
Pendaftaran Disain Industri tersebut dapat digugat secara
hukum berdasarkan alasan telah melakukan wanprestasi.
Adapun proses hukum berikut persyaratan substantif

dan prosedural pendaftaran hak atas desain industri sebagai- -

mana diuraikan di atas, dapat dicermati dalam bagan 6 berikut
ini:

Permohonan

P
Desain Industri e"élggh:? o
Persyaratan Ada
Keberatan
Tanggal atas
Penerimaan Penolakan/
T ] /::ngggapan
enarikan
Persyaratan —h@enuhi? I—b Dian i
Administrasi bnagﬂf P Kembali
Kembali 'I‘
Pommohonan
3
| Kebew Sanggahan
dari N N
Pemohon Pemaeriksaan N Menerima/
Menolak
Keberatan
A
Pendaftaran |
A y
Peml?erian Pemberian
Sertifikat Sertifikat
Desain Industri Desain Industri

Bagan 6 Proses Hukum Berikut Persyaratan Substantif dan .

Prosedural Pendaftaran Hak atas Desain Industri
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5. Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Pembatalan Pendaf-
taran Hak atas Desain Industri

Pembatalan pendaftaran hak atas desain industri dapat
diajukan atas dasar permintaan pemegang hak atas desain
industri berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU DI No. 31/2000
dan atas dasar gugatan ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal
38 ayat (2) UU DI No. 31/2000.

Dalam hal pembatalan pendaftaran hak atas desain
industri itu dilakukan atas dasar permintaan pemegang hak
atas desain industri, maka permintaannya, sesuai dengan Pasal
37 ayat (2) UU DI No. 31/2000, diajukan secara tertulis ke-
pada Ditjen HKI. Pembatalan pendaftaran hak atas desain
industri tersebut tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi
Hak atas Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum
Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertu-
lis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaf-
taran tersebut.

Selanjutnya, Ditjen HKI, mengacu kepada Pasal 37 ayat
(3) UU DI No. 31/2000, memberikan keputusan pembatalan
pendaftaran hak atas desain industri dan memberitahukannya
secara tertulis kepada:

1. pemegang hak atas desain industri;

2. penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan
catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;

3. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebut-
kan bahwa hak desain industri yang telah diberikan
dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal
keputusan pembatalan.

Kemudian, keputusan pembatalan pendaftaran hak atas
desain industri, menurut Pasal 37 ayat (4) UU DI No. 31/
2000, dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dalam
Berita Resmi Desain Industri.
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Dalam hal pembatalan pendaftaran hak atas ddesgaig -
i i atas dasar gugatan, maka gugatannya, sesuai den
11?;::18;,3 azlyat (1) jo.gPisal 2 atau Pasal 4 UU DI.NO. 31/200((1),
dapat diajukan oleh pihak yang b?rkepentmgan kcpab,a
Pengadilan Niaga berdasarkan alasan tidak adanya unsur keba-
ruan dan desain industri itu bertentangan c_iengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, ketertiban, agama atau
kesusilaan.

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaf-
taran hak atas desain industri, menurut.P'asal 38 ayat (2) Uu
DI No. 31/2000, disampaikan kepada Ditjen HKI palmg lama
14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucap-
e Adapun proses hukum yang hzn;s dilakgallzalian (cjl::z?;

iuan gugatan pembatalan pendaftaran hak atas

F:cri‘fsat];i me%)ggacu kel;ada Pasal 39 UU DI No. 31/2000, seba-

%?l blfcrrlll;:;gat mengajukan gugatan pembatalan pt?ndaftz}ran
hak atas desain industri kepada Ketua Pengadilan Nljagg
dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili

at; . .

2. g:%:ri hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah
Indonesia, gugatan pembatalan pendaftaran hak atas
desain industri tersebut diajukan oleh penggugat kepada
Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

3. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan gugatan pemba-
talan pendaftaran hak atas desain industri pada tanggal
gugatan yang bersangkutan diajukan.dan kepafia peng-
gugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandata-
ngani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal
pendaftaran gugatan; .

4. Panitera Pengadilan Niaga menyamp_alke}n gugatan pem-
batalan pendaftaran hak atas desain industri kepa}da
Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka wa}(tu paling
Jama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;

Eagms | DESAIN INDUSTRI ]
2106+ I Perspekif Filsafat, Teor, dan Dogmatik Hukum

5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung
sejak tanggal gugatan pendaftaran hak atas desain
industri didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari
gugatan dan menetapkan hari sidang.

6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan pendaf-
taran hak atas desain industri diselenggarakan dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak tanggal gugatan didaftarkan; '

7. Juru sita Pengadilan Niaga memanggil para penggugat
dan tergugat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal gugatan pembatalan pendaftaran hak atas desain
industri didaftarkan; '

8. Pengadilan Niaga memberikan putusan atas gugatan
pembatalan pendaftaran hak atas desain industri yang
harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan dan dapat
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas
persetujuan Ketua Mahkamah Agung;

9. Putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan
pendaftaran hak atas desain industri yang memuat
secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari
putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu
upaya hukum. .

10. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan
putusan Pengadilan Niaga kepada penggugat dan
tergugat paling lama 14 (empat belas) hari setelah

putusan atas gugatan pembatalan pendaftaran hak atas
desain industri diucapkan.

Penting diperhatikan bahwa terhadap putusan Penga-
dilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran hak atas desain
industri hanya dapat diajukan kasasi berdasarkan Pasal 40
UU DI No. 31/2000, dengan proses hukum yang harus dilak-
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sanakan mengacu kepada Pasal 41 dan Pasal 42 UU DI No,

31/2000, sebagai berikut:

L. Permohonan kasasi tersebut diajukan kepada Ketua
Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal putusan yang dimohon kasasi
diucapkan atau diberitahukan kepada penggugat dan
tergugat dengan mendaftarkan kepada Panitera Penga-
dilan Niaga yang telah memutus gugatan pembatalan
pendaftaran hak atas desain industri tersebut.

2. Panitera Pengadilan Niaga mendaftar permohonan kasasi
pada tanggal permohonan yang bersangkuran diajukan
dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis
yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Niaga
dengan ranggal yang sama dengan tanggal penerimaan
pendaftaran;

3. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi
kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
permohonan kasasi didaftarkan;

4. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan permo-
honan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon
kasasi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal
permohonan kasasi didaftarkan;

5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori
kasasi kepada Panitera paling lama 7 (tujuh hari) terhi-
tung sejak tanggal termohon kasasi menerima memor;

kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori -

kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari
terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima-
nya;

6. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan
kasasi, memori kasasi dan atau kontra memor; kasasi
beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mah-
kamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
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10.

11.

12.

13.

lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud prosedur
nomor 5 di atas;

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permo-
honan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama
2 (dna) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung;

Mahkamah Agung melaksanakan sidang pemeriksaan
atas permohonan kasasi paling lama 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima
oleh Mahkamah Agung;

Mahkamah Agung memberikan putusan atas permo-
honan kasasi yang harus diucapkan paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permo-
honan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud
prosedur nomor 9 di atas, yang memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut
harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum;

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan
putusan kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama
3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan atas
permohonan kasasi diucapkan;

Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan
putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon
kasasi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak putusan
kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga;
Ditjen HKI mencatat putusan atas gugatan pembatalan
pendaftaran hak atas desain industri yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap dalam Dafrar Umum
Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita
Resmi Desain Industri.

Bagaimanakah akibat hukum pembatalan pendaftaran

hak atas desain industri? Secara yuridis, menurut Pasal 43
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UU DINo. 31/2000, pembatalan pendaftaran hak atas desain
industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan
dengan hak atas desain industri dan hak lain-lain yang berasal
dari desain industri tersebut.

Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan ber-
dasarkan gugatan, maka penerima lisensi, menurut Pasal 44
ayat (1) UU DI No. 31/2000, tetap berhak melaksanakan
lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 44 avat (2) UU DI No.
31/2000, penerima lisensi tidak lagi wajib melanjutkan pem-
bayaran royalti yang seharusnya wajib dilakukannya kepada
pemegang hak atas desain industri yang haknya dibatalkan,
tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jang-
ka wakru lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak atas
desain industri yang sebenarnya.

6. Bentuk dan Proses Hukum Pengalihan Hak atas Desain
Industri

Hak atas desain industri, seperti hak lainnya, adalah
hak kebendaan materil yang juga dapat beralih dan dialihkan,
Ini berarti bahwa asas-asas hukum benda vang telah terkan-
dung dalam UU DI No. 31/2000 dan juga telah termuat dalam
ketentuan-ketentuan WIPO dan Perjanjian WTO berikut
TRIP’s mengakui dan menghormati hak atas desain industri
sebagai hak kebendaan immateril.

Hak atas desain industri sebagai hak kebendaan im-
materil juga harus dihormati sebagai hak pribadi pemakainya.
Adapun pengakuan eksistensi hak milik dan pengaturan
hukumnya dalam UU DI No. 31/2000 adalah wujud dari
penghormatan hak pribadi pemakainya.

Hak milik sebagai hak kebendaan, menurut Mariam
Darus Badrulzaman, adalah hak yang paling sempurna jika
dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya, karena hak
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milik memberikan kenikmatan yang sempurna kepada
pemiliknya. Wujud dari pengakuan terhadap hak kebendaan
yang sempurna itu, antara lain, adalah undang-undang
memperkenankan hak kebendaan itu beralih atau dialihkan
oleh si pemilik hak.5

Istilah “hak milik” menurut Mahadsi mengandung arti
bahwa benda yang dikuasai dengan hak milik dapat
diturunkan kepada ahli waris, dapat dialihkan kepada orang
lain, dan dapat diperjualbelikan.!ss Namun demikian,
penggunaan hak milik dan hak-hak atas kebendaan lainnya
tetap ada pembatasannya, baik dalam cara penggunaannya
maupun d: lam hubungan-hubungan hukum yang lain. 15

Pengertian pengalihan hak adalah penyerahan
kekuasaan atas suatu benda dari subjek hukum di satu pihak
kepada subjek hukum lainnya di pihak lain. Subjek hukum
yang dapat mengalihkan dan menerima hak iy adalah or-
ang, badan hukum, atau bahkan negara.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menjelaskan bahwa
penyerahan menurut sistem hukum perdata itu adalah
“penyerahan suatu benda oleh pemilik atas namanya kepada
orang lain, sehingga orang lain tersebut memperoleh milik
atas benda tersebut.'s” Penyerahan kekuasaan atas suatu ben-
da itu, menurut Vollmar, dapat dibedakan lagi atas: pertama,
“penyerahan faktual”, yaitu tindakan mengalihkan kekuasaan
atas suatu benda secara nyata; dan kedua, “penyerahan yuri-
dis”, yaitu perbuatan hukum yang padanya atau karenanya
hak milik (atau hak bendaan lainnya) dialihkan.'® Perbedaan

¥ Mariam Darus Badrulzaman. 1983, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,
Alumni, Bandung, hlm. 43.

% Mahadi. 1981. Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, him. 71,

¥ O.K. Saidin. Op. Cit., hlm. 380.

7Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981, Op. Cit,, him. 67.HuHuH

® H.F.A. Vollmar, dalam LS. Adiwimarca. 1983, Pengantar Studi Hukum Perdara,
Rajawali Press, Jakarta, hlm. 230.
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antara penyerahan faktual dan penyerahan yuridis terlihat
dengan jelas pada penyerahan benda bergerak dan benda
tidak bergerak. Penyerahan benda bergerak dilakukan sekali-
gus, artinya penyerahan secara nyata dan penyerahan secara
yuridis dilakukan secara bersama-sama.!s?

Pasal 31 ayat (1) UU DI No. 31/2000 membolehkan
hak atas desain industri beralih atau dialihkan dengan cara
pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab
lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Ketentuan normartif dalam Pasal 31 ayat (1) UU DI No.31/
2000 tersebut sesuai dengan logika hukum bahwa hak atas
desain industri sebagai HKI di dalamnya melekat hak keben-
daan yang tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan.
Selain itu, juga refleksi hukum bahwa UU DI No. 31/2000:
pertama, mengakui eksistensi hak atas desain industri sebagai
hak milik atas benda (tidak berwujud fisik, tetapi berwujud
hak, yaitu hak atas desain industri) yang dapat beralih atau
dialihkan oleh pemilik; dan kedua, menghargai dan melin-
dungi hak (ekonomi dan moral) individual atas benda tidak
berwujud berupa hak atas desain industri.

Secara yuridis, pengalihan hak atas desain industri
karena pewarisan, wasiat, dan hibah, sampai saat ini masih
harus mengacu kepada aturan hukum positif yang bersifat
pluralisme. Artinya, belum ada unifikasi hukum yang berlaku
di bidang waris, wasiat, dan hibah, karena masih berbeda
untuk setiap golongan penduduk. Konkritnya, ada golongan
penduduk yang tunduk kepada hukum Islam, ada pula go-
longan penduduk yang tunduk kepada hukum perdata yang
terkandung dalam KUH Perdata, bahkan juga ada golongan
penduduk yang tunduk kepada hukum adat.

Pengalihan hak atas desain industri, menurut Pasal 31
ayat (2) UU DI No. ;51/2000, harus disertai dokumen penga-

' Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Op. Cit., hlm. 37-41.
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lihan hak, yang berupa akta otentik yang dibuar oleh dan di
hadapan Notaris. Akta notaris menurut Habib Adjie adalah
alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang
sempurna sehingga akta notaris tidak perlu dinilai atau di-
tafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta notaris terse-
but.!%® Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan bentuk pengalihan hak itu
haruslah dihubungkan dengan peristiwa hukum berupa pele-
pasan hak itu dengan berbagai pilihan terhadap norma hukum
dan berbagai akibat hukumnya sesuai dengan sifat norma
hukumnya yang mengandung pluralisme tersebut. ;
Selanjutnya, pengalihan karena perjanjian harus menga-
cu kepada asas-asas hukum perjanjian,'¢! yang proses hukum
pembuatan perjanjiannya harus memenuhi syarat-syarat
untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1. sepakat mereka yang mengi-
katkan dirinya; 2. cakap untuk membuat suatu perikatan; 3.
suatu hal tertentu; dan 4. suatu sebab yang halal. Kedua syarat
yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat
tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat
terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek
dari perjanjian. Perjanjian yang cacat subjektif, maka perjan-
jian itu dapat dibatalkan, dalam arti salah satu pihak dapat
mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk membatalkan
perjanjian yang disepakatinya. Namun, jika para pihak tidak
ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah.
Adapun perjanjian yang cacat objektif, maka perjanjian itu

0 Habib Adjie. 2009. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai
Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 49.

16t Mariam Darus Badrulzaman menegaskan adanya asas-asas hukum perjanjian,
yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas
kekuaran mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian
hukum, asas moral, dan asas kepatutan. Perhatikan Mariam Darus Badrulzaman,
dkk. 2000. Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

him. 83-89.
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batal demi hukum, dalam arti dari semula perjanjian itu diang-
gap tidak ada.'¢? ‘

Kemudian, pengalihan hak karena sebab-sebab lain yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, menurut
Penjelasan atas Pasal 31 huruf e UU DI No. 31/2000, misalnya
putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Mel.n‘lrut
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan ada-
lah “sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh kurator di
bawah pengawasan hakim pengawas (vide Pasal 1 angka 1).
Debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Penga-_
dilan Niaga demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai
dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit,
sejak tanggal putusan pailit diucapkan (vide Pasg! 24 ayat
(1)). Selanjutnya, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang
menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhac.lgp
kurator (vide Pasal 26 ayat (1)). Ini berarti bahwa pemilik
hak atas desain industri yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan
Niaga, demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan
mengurus desain industrinya, karena hak atas desain industri
miliknya itu telah menjadi harta pailit, yang berarti segala
tuntutan mengenai hak dan kewajiban dalam pengalihan hak
atas desain industri itu harus diajukan oleh atau terhadap
kurator.

Persoalan hukum yang cukup pelik yang dapat saja ter-
jadi dalam praktik pengalihan hak atas desain industri tetapi
belum diatur dalam UU DI No. 31/2000, adalah pelepasan
hak atas desain industri itu dengan sistem jual beli, beli sewa,
bagi hasil, atau bentuk-bentuk perjanjian tidak bernama lain-

' Salim H.S. 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.
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nya.’> Pengalihan hak atas desain industri dengan bentuk-
bentuk perjanjian tidak bernama semacam itu boleh dilaku-
kan, tetapi kemudian timbul pertanyaan yuridis bagaimana-
kah cara peiepasannya?. Kiranya, kekosongan hukum dalam
UU DI No.  1/2000 itu dapat diisi dengan cara mengembang-
kan norma-norma hukum dalam perjanjian-perjanjian penga-
lihan hak atas desain industri yang mengikat dan berlaku seba-
gai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagai-
mana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

UU DI No. 31/2000 juga tidak secara tegas mengatur
tentang kebolehan menjadikan hak atas desain industri seba-
gai objek jaminan bagi perjanjian kredit. Namun, mengingat
hak atas desain industri itu adalah hak kebendaan, maka dapat
ditafsirkan bahwa hak atas desain industri dapat dijadikan
objek jaminan dalam perjanjian kredit dan pengaturan
hukumnya tunduk kepada asas-asas hukum perjanjian yang
terkandung dalam Buku III KUH Perdata. Adapun bentuk
hak jaminannya yang paling tepat adalah jaminan fidusia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF No. 42/1999),'¢* de-
ngan alasan bahwa hak atas desain industri adalah hak atas
benda bergerak yang tidak berwujud tetapi terdaftar. Artinya,
Sertifikat Desain Industri (tentu saja termasuk haknya) dapat
dijadikan objek jaminan fidusia, dengan syarat harus dicatat

"' Perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst) adalah perjanjian yang
timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, tetapi tidak diatur dalam
KUH Perdata. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas, dengan nama yang disesuaikan
dengan keburuban pihak-pihak yang mengadakannya. Berkembangnya
perjanjian ini dalam praktik berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan
perjanjian atau partij otonomie. Perhatikan Mariam Darus Badrulzaman, 2000.
Op. Cit., hlm. 67.

' Menurut Pasal 1 angka 2 UU JF No. 42/1999, jaminan fidusia adalah “Hak
jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud...yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan
bagi pelunasan utang tertentu,...”.
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dalam Daftar Umum Desain Industri bahwa hak atas desain
industri itu sedang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Hak atas desain industri adalah HKI yang mempunyai
nilai ekonomis yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia
bagi pelunasan utang yang ditegaskan dalam perjanjian jamin-
an kebendaan yang bersifat accesoir terhadap perjanjian kre-
dit. Hak atas desain industri sebagai objek jaminan fidusia
nampak sekali mempunyai arti penting, jika kekayaan yang
dimiliki debitor tidak mencukupi semua utangnya, sedangkan
pada prinsipnya semua kekayaan debitor dapat diambil untuk
pelunasan utang. Oleh karena itu, hak atas desain industri
sebagai objek jaminan fidusia adalah benda immateril yang
dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (nilai ekonomis),
terutama sangat penting manakala debitor cidera janji kemu-
dian kreditornya akan melaksanakan eksekusi atas hak atas
desain industri tersebut dengan cara menjualnya kepada pi-
hak ketiga secara lelang umum dengan perantaraan kantor
lelang maupun menjualnya secara di bawah tangan (vide Pasal
29 UU JF No. 42/1999).

Semua bentuk dan proses hukum pengalihan hak atas
desain industri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain In-
dustri pada Ditjen HKI dengan membayar biaya sesuai dengan
yang ditentukan Pasal 31 ayat (3) UU DI No.31/2000. Kemu-
dian, penting diperhatikan bahwa pengalihan hak atas desain
industri yang tidak dicatat Daftar Umum Desain Industri ti-
dak mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Penen-
tuan bahwa akibat hukum pencatatan hak atas desain industri
dalam Daftar Umum Desain industri dimaksudkan untuk me-
mudahkan pengawasan dan mewujudkan asas publisitas dan
asas kepastian hukum.

Pendesain industri menurut Pasal 32 UU DI No. 31/
2000 tetap mempunyai hak moral, dalam arti hak pendesain
untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam
Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri mau-
pun Daftar Umum Desain Industri. Jadi, hak moral (moral
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rights) tidak hilang meskipun telah terjadi pengalihan hak atas
desain industri. Karakter hukum inilah yang membedakan
hak atas desain industri sebagai HKI dengan hak atas keben-
daan lainnya. Sebagai contoh, seorang pemegang hak milik
atas tanah yang namanya tercantum dalam Akte Hak Milik
sebagai pemegang hak jika mengalihkannya (menjual atau
menghibahkan) dengan orang lain, maka orang yang mene-
rima pengalihan hak atas tanah (membeli atau menerima
hibah) yang terakhir ini dianggap sebagai pemegang hak atas
tanah tersebut. Orang yang menjadi pemilik pertama mele-
paskan haknya kepada orang yang menjadi pemilik terakhir
tersebut sekaligus dalam Akte Hak Milik, nama yang tercan-
tum sebagai pemegang hak adalah orang yang menjadi pemilik
terakhir ini.

Hak moral yang diatur dalam Pasal 32 jis. Pasal 8 UU
DINo. 31/2000 masih sangat sumir, karena tidak dapat men-
jangkau pelanggaran hak moral berupa pengubahan (modifi-

-+ kasi) bentuk, konfigurasi, dan atau komposisi garis dan warna

yang terkandung dalam desain industri yang telah didaftarkan
oleh pendesain sebagai pemegang hak. Kelemahan normatif
ini merefleksikan lemahnya perlindungan hukum hak moral
pendesain industri yang sangat mendasar, karena hak moral
adalah perwujudan dari pengakuan dan penghormatan ter-
hadap hasil karya intelektual manusia.

Desain industri senantiasa mengalami perkembangan
mengikuti kemajuan ekonomi dalam masyarakat. Artinya,
desain industri yang merupakan hasil kemampuan intelektual
manusia yang sekaligus dihasilkan berdasarkan daya desain
manusia perlu pula diadakan perbaikan atau penyempurnaan.
Untuk terwujudnya perbaikan atau penyempurnaan atas
desain industri tanpa mengubah makna atau maksud semula
dari pendesainnya, maka perlu solusi hukum, yaitu perjanjian
lisensi hak atas desain industri harus memuat klausul yang
mewajibkan adanya persetujuan dari pendesain atau ahli
warisnya sebagai pemegang hak moral. Jadi, perjanjian lisensi
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juga dapat digunakan sebagai instrumen hukum yang melin-
dungi hak moral pendesain industri, dalam arti meskipun hak
atas desain industrinya telah beralih atau dialihkan kepada
pihak ketiga, namun perubahan atas desain industrinya hanya
dibenarkan dengan persetujuan pendesain atau ahli warisnya.
Konsekuensi yuridisnya, jika terjadi pelanggaran atas hak
moral dalam desain industri, maka pendesain atau ahli waris-
nya tentu dapat mengajukan tuntutan secara hukum ke Penga-
dilan Niaga.

7. Perjanjian Lisensi Hak atas Desain Industri

Secara khusus, Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 UU
DI No. 31/2000 mengatur tentang perjanjian lisensi sebagai
bentuk dan proses hukum pengalihan hak atas desain industri.

Definisi normatif lisensi menurut Pasal 1 angka 11 UU
DI No. 31/2000 adalah: “Izin yang diberikan oleh pemegang
hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian
berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak)
untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri
yang diberi perlindungan dalam jangka wakrtu tertentu dan
syarat tertentu’.

Pemegang hak atas desain industri, menurut Pasal 33
UU DI No. 31/2000, berhak memberikan lisensi kepada pihak
lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan se-
mua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9, kecuali jika diperjanjikan lain. Adapun perbuatan hukum
yang dimaksud dalam Pasal 9 UU DI No. 31/2000 adalah
hak eksklusif pemegang hak atas desain industri untuk melak-
sanakan haknya dan untuk melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor,
dan/atau mengedarkan barang yang diberikan hak atas desain
industri, kecuali pemakaian desain industri untuk kepen-
tingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari pemegang hak atas desain
industri.
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Sistem perjanjian lisensi ini tumbuh dan berkembang
dalam prakrik sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para
pihak. Sesuai dengan sistem terbuka, perjanjian lisensi ini
tidak dilarang. Karena itu, dibolehkan adanya perjanjian-
perjanjian yang dibuat oleh para pihak meskipun tidak diatur
dalam KUH Perdata. Jadi, logis bahwa dasar hukum untuk
mengatur perjanjian lisensi hak atas desain industri akan tetap
menggunakan ketentuan normatif dalam KUH Perdata, teru-
tama ketentuan normatif mengenai perjanjiannya, walaupun
“kebebasan membuat perjanjian” akan dibatasi oleh Pasal
1320 KUH Perdata dan Pasal 33 UU DI No. 31/2000.

Mengacu perjanjian lisensi, pemberi lisensi memberi-
kan hak atas desain industri kepada penerima lisensi untuk
suatu jangka waktu tertentu, dengan syarat-syarat dan kon-
disi-kondisi yang disetujui bersama dan menggunakan desain
industri dari pemilik/pemegang desain industri untuk tujuan
tertentu. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dalam ma-
cam dan bentuk apapun didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1)
KUH Perdata yang memuat “asas kebebasan berkontrak” de-
ngan ketentuan normatif bahwa “semua perjanjian yang di-
buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya”.

Bentuk lisensi hak aras desain industri, sebagaimana
dijelaskan oleh Muhammad Jumhana, dapat berupa lisensi
vang eksklusif dan lisensi yang noneklusif. Dalam lisensi
cksklusif, pemegang desain industri menyetujui untuk tidak
melisensikan lagi kepada pihak lain selain dari pemegang
lisensi. Artinya, lisensi eksklusif hanya memberikan izin kepa-
da satu orang atau pihak saja. Adapun lisensi nonekslusif
dapat dilisensikan lagi kepada beberapa pihak.s

Lebih lanjut, Muhammad Jumhana menjelaskan bahwa
jaminan suatu lisensi digunakan dalam desain-desain barang-

*“ Muhamad Jumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit,,
him. 209.

i
Desain Industri dalam Perspektif Dogmatik Hukum Indonesia .




barang tekstil dan barang-barang kegunaan dapat dibuat
secara khusus atau tidak khusus untuk licensee. Seringkali
hal ini terjadi lebih dulu. Kadang-kadang sebagai desain yang
beraneka ragam, diambil suatu kasus yang menjelaskan secara
jelas dalam perjanjian desain yang berkenaan d engan pendaf-
taran nomor, penggambaran, foto atau perwak:lan yang harus
ditetapkan dalam perjanjian atau nama-nama desain yang
semuanya dikenal dalam perdagangan.!¢¢

Menurut Ranti Fauza Mayana, seperti halnya paten dan
know how, desain industri juga dapat diterapkan pada sejum-
lah kelompok barang-barang yang berbeda. Sebagai contoh,
desain industri yang sama dapat digunakan untuk seperangkat
cangkir teh dan dapat membentuk pola suatu permadani.
Konsekuensinya, lisensor harus membuat cadangan untuk
dirinya sendiri, yaitu hak menjamin lisensi-lisensinya dalam
beberapa kelompok barang yang berbeda dalam fungsinya
daripada apa yang telah dilindungi oleh perjanjian.!s?

Segi yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam
perjanjian lisensi adalah adanya hubungan secara timbal balik
antara hak dan kewajiban para pihak. Hak pemberi lisensi
akan merupakan kewajiban bagi penerima lisensi. Demikian
juga sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi
lisensi akan merupakan hak bagi penerima lisensi. Banyak
hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi yang timbul
dari perjanjian yang mereka buat sesuai dengan asas kebe-
basan berkoritrak. Namun, ada beberapa hak dan kewajiban
yang karena sifatnya dianggap akan selalu ada dalam perjan-

jian lisensi, walaupun ada kemungkinan pengaturan yangjelas

untuk beberapa hak tersebut tidak dijumpai/ada.

Dewi Astuty Mochtar telah menjabarkan kewajiban
pembe;i dan penerima lisensi, termasuk lisensi hak atas de-
sain industri, sebagai berikut:

1 Ibid,
' Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., him. 72.
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1) Kewajiban pemberi lisensi

a. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-
hak yang dilisensikan dapat digunakan oleh pene-
rima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin bahwa
hak-hak yang dilisensikan itu akan dapat digunakan
oleh penerima lisensi;

b. Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan itu
dalam keadaan baik;

c. Dalam beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi
biasanya akan mencantumkan “ro warranty clause”.
Dengan dicantumkannya klausula ini, maka pemberi
lisensi tidak memberikan jaminan apapun kepada
penerima lisensi, kecuali mengenai hal-hal yang
dengan jelas dan eksplisit disebutkan dalam perjan-
jian lisensi yang biasanya mencakup:

a) Bahwa pemberi lisensi berhak memberikan
lisensi;

b) Bahwa informasi yang diberikan itu memenuhi
standar yang umum digunakan untuk bidang
tersebut.

2) Kewajiban penerima lisensi

a. Kewajiban membayar royalti
Membayar royalti adalah kewajiban utama dari
penerima lisensi. Yang sering dipermasalahkan ialah
berapa besar dan bagaimana cara pembayaran ro-
yalti harus dilakukan. Permasalahan lainnya yang
masih ada kaitannya dengan royalti, yaitu:

a) Mulai kapan royalti harus dibayarkan;

b) Apakah pembayaran royalti tadi bebas dari pemba-
yaran pajak;

¢) Apakah atas keterlambatan pembayaran royalti akan
dikenakan bunga atas sanksi.

b. Kewajiban lain

Penerima lisensi pada dasarnya dibebani dengan kewa-

jiban untuk menggunakan hak-hak yang dibolehkan
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mengubah kepemilikan atas hak atas desain industri berdasar- .

kan perjanjian lisensi ini juga harus- di.c‘{afm‘rknn_di Ditjen
HKI, karena ranpa pendaftaran perjanjian lisensi hak atas
desain industri tersebut tidak akan berlaku. )

Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU DI No. 3 l{

2000 mewajibkan perjanjian lisensi hak atas de-sam 111d%ts_;tr1
dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada D1t]ep
HKI dengan biaya sebagaimana diatlur dalam UU DI No. 3 1(
2000. Selanjutnya, perjanjian lisensi hak atas desm_n mdusm
diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industr'z. Penmng
diperhatikan bahwa perjanjian lisensi hak atas desain Il]dLI.Stl'l
tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Penentuz}n bahwa akibat
hukum pencatatan hak atas desain industri dalam Daftar
Umum Desain industri dimaksudkan I-Jl.]l'lll( memudahkan
pengawasan dan mewujudkan asas publisitas dan asas kepas-
tian hukum. o -

Pendaftaran perjanjian lisensi hak atas desain industri
mengarahkan Ditjen HKI yang dibebani tugns.penda.ftamn
ini untuk bekerja secara cepar dan cermat agar birokrasi padn
kantor tersebut tidak menghambat kegiatan usaha desain
industri berdasarkan perjanjian lisensi ini.

Dalam hukum perdata, pendaftaran adn.l_ah pengaturan
tentang burgerlijk stand umum. Saat ini burgerlijk stand adalah
lembaga yang diadakan oleh penguasa, yang maksud.n}-'a ada-
lah membukukan selengkap mungkin dan karena hal itu mem-
berikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa
yang penting-penting bagi status keperldnml?:\ ses.eorun.g;' kela-
hiran, perkawinan, perceraian, l((:111.:1r1;1n.. ' '].ad.l’ angs.l pen-
daftaran di sini adalah sebagai bukti bagi peristiwa-peristiwa
yang dicatat untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau pihak

" H.F.A. Vollmar. 1992, Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Press, Jakarta,
hlm. 36.
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ketiga. Sehubungan dengan itu, burgerlijk stand ini sifatnya
terbuka, artinya dapat dilihat oleh siapa pun juga.

Secara substantif, pencatatan atay pendaftaran perjan-
jian lisensi mempunyai makna yang lain dari burgerlijk stand.
Pencaratan atau pendaftaran perjanjian lisensi ini merupakan
peranan aktif pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejah-
teraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya
ketentuan mengenai pendaftaran perjanjian lisensi hak atas
desain industri, maka dapat dipahami bahwa suatu desain
industri sebagai konstruksi hukum yang timbul dari pan-
dangan individualisme dapat diterima di dalam hukum HKJ
Indonesia, tetapi harus ditundukkan ke dalam cita hukum
bangsa Indonesia vang ditujukan untuk kesejahteraan bangsa
Indonesia secara keseluruhan dan bukan untuk kesejahteraan
orang perorang,.

Pendaftaran perjanjian lisensi sebagaimana dipersyarat-
kan oleh Pasal 35 UU DI No. 3 1/2000, menurut ilmu hukum
perjanjian, bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian
lisensi. Berdasarkan pemikiran hukum ini, dapat dipahami
bahwa perjanjian lisens; sebagaimana perjanjian-perjanjian
lainnya selama Syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang
tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdatg terpenuhi, perjanjian
lisensi itu sah. Dengan kata lain, jika perjanjian lisensi itu
tidak didafrarkan ke Ditjen HKI, maka perjanjian lisensi ity
tidak baral. Namun, perly diingat bahwa ketentuan normatif
dalam Pasal 1339 KUH Perdata bukan hanya mengikat
mengenai apa yang diperjanjikan, melainkan juga tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal

36 ayat (1) UU DI No. 31/2000, maka dapat dipahami bahwa
Pasal 36 ayat (1) UU DI No. 31/2000, tidak mempunyai
kekuatan hukum dan tidak mengikar.

Secara tegas, Pasal 36 ayat (1) UU DI No. 31/2000
melarang perjanjian lisensi hak aras desain industri memuat
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ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan
perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang meng-
akibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5/1999). Adapun yang
dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal
1 angka 6 UU No. 5/1999 adalah persaingan antarpelaku usa-
ha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran
barang atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau mela-
wan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Jika substansi perjanjian lisensi hak atas «lesain industri
melanggar ketentuan normatif dalam Pasal 35 ayat (1) UU
DI No. 31/2000, maka Ditjen HKI diwajibkan oleh Pasal 36.
ayat (2) UU DI No. 31/2000 untuk menolak pencatatan per-
janjian lisensi hak atas desain industri tersebut. Selain itu,
perjanjian lisensi hak atas desain industri yang melanggar
norma-norma hukum persaingan usaha yang sehat dalam UU
No. 5/1999 juga dapat dikenakan sanksi administratif yang
dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang
menurut Pasal 47 UU No. 5/1999 bentuk sanksi administratif-
nya, antara lain berupa pembatalan perjanjian lisensi dan pe-
rintah penghentian kegiatan schubungan dengan pelaksanaan
perjanjian lisensi, yang juga dapat disertai penetapan pemba-
yaran ganti rugi dan pengenaan denda.

Jika Pasal 1338 KUH Perdata ditafsirkan secara a con-
trario, maka dapat dipahami bahwa perjanjian yang tidak me-
muat/sesuai déngan undang-undang tidak berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi, jika
penafsiran itu dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) UU DI No.
31/2000, maka dapat dipahami bahwa perjanjian lisensi yang
mengandung klausula yang dilarang oleh Pasal 36 ayart (1)
UU DI No. 31/2000 itu tidak berlaku sebagai undang-undang
bagi para pihak yang membuatnya, atau tidak mempunyai
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kekuatan hukum. Berdasarkan pemikiran hukum ini, dapat
dipahami jika ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU DI No. 31/
2000 memerintahkan Ditjen HKI untuk menolak pendaftaran
perjanjian lisensi yang dilarang. Apabila perjanjian lisensi
semacam itu tidak ditolak permohonan pendaftarannya,
maka dapat ditafsirkan bahwa Ditjen HKI mendaftarkan
perjanjian yang berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku
di Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak
mengikat.

Pengaturan perjanjian lisensi hak atas desain industri
seharusnya tidak dibarasi dalam lingkup nasional saja, tetapi
harus memberikan kesempatan yang terbuka atau seluas-luas-
nya ke seluruh penjuru dunia, agar desain industri yang meru-
pakan hasil karya intelektual “anak bangsa” Indonesia dapat
bersaing dengan desain industri dari negara-negara lainnya
di “panggung persaingan bisnis internasional”. Untuk ter-
wujudnya kepastian hukum kepada pihak lain, maka perjan-
jlan lisensi hak atas desain industri seharusnya dituangkan
dalam dokumen hukum perjanjian yang diwujudkan dalam
akra notaris, untuk kemudian dicatatkan dalam Daftar Umum
Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain
Industri pada Ditjen HKI.

Perjanjian lisensi hak atas desain industri terkait erat
dengan asas yang dianut oleh UU DI No. 31/2000, yaitu asas
perlindungan kepentingan perekonomian nasional, yang
bermakna bahwa hasil karya desain industri milik warga
negara Indonesia harus dinikmati oleh masyarakat Indone-
sia dan harus dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia, dalam arti meningkatkan kesejahteraan rakyat
Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 36 ayat (1) UU DI. No. 31/
2000 melarang pemberian lisensi hak atas desain industri
kepada pihak lain jika substansi perjanjian yang mendasarinya
memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung dapat
menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indo-
nesia.
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Secara yuridis, ketentuan normatif dalam Pasal 36 ayat
(2) UU DI No. 31/2000 adalah ketentuan yang bersifat ex-
tra-territorial yang dilarang oleh WTO berikut TRIPs. Ini
berarti bahwa ada keharusan bagi Indonesia untuk menye-
suaikan seluruh aturan hukum positif di bidang HKI, terma-
suk desain industri, dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO
berikut TRIPs. Konsekuensi logis-yuridisnya adalah keten-
tuan normartif dalam Pasal 36 ayat (2) UU DI No. 31/2000
harus dihapuskan.

Pembatasan cakupan perjanjian lisensi hak atas desain
industri yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU DI No. 31/
2000 tentu saja dapat menimbulkan protes dari kalangan
masyarakat HKI internasional di negara-negara anggota
WTO. TRIPs sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian WTO jelas melarang negara-negara anggora WTO
untuk membuat aturan hukum positif yang bersifatr extra-
territorial, dalam arti bersifat eksklusif (khusus) dan menguta-
makan kepentingan nasional negara yang bersangkutan.
Selain itu, TRIPs juga melarang negara-negara anggota WTO
untuk melakukan reservasi atas ketentuan yang merugikan
pihaknya, karena Perjanjian WTO berikut TRIPS ;1'dal;1h satu
paket yang tidak dapat dipisahkan atau dipilih bagmp-hagu}n
tertentu saja yang menguntungkan. Jadi, tidak ada pihan lain
bagi Indonesia selain menghapus Pasal 36 ayat (2).UU DI
No. 31/2000, untuk kemudian memperkuat daya saing per-
ekonomian nasional, termasuk daya saing HKI, khususnya
desain industri.

8. Penyelesaian Sengketa Perdata Desain Industri

Muhamad Djumhana menjelaskan bahwa pada dasar-
nya penyebab timbulnya sengketa di bidang desain industri
adalah: _
(1) Penggunaan desain industri secara tanpa hak, yaitu

adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa
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kewenangannya untuk menggunakan desain industri
dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu
alas hukum yang sah. Penggunaan seperti ini bentuknya
dapat berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan
desain produk tertentu, sehingga produk yang bersang-
kutan mempunyai esensi yang sama dengan desain
yang asli atau jasa berupa esensi produksi barangnya
hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli;

(2) Persengketaan desain industri juga dapat disebabkan
oleh adanya perbedaan pendapat di antara pihak-pihak
yang terkait dengan perikatan;

(3) Bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran
desain.'”?

Para pihak diberikan kebebasan oleh UU DI No. 31/
2000 untuk memilih dan menggunakan bentuk dan mekanis-
me hukum penyelesaian sengketa perdata desain industrinya,
yaitu penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, penye-
lesaian sengketa melalui arbitrase, atau penyelesaian sengketa
melalui alternartif penyelesaian sengkerta.

Bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa
perdata desain industri yang boleh dipilih dan digunakan oleh

para pihak yang bersengketa menurut UU DI No. 31/2000
dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

a. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Pengadilan Niaga

Pemegang hak atas desain industri atau penerima lisensi
hak atas desain industri, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan
ayat (2) UU DI No. 31/2000, dapat mengajukan gugatan per-
data ke Pengadilan Niaga guna menuntut ganti rugi dan peng-
hentian semua perbuatan yang dilakukan oleh siapapun yang

™ Muhamad Djumhana. 1999. Aspek-aspek Hukum Desain Industri... Op. Cit.,
hlm. 95.
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dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat,
memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau menge-
darkan barang yang diberi hak atas desain industri, kecuali
pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan
pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang
wajar dari pemegang hak atas desain industri.

Secara praktikal, peringatan hukum dalam Pasal 46 ayat
(1) dan ayat (2) UU DI No. 31/2000 sangat penting, karena
pemegang hak atas desain industri atau penerima lisensi hak
atas desain industri seringkali dirugikan secara ekonomis aki-
bat pelanggaran hak atas desain industri, meskipun produksi
barang-barang tersebut telah dihentikan. Jadi, wajar bagi
pemegang hak atas desain industri atau penerima lisensi hak
atas desain industri untuk tetap memperoleh keuntungan eko-
nomis dalam jangka waktu tertentu, tetapi dia tidak dapat
memperolehnya akibat adanya produksi berdasarkan hak atas
desain industri yang dimilikinya secara melawan hukum.
Sebaliknya, juga wajar terhadap pelanggar hak atas desain
industri yang terbukti beritikad tidak baik dikenakan sanksi
hukum yang setimpal akibat perbuatannya yang men'mbulkan

kerugian secara ekonomi bagi pemegang hak atas desain indus-

tri dan penerima lisensi hak atas desain industri.

Hukum desain industri sebagai subsistem dari sistem -

hukum HKI ingin memperoleh manfaat dari keberadaan
Pengadilan Niaga yang pendiriannya bersamaan dengan upaya
pemberdayaan hukum kepailitan di Indonesia.'”* UU DI No,
31/2000 menggunakan Pengadilan Niaga sebagai sarana pe-
nyelesaian sengketa hak atas desain industri secara perdata.

' Pengadilan Niaga dibentuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum
kepailitan yang timbul akibar krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1997
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1998, yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
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Namun, yang penting bukan hanya institusinya, karena seperti
halnya persoalan hukum kepailitan, Pengadilan Niaga hanya
dapat bekerja berdasarkan hukum acara yang dibuat untuk
itu. UU DI No. 31/2000 juga menetapkan hukum acaranya
sendiri.

Penggunaan Pengadilan Niaga sebagai sarana penyele-
saian sengketa HKI, termasuk hak atas desain industri men-

~dapat perhatian serius dari kalangan Dewan Perwakilan Rak-

yat (DPR), karena sebagian besar gugatan lebih ditujukan
kepada penolakan pendaftaran yang merupakan tindakan
lembaga negara, yang karena itu menurut mereka lebih tepat
diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selanjutnya, DPR meminta pemerintah mengkonfirmasi lagi
persoalan tersebut kepada instansi yang kompeten dan hal
itu telah dilakukan oleh Pemerintah.7?

Penggunaan Pengadilan Niaga untuk penyelesaian seng-
keta perdata di bidang HKI, termasuk hak atas desain indus-
tri, dapat “membantu” keberadaan pengadilan itu, karena
dari lima Pengadilan Niaga yang ada saat ini hanya Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang baru berpe-
ran secara signifikan.!”> Padahal, di Indonesia telah dibentuk
5 (lima) Pengadilan Niaga lainnya berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 97 Tahun 1999, yaitu: Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Makasar, Pen-), Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Niaga pada Peng-

2 Pihak Pemerintah telah mengadakan audiensi sebanyak dua kali ke Mahkamah
Agung (MA), yaitu pada 24 Mei 2002 dan 27 Mei 2002, masing-masing bertemu
dengan Wakil Ketua MA saat itu, yaitu Paulus E. Lotulung, Laica Marzuki, dan
Abdul Rahman Saleh, yang kemudian MA mendukung ide penggunaan
Pengadilan Niaga, bukan PTUN, aras dasar kepentingan perlunya penyelesaian
sengketa HKI, satu hal yang mutlak disyaratkan dalam transaksi yang berkaitan
dengan kepentingan ekonomi. Itulah sebabnya dalam hukum acara yang
digunakan di Pengadilan Niaga itu ditetapkan juga batas waktu penyelesaian
perkaranya. Perhatikan Achmad Zen Umar Purba. Op.Cit., him. 129-130.

7 Ibid., hlm. 130.
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adilan Negeri Semarang. Aturan-aturan hukum acara yang
digunakan di Pengadilan Niaga tersebut juga berlaku bagi
penyelesaian sengketa perdata di bidang HKI, termasuk hak
atas desain industri, kecuali rahasia dagang.

Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 4§ UU DI No.
31/2000 dapat dikategorikan sebagai peny.elesalan sengketa
secara litigasi di Pengadilan Niaga yang dlpgrcepat, l<'arena
proses hukum acaranya tidak mengenal ban.dmg, tetapi lang-
sung kasasi. Jadi, berbeda dengan penyelesaian sengketa seca-
ra litigasi di Pengadilan Umdum lyang proses hukum acaranya
mengenal adanya banding dan kasasi.

’ Pengaturzn hukum baru dalam UU DI Nc.).. 31/2000
dan juga dalam masing-masing aturan hulfum.posmf tentang
HKI lainnya, kecuali desain tata lerak sirkuit terpadu dan
rahasia dagang, adalah mengenai penetapan sementara penga-
dilan, yang menurut Achmad Zen Umar Purba sangat penting
sebab merupakan sarana hukum baru dalam sistem hukum
Indonesia. Sarana hukum yang ada selama ini adalah putusan
sela yang baru dapat diberikan oleh pengadilan setelah adanya
gugatan ke pengadilan (vide Pasal 130 HIR).'"™*

Pihak yang dirugikan, menurut Pasal 49 UU DI No.
31/2000, dapat meminta hakim Pengadilan Nlag:} untuk
menerbitkan Surat Penetapan Semetara yang meliputi pence-
gahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran
hak atas desain industri dan penyimpanan bukti yang ber-
kaitan dengan pelanggaran hak atas desain industri. Kemu-
dian, menurut Pasal 50 UU DI No. 31/2000, hakim Penga-
dilan Niaga, berdasarkan permintaan pihak.yang dirugikan,
dapat melaksanakan penetapan yang berkaitan d(?ngan. h.al-
hal tersebut dan segera memberitahu pihak yang dikenai tin-
dakan hukum dengan catatan pihak yang dikenai tindakan
hukum itu diberi kesempatan untuk didengar keterangannya.

% Ibid., him. 131.
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- Jika hakim Pengadilan Niaga tetap menerbitkan Surat
Penetapan Sementara, maka hakim Pengadilan Niaga yang
memeriksa sengketa, menurut Pasal $1 UU DI No. 31/2000,
harus memutuskan dengan beberapa alternatif, sebagai beri-
kut:

1) mengubah;
2) membatalkan; atau
3) menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh)

hari sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Sementara

pengadilan tersebut.

Secara substantif, Pasal 52 UU DI No. 31/2000 telah
memuat ketentuan normatif yang melindungi pihak-pihak
yang digugat secara adil, karena pihak yang merasa dirugikan
akibat dibatalkannya Surat Penetapan Sementara dapat meng-
gugat ganti rugi kepada pihak yang meminta diterbitkannya
Surat Penetapan Sementara berupa kompensasi atas segala
kerugian yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Pene-
tapan Sementara tersebut.

Penetapan Sementara Pengadilan yang diatur dalam UU
DINo. 31/2000 adalah wujud normatif dari harmonisasi hu-
kum desain industri Indonesia dengan hukum HKI interna-
sional, yaitu TRIPs, khususnya article 50.

Menurut Michael Blakeney, pengaturan hukum pene-
tapan Sementara Pengadilan dalam article 50 TRIPs, semula
berasal dari kasus Anton Piller vs. Manufacturing Process di
Pengadilan Niaga di Inggris. Dengan kasus ini berkembang
satu konsep yang memberi akses bagi pemohon untuk
memeriksa gedung atau bangunan termohon guna menyita,
memfotokopi, memotret material yang dapat digunakan
sebagai bukti pelanggaran hak atas desain industri yang
dituduhkan. Di Inggris, penolakan untuk mematuhi perintah
pengadilan berdasarkan kasus Anton Piller ini adalah
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penghinaan terhadap kehormatan pengadilan (contempr of

court).'” Sebaliknya, di Indonesia, UU DI No. 31/200 mem-
punyai kelemahan normatif, karena tidak secara tegas meng-
kategorikan penolakan pelanggar hak atas desain industri
terhadap Penetapan Sementara Pengadilan sebagai penghinaan
terhadap kehormatan pengadilan.

b. Penyelesaian Sengketa Perdata melaluj Arbitrase

Selain penyelesaian sengketa secara litigasi di Penga-
dilan Niaga, Pasal 47 UU DI No. 31/2000 juga memuat arahan
normatif bahwa sengketa perdata di bidang desain industrj
dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa secara
nonlitigasi di luar Pengadilan Niaga, yaitu menggunakan lem-
baga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Adapun

yang dimaksqd dengan alternatif penyelesaian sengketa (selan-

jutnya disingkat APS) adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi,
dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan
undang-undang yang berlaku.

Menurut Achmad Zen Umar Purba, ketentuan normatif
dalam aturan hukum HKI yang ada, termasuk UU DI No,
31/2000, yang sebenarnya lebih bersifat seruan daripada
pengaturan, dimaksudkan untuk menggalakkan penyelesajan
sengketa di luar pengadilan dalam arti positif, Sengketa yang
dapat ditangani tentu harus sengketa perdata, misalnya berke-
naan dengan lisensi, royalti, dan S¢macamnya. Fak ini sejalan
pula dengan sistem peradilan perdata kita yang lebih menya-
rankan adanya perdamaian antara para pihak (vide Pasal 139
HIR)."7¢ Selain itu, secara internasional telah merintis penggu-

™ Michael Blakeney. 1996. Trade Related As i
' ney. . pect of Intellectual Propert Rights:
;\zg?zc;se Guide to The TRIP’s Agreement, Sweer & Maxwell,p Lo:;dog, ;

" Achmad Zen Umar Purba, Op. Cit., hlm. 130-131.
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naan lembaga arbitrase dan APS inj dengan pendirian WIPO

Arbitration and Mediation Center.!””

Selanjutnya, mengacu kepada Pasal 46 UU DI No,. 31/
2000, maka dapat dipahami bahwa materi yang dapat digugat
oleh pemegang hak atas desain industri dan penerima lisensi
hak atas desain industri selaku pihak yang dirugikan melalui
lembaga arbitrase dan APS, dapat berupa gugatan ganti rugi
atau penghentian perbuatan membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang
diberi hak atas desain industri. Jadi, gugatan tidak terbatas
pada penghentian, tetapi juga bertujuan memperoleh ganti
rugi atas kerugian materi atau kerugian yang sifatnya ekono-
mis yang dilakukan oleh pelanggar hak atas desain industri.

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa
dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan bertindak seba-
gai “hakim” yang diberikan wewenang penuh oleh para pihak
untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka., Jadi, logis
bahwa pihak ketiga itu mempunyai hak mengambil putusan
(award) yang terakhir (final) dan bersifat mengikat (binding)
serta mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan
Jawahir Tontowi, penggunaan arbitrase sebagai cara menye-
lesaikan sengketa yang lazim di bidang bisnis, karena arbitrase
dinilai lebih praktis, cepat, dan murah. Selain itu, arbitrase
juga memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki
oleh peradilan umum, sebagai berikut:

a) Kebebasan, kepercayaan dan kemauan, yaitu memberi-
kan kebebasan otonomi yang sangat luas kepada para
pelaku bisnis (pihak yang bersengketa) dan memberikan
rasa aman terhadap keadaan tidak menentu/kepastian

77 Frederick Abbot, et.all. 1999. The International Intellectual Property System:
Commentary and Materials, Kluwer Law International, The Hague, p. 1733.
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berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta
terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah;

b) Keahlian arbiter, yaitu para arbiter adalah orang-orang
yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan
yang disengketakan;

c) Cepat dan hemat biaya, yaitu proses pengambilan
keputusannya cepat, ridak terlalu formal dan putusannya
bersifat final and binding. Permasalahan baru muncul
jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan
arbitrase secara sukarela;

d) Bersifat konfidensial, yaitu arbitrase bersifat rahasia
dan tertutup, oleh karenanya pemeriksaan dilakukan
dalam sidang tertutup, termasuk pengucapan putusan-
nya;

e) Bersifat nonpreseden, artinya putusan arbitrase tidak
mempunyai preseden. Mungkin saja dengan masalah
yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda
di masa datang;

f) Independen, artinya pemeriksaan arbitrase dilakukan
oleh para arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak
dan dalam memberikan putusannya arbiter ridak dipe-
ngaruhi oleh pihak luar, termasuk pemerintah;

g) Final and binding, artinya putusan arbitrase adalah
putusan terakhir yang mengikat para pihak dan mem-
punyai kekuatan hukum tetap, di mana putusan tersebut
tidak dapat dibanding;

h)  Kepekaan arbiter, artinya arbiter menerapkan hukum
yang berlaku dalam menyelesaikan perkara dan akan
lebih memberikan perhatian terhadap keiginan, realitas,
dan praktik dagang para pihak. '7#

' Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi. 1996.Pengantar
Hukum Perdata Internasional Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, him. 149-
151,
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Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ten-
tang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjut-
nya disingkat UU AAPS No. 30/1999). Definisi normatif arbi-
trase menurut Pasal 1 angka 1 UU AAPS No. 30/1999 adalah
“Cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Memperhatikan definisi normatif arbitrase menurut
UU AAPS No. 30/1999, maka dapat dipahami bahwa ada 6
(enam) karakter yuridis arbitrase, yaitu:

(1) dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian;

(2) adanya kontroversi di antara para pihak yang diajukan
kepada arbiter;

(3) arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum;

(4) arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh
badan tertentuy

(5) arbiter melakukan pemeriksaan perkara;

(6) arbiter memberikan putusan yang terakhir dan mengikat
para pihak

Untuk dapat menyelesaikan sengketa di antara para
pihak mela-ui arbitrase, maka para pihak harus memastikan
ada atau tiaak adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang
mereka buat. Artinya, selain ada perjanjian pokok yang ber-
sangkutan disertai atau diperkuat dengan persetujuan arbi-
trase.

Menurut Yahya Harahap, dari berbagai sumber
undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional, dike-
nal adanya dua bentuk klausul arbitrase, yaitu:

1) Pactum de compromittendo, ialah pihak yang mengait-
kan kesepakaran akan menyelesaikan sengketa yang
mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada saat
mereka mengaitkan dan menyetujui klausul arbitrase,

st |
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sama sekali belum terjadi sengketa. Pengaturan arbitrase

ini ada dalam Pasal 615 ayar (3) Rv dan diatur juga

dalam Pasal II Konvensi New York 1958. Tata cara

pembuatan klausul pactum de compromittendo, adalah:

a) mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian
pokok; dan

b) klausul arbitrase dibuat dalam perjanjian tersendiri
yang terpisah dari perjanjian pokok.

2) Akta kompromis, ialah suatu perjanjian arbitrase yang
dibuat setelah timbulnya sengketa antara para pihak.
Pengaturannya ada dalam Pasal 618 Rv dan diatur juga
dalam Pasal II Konvensi New York 1958.17°

Para pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga
arbitrase nasional (misalnya Badan Arbitrase Nasional Indo-
nesia), arbitrase ad hoc (temporer) maupun arbitrase inter-
nasional (antara lain: International Center for Settlement of
Investment Dispute dan International Chamber of Commers).

Dibolehkannya penyelesaian sengketa melalui lembaga
arbitrase internasional, karena Indonesia telah meratifikasi
United Nations Convention on the Recognition and Enforce-
ment of Arbitral Award (Konvensi New York 1958) dengan
keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (Keppres No.
34/1981). Pasal 2 Konvensi New York 1958 memuat pene-
gasan bahwa putusan arbitrase yang berada di luar yurisdiksi
suatu negara atau arbitrase internasional dapat dilakukan pe-

negakan hukum. Berdasarkan Keppres No. 31/1981 suatu

putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indo-
nesia, yang tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990.
Pengakuan hukum Indonesia terhadap putusan arbi-
trase internasional semakin diperkuat setelah berlakunya UU

" Yahya Harahap. 1991. Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, hl; 1. 100.
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AAPS No. 30/1999 yang substansinya juga mengatur penga-
kuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di In-
donesia, khususnya dalam Bagian Kedua, Pasal 65 sampai
dengan Pasal 69, yang secara otomatis mencabut dan menya-
takan tidak berlaku lagi Keppres No. 34/1981 dan Peraturan
MA No. 1/1990.

Pasal 66 UU AAPS No. 30/1999 memuat persyaratan
suatu putusan arbitrase internasional dapat memperoleh
pengakuan dan dapart dilaksanakan dj Indonesia, yaitu:

(1) Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter
atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan
negara Indonesia terikat perjanjian, baik secara bilat-
eral maupun multilateral mengenai pengakuan dan
pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

(2) Putusan arbitrase internasional tersebut menurut keten-
tuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup
hukum perdagangan;

(3) Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan
di Indonesia adalah putusan arbitrase yang tidak berten-
tangan dengan ketertiban umum;

(4) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di
Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

(5) Terhadap putusan arbitrase internasional yang salah
satu pihaknya adalah negara Indonesia, hanya dapat
dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mah-
kamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ‘

Selanjutnya, untuk pelaksanaan eksekuatur a beserta
sita eksekutorial tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 206
HIR/RBG.
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c. Penyelesaian Sengketa Perdata melalvi Alternatif
Penyelesaian Sengketa

APS (singkatan dari alternatif penyelesaian sengketa)
yang merupakan terjemahan dari istilah asing (Inggris), yaitu
Alternatif Dispute Resolution, oleh Suyud Margono diartikan-
nya sebagai alternative to litigation dan dan alternative to
adjudication, yang kedua pengertian itu menimbulkan
implikasi makna yang berbeda. Alternative to litigation mem-
punyai implikasi makna seluruh penyelesaian sengketa di luar
pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari APS.
Sebaliknya, alternative to adjudication mempunyai impliksi
makna APS dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa
yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti halnya nego-
siasi, mediasi, dan negosiasi.'"

George Applebely dengan merujuk pendapat
Lebermann dan Hendry menjelaskan bahwa APS pertama-
tama adalah suatu eksperimen untuk mencari:

1) metode-metode baru dalam penyelesaian sengketa;
2) penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode
lama;
) forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa; dan
penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.!®!
Selanjutnya, pendapat yang lebih spesifik tentang APS
dikemukakan oleh Philip D. Bostwick yang menjelaskan
bahwa APS adalah serangkaian praktik dan teknik-teknik
hukum yang yang ditujukan untuk:

B o

" Suyud Margono. 2000. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase:
Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.
¥ Pendapat George Applebely yang merujuk pendapar Lebermann dan Hendry
ini dikutip dari Nanang Sutrisno. 1999. “Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa
Alternatif 7, Makalah, Disampaikan dalam Pelatihan Alternatif Dispute
Resolution (ADR), Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Kerjasama dengan The Asia Foundation, Yogyakarta, 19 s.d. 22

Agustus, hlm. 3-4.
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a) memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan
di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan
para pihak yang bersengketa sendiri;

b) mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa
tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional;

¢) mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa
ke pangadilan.'s

APS menurut Hadimulyo, adalah suatu konsep yang
mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari
proses perundingan melalui cara-cara yang sah menurut
hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak
berdasarkan pendekatan konsensus.!'s?

Adapun definisi normatif APS menurut UU AAPS No.
30/1999, adalah' “Lembaga penyelesaian sengketa di luar
pengadilai1 arau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau
penilaian ahli”. Jadi, APS menurut UU AAPS No. 30/1999
mengandung makna sebagai alternative to adjudication.

Suyud Margono menjelaskan bahwa cara penyelesaian
sengketa melalui APS mempunyai daya tarik khusus, sebagai
berikut:

1) Sifat sukarela dalam proses
Para pihak percaya bahwa APS memberikan jalan keluar
yang potensial untuk menyelesaikan masalah dengan
lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi dan
prosedur lainnya yang melibatkan para pembuat kepu-
tusan dari pihak ketiga. Secara umum, tidak seorang
pun dipaksa untuk menggunakan prosedur-prosedur APS;

15 Philip D. Bostwick, dalam Ibid.
"™ Hadimulyo. 1997. Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan, ELSAM, Jakarta, hlm. 2.
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3)

Prosedur cepat

Karena prosedur APS bersifat informal, para pihak
yang terkibat mampu untuk menegosiasikan syarat-
syarat penggunaannya. Hal ini mencegah terjadinya
penundaan dan mempercepat proses penyelesaian;
Keputusan nonyudisial

Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada
pada pihak-pihak yang terlibat atau tidak didelegasikan
kepada pembuar keputusan dari pihak keriga. Hal ini
berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat mempunyai
lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil sengketa dan
mampu meramalkan. .

Kontrol tentang kebutuhan organisasi

Prosedur APS menempatkan keputusan di tangan orang

yang mempunyai posisi tertentu (penting), baik untuk
menafsirkan tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka
pendek dari organisasi yang terlibat maupun menafsir-
kan dampak-dampak positif dan negatif dari setiap
pilihan penyelesaian masalah tertentu. Pihak ketiga
dalam membuat keputusan yang mengikat suatu isu
seringkali meminta bantuan seorang hakim, juri arau
arbiter;

Prosedur rahasia (confidential)

Prosedur APS memberikan jaminan kerahasiaan bagi
para pihak dengan porsi yang sama. Pihak-pihak dapat
menjajaki pilihan-pilihan sengketa yang potensial dan
hak-hak mereka dalam mempresentasikan dara untuk
menyerang balik tetap dilindungi;

Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian
masalah :

Prosedur memberikan fleksibilitas yang lebih besar
bagi parameter-parameter isu yang sedang didiskusikan
dan cakupan dari penyelesaian masalah. Di samping
itu, memungkinkan pengembangan cara penyelesaian
yang lebih komprehensif untuk membahas penyebab
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10)
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persengketaan. Prosedur ini dapat menghindari kendala
prosedural yudisial yang sangat terbatas pada pembuatan
keputusan pengadilan yang didasarkan pada titik sempit
hukum, seperti apakah prosedur yang resmi sudah
diikuti atau belum;

Hemat waktu

Selama ini proses penyelesaian masalah sering menga-
lami kelambatan yang cukup berarti dalam menunggu
kepastian tanggal persidangan. Prosedur APS mena-
warkan kesempatan lebih cepat untuk menyelesaikan
sengketa tanpa harus menghabiskan waktu bertahun-
tahun untuk melakukan litigasi. Dalam banyak hal,
waktu adalah uang dan penundaan penyelesaian masalah
memerlukan biaya yang sangat mahal. Penyelesaian
sengketa yang dikembangkan melalui penggunaan
prosedur APS merupakan alternatif penyelesaian masa-
lah yang tepat;

Hemat biaya

Besarnya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya waktu
yang dipergunakan. Pihak ketiga yang netral rata-rata
memasang tarif yang lebih rendah untuk mengganti
waktu mereka dibandingkan apabila membayar para
pengacara hukum;

Pemeliharaan hukum

APS menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dine-
gosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebu-
tuhan pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, APS
mampu mempertahankan hubungan-hubungan kerja
yang sedang berjalan maupun untuk masa mendatang;
Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
Dalam APS, para pihak yang mencapai kesepakatan
cenderung untuk memenuhi syarat-syarat atau isi kese-
pakatan yang telah ditentukan oleh pengambil keputusan
(pihak ketiga). Faktor ini membantu para pihak yang
terlibat untuk menghindari litigasi yang tidak efektif;
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11) Kontrol dan lebih mudah meiﬁﬁérkiraka.n h?s’ilnya.
Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri penyelesaian
sengketanya mempunyai lebih banyak kontrol terhac!ap
hasil-hasil penyelesaian semgketa. Cara pel}yelesalan
sengketa melalui negosiasi atau mediasi l(?blh mudah
memperkirakan keuntungan dan kerugian dlb_anclmgkan
jika kasus tersebut diselesaikan melalui arbitrase atau
di depan hakim;

12) Keputusan bertahan sepanjang waktu
Keputusan penyelesaian sengketa dengan prqsedur A'PS
cenderung bertahan sepanjang waktu. Jika di kequlan
hari persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-
pihak yang terlibat lebih memanfaatkan bentuk peme-
cahan masalah yang kooperatif dibandingkan penerapan
pendekatan adversial atau pertentangan.'®*

Memperhatikan konsep APS yang diuraikan di atas,
maka dapat dipahami bahwa APS sebagai suatu .lembaga.l dan
metode penyelesaian sengketa secara nonlitigasi atau di 'luar
Pengadilan Niaga yang juga perlu digunak.an oleh para pihak
yang bersengketa di bidang desain industri, karer}a prosedur-
nya yang tunggal, tidak birokratis, cepat, dan biaya rend?h,
berdasarkan musyawarah untuk manfaat, dan ada kepastian
yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

APS, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 47 UU
DI No. 31/2000 jis. UU AAPS No. 30/1999 di atas, mencakup
bentuk dan mekanisme hukum berupa negosiasi, mediasi,
konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai
dengan undang-undang yang berlaku. Adapun penjelasan
masing-masing bentuk dan mekanisme hukum APS tersebut,

sebagai berikut:

# Suyud Margono. Op. Cit., him. 40-43.

DESAIN INDUSTRI .
Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum

a) Negosiasi, yaitu suatu upaya bersama para pihak untuk
mencapai suatu cara penyelesaian yang disepakati bersa-
ma dengan ‘mengelola’ kembali konflik-konflik pan-
dangan para pihak. Negosiasi mempunyai sifat-sifat,
sebagai berikut: 1) pelaksanaan negosiasi bergantung
sepenuhnya kepada kebebasan atau kehendak para
pihak. Karena itu, tidak ada prosedur hukum bagaimana
negosiasi hendak dilaksanakan, tetapi masih terikat
prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip itikad baik dan
prinsip persamaan; 2) para pihak bebas menentukan
pada tahap-tahap apa negosiasi dianggap telah menye-
lesaikan sengketa; 3) daya mengikat suatu penyelesaian
bergantung kepada maksud-maksud baik para pihak
yang telah sepakat untuk bernegosiasi;!®

b) Mediasi, yaitu suatu cara penyelesaian di mana para
pihak beranggapan bantuan aktif pihak ketiga yang
netral sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa
secara damai. Namun, para pihak masih dapat menga-
wasi secara penuh prosedur penyelesaiannya. Usulan
penyelesaian dalam mediasi dibuat agak tidak resmi
(informal) berdasarkan informasi yang diberikan oleh
para pihak, bukan atas penyelidikannya. Jika usulan itu
tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan
fungsinya dengan membuat usulan baru. Karena itu,
salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berba-
gai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang
dapat disepakati para pihak serta membuat usulan
yang dapat mengakhiri sengketa. Tidak ada prosedur

™ Peter Behrens. “Alternative Merhods of Dispute Settlement in International
Economic Relations”, dalam Ernst-Ulrich Petersmann and Gunther Jaenicke.
1992. Adjudication of International Trade Dispute in International and National
Ecomic Law, Friborg U.R, p. 17. Perhatikan juga Huala Adolf. 2003. Hukum

Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
hlm. 254-255.
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khusus dalam mediasi. Para pihak bebas menentukan
prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para
pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, mene-
rima atau tidak menerima usulan mediator, sampai
kepada pengakhiran tugas mediator, '

¢) Kownsiliasi, yaitu suatu cara penyelesajan sengketa yang
sifatnya lebih formal oleh pihak ketiga atau oleh suatu
komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi
tersebut dapat yang sudah terlembaga arau ad hoc
(temporer) yang berfungsi menetapkan persyaratan
penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun,
putusannya tidak mengikat para pihak. Persidangan
suatu komisi biasanya terdiri dari dua tahap: tahap
tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengkera (vang di-
uraikan secara terrulis) diserahkan kepada badan kon-
siliasi. Kemudian, badan ini akan mendengarkan kete-
rangan lisan dari para pihak yang dapat hadir sendiri
atau diwakili oleh kuasanya pada tahap pendengaran
tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya,
konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan
laporannya kepada para pihak diserrai kesimpulan dan
usulan penyelesaian sengketanya. Diterima atau tidak
diterimanya usulan itu bergantung sepenuhnya kepada
para pihak, '87

d) Cara lain yang dipilih oleb para pibak sesuai dengan
UU yang berlaku, antara lain, penyelidikan atau pene-
muan fakta, yaitu suatu upaya untuk menyelesaikan
perbedaan pandangan para pihak atas fakea yang menim-
bulkan sengketa mengenai hak dan kewajiban para
pihak tersebut. Penyelidikan ini dilakukan oleh pihak

% Peter Behren, dalam Ibid., p. 22, dan juga Huala Adofl, dalam Ibid., him. 259-
260

*7 Peter Behrens, dalam Ibid., p. 23-24, dan juga Huala Adolf, dalam Ibid., him.
260-261.
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ketiga yang sifatnya kurang formal dan bergantung
kepada penguraian fakta-fakta sebenarnya yang tidak
disepakati oleh para pihak. Penyelidikan lazimnya dila-
kukan jika negosiasi telah dilakukan dan tidak meng-
hasilkan penyelesaian. Dengan penyelidikan ini, pihak
ketiga akan berupaya memandang fakta-fakta sebenar-
nya dari semua sudut pandang guna menjelaskan kedu-
dukan para pihak;!ss

Memperhatikan bentuk dan mekanisme hukum APS,
maka dapat dipahami bahwa masing-masing bentuk dan
mekanisme hukum APS itu dapat dikembangkan oleh pihak-
pihak yang terlibat di dalamnya sesuai dengan kebutuhan dan
karakteristik sengketanya dengan memperhatikan kepen-
tingan para pihak yang bersengketa secara adil dan seimbang.

9. Proses Hukum Tindak Pidana Desain Industri

Tindak pidana (strafbaar feit atau delict) adalah suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
Sifat penting dari tindak pidana ialah sifat melawan hukum
dari tindak pidana itu (onrechtmatigheid). Selain itu, harus
ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, yang dapat
dibedakan menjadi kesengajaan (opzet) dan kekuranghati-
hatian (culpa). Kemudian, tindak pidana yang dilakukan oleh
si pelaku itu mempunyai akibat tertentu berupa kerugian atas
kepentingan orang lain. Jadi, ada hubungan sebab-akibat
(causal verband) antara perbuatan si pelaku dengan kerugian
kepentingan tersebut.!®

" Karl Josef Partsch, “Fact Finding and Inquiry”, dalam R. Bernhardt (ed.).
1981. Encyclopedia of Public International Law, Instalment 1, p. 61, dan juga
Palitha T.B. Kohona. 1985. The Regulation of International Economic Relations
through Law, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, p. 162.

* Wirjono Prodjodikoro. 1981. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco,
Jakarta- Bandung, hlm. 50-55.
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Pasal 54 UU DI No. 31/2000 memuat ketentuan norma-
tif pelanggaran hak atas desain industri yang mengandung
unsur-unsur suatu tindak pidana, sebagai berikut:

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga
ratus juta rupiah);

(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000
(empat puluh lima juta rupiah).

Memperhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 54 UU
DI No. 31/2000, maka dapat dipahami bahwa UU DI No.
31/2000 mengkategorikan pelanggaran hak moral pendesain
industri sebagai rindak pidana. Namun, UU DI No. 31/2000
hanya memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda mak-
simal, tidak memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda
minimal sebagaimana diatur dalam UU HC No. 19/2002.
Artinya, secara yuridis terbuka kesempatan bagi hakim untuk
menjatuhkan hukuman yang sangat ringan kepada pelaku
tindak pidana desain industri.

Proses hukum penyidikan tindak pidana desain industri
diatur dalam Pasal 53 ayar (1) UU DI No. 31/2000, yang me-
nentukan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Repu-
blik Indonesia (selanjutnya disingkat Penyidik PPNRI), untuk
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang de-
sain industri, Penyidik Pejabar Pegawai Negeri Sipil (selan-
jutnya disingkat Penyidik PPNS) di lingkungan departemen
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi HKI
(dalam hal ini Ditjen HKI Depkumham RI) juga dapat diberi-
kan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
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Hukum A :ara Pidana (selanjutnya disingkat UU HAP No. 8/

1981).

UU DI No. 31/2000, menurut Ranti Fauza Mayana,
tampaknya menjadikan UU HAP No. 8/1981 sebagai payung
(umbrella provision), karena ketentuan-ketentuan tentang
subjek penyidik sepenuhnya mengacu kepada UU HAP No.
8/1981.1%0

Baik Penyidik PPNRI (maupun Penyidik PPNS yang di-
berikan wewenang berdasarkan UU HAP No. 8/1981) mem-
punyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53
ayat (2) UU DI No. 31/2000, sebagai berikut:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau
keterangan berkaitan dengan tindak pidana di bidang
desain industri;

b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga
telah melakukan tindak pidana di bidang desain industri;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang
desain industri;

d. melakukan pemeriksaan atas pembuktian, pencatatan,
dan dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana di
bidang desain industri; _

¢. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain;

f.  melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang desain industri; dan/
atau

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan untuk tindak pidana di bidang desain
industri;

190

Ranti Fauza Mayana. Op. Cit., hlm. 184,
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Penyidik PPNS dalam tugasnya n‘wmber'itlahu can dimu-
lainya penyidikan dan melaporkan hasil peny1d1kz'11 nya kepa-
da Penyidik PPNRI. Selanjutnya, dalam hal E‘@I‘l}’ldlkfu] tela'h
selesai dilakukan, Penyidik PPNS menyampaikan hasil penyi-
dikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik ,P,PCNRI
dengan mengingat ketentuan Pasal 107 UU HAP No. b/11)8 1.

Tindak pidana desain industri menurut Pasal 53 ayat
(2) UU DI No. 31/2000 adalah d;lik ndunq (-Ielac/:rrdehcr),
sehingga konsekuensi yuridisnya ialah Penyidik PPNS ld;m
PPNRI tidak berwenang melakukan proses hukum penyidikan
jika tidak ada aduan dari pemegang hak atas Fiesain il.‘l{lltlstl'i
atau penerima lisensi hak atas desain 'industrl sebagai pihak
yang kepentingannya dirugikan. ]a_ldl, pemegang h_nk atas
desain industri atau penerima lisensi hak atas desain mdustr!
sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan mempunyai
pilihan yang tidak dapat diganggu gugat untuk men)_-'eles;uka_n
kasus hukumnya secara perdata saja atau secara pidana saja
atau kombinasi dari keduanya.
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Desain Industri
talam Perspektif Dogmatik
Hukum Internasional

A. Latar Belakang Sejarah Hukum Internasional di
Bidang Desain Industri

Upaya mengembangkan konsep HKI internasional
melalui kesepakatan bersama telah diwujudkan oleh negara-
negara dalam Perjanjian WTO berikur TRIPs dan semua per-
janjian internasional tentang HKI yang menjadi rujukannya,
khususnya Konvensi Paris.

WTO sendiri tidak dapat dilepaskan dari sejarahnya,
yang dimulai dengan keinginan kuat negara-negara memu-
lihkan kembali perekonomian dunia vang hancur setelah
Perang Dunia ke-2, yakni dengan diadakannya satu konferensi
di Bretton Woods, Connecticut, Amerika Serikat, tahun 1947.
Konferensi Bretton Woods, menghasilkan General Agreement
on Tariff and Trade (GATT), yang akhirnya bermuara ke pem-
bentukan WTO, International Monetary Fund (IMF) untuk
penanganan masalah keuangan dan moneter internasional,
dan International Bank for Reconstruction and Development
(IBRD) yang dikenal sebagai World Bank untuk masalah pen-
danaan.'”!

“ John H. Jackson, et.all. 1995. Legal Problem of International Economic
Relartions: Cases, Materials and Text, American Casebook Series, West Publishing
Co., St. Paul Minn, p. 290.
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 Menurut Achmad Zen Umar Purba, per%oalan inti di
bidang perdagangan internasional adalah bagalmanakmeng-
upayakan agar arus perdagangan lancar. Praktik prote smms.;
me dapat dihilangkan melalui penghapusan hambatan tari
dan nontarif. Setelah beberapa waktu sejak .pembem.tukann.ya,
GATT dinilai tidak dapat mengakomodasi kepentingan itu,
sebab GATT hanya suatu perjanjian, bl.Jkan. v'vadah berupa
organisasi internasional. Untuk mengatasi hal ini, GATT perlu
disempurnakan, termasuk upaya untuk mendmkaq Inter‘na-
tional Trade Organization (ITO) yang gagal karena tidak c.hset
tujui oleh AS.'*? Selain IMF dan IBRD', ITO adalah organisasi
perdagangan internasional yang juga dibentuk dalam kerangka
Bretton Woods. . . .

Hasil dari serangkaian perundingan mengenai k01.13e31
timbal balik kemudian dicantumkan dalam GATT yang ditan-
datangani pada 30 Oktober 1947 oleh 8 (delapa.n) negara,
yaitu Australia, Belanda, Belgia, Kanada,‘ Peranc153 Luxe_m-
burg, Inggris, dan Amerika Serikat. I—Iasﬂ perundingan itu
berisi suatu kodifikasi sementara mengenai hubungan perda-
gangan di antara negara-negara penandatangan. Berda§arkan
persyaratan protokol pada 30 O!{tober 1947, GAT'll;sdltetap-
kan sejak 1 Januari 1948, sambil berlakunya ITO.

ITO dalam kenyataannya tidak mampu mela}ksana}kan
fungsinya secara maksimal, karena Amerika Serikat tidak
meratitikasi perjanjian pendirian ITO berdasarkar{ alasan
Kongres khawatir ITO akan bcrflampak mengurangi wewe-
nangnya dalam menetapkan kebijakan perdagangan Amerika
Serl}(alt:fo memang telah gagal, tetapi Chapter IV yang meru-
pakan bagian dari ITO, yang mengatur commercially policy

22 Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT.

i, Bandung, hlm. 2.
3 [I}Il::;:l;\dzrf :ilag A. Chandrawulan. 1994. Masalah-masalah Hukum dalam

Perdagangan Internasional, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 6-8.
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membentuk GATT yang dimaksudkan sebagai perjanjian
sementara (interim) yang diwujudkan dalam The Protocol of

Provisionnal Application. GATT adalah perjanjian perda-

gangan multilateral yang bertujuan menciptakan perdagangan

bebas, adil dan membantu meningkatkan pertumbuhan eko-
nomi dan pembangunan, guna mewujudkan kesejahteraan
seluruh umat manusia.!%

Untuk menjamin agar perdagangan antarnegara dapat
berlangsung dengan baik, GATT mengadakan beberapa
pengaturan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang pengikatan tarif bea masuk (tariff
binding) yang diberlakukan bagi negara-negara peserta;

2. Ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perda-
gangan yang berdasarkan prinsip persaingan sehat;

3. GATT menolak beberapa praktik, seperti dumping dan
pemberian subsidi terhadap produk ekspor;

4. Melarang pembatasan perdagangan yang bersifat kuan-
titatif, misalnya penerapan kuota impor ataupun ekspor.
Meskipun demikian, pengecualian atas larangan tersebut
dimungkinkan sepanjang pembatasan itu adalah tin-
dakan pengamanan guna mengatasi kesulitan neraca
pembayaran dan dalam pelaksanaannya pembatasan itu
hanya dapat berlangsung dalam waktu yang terbatas
dan secara progresif harus dikurangi atau bahkan diha-
puskan setelah teratasinya kesulitan dalam neraca pem-
bayaran;

5. GATT memungkinkan negara-negara peserta untuk
memperoleh pengecualian dari suatu kewajiban tertentu
apabila negara yang bersangkutan mengalami permasa-
lahan dalam bidang ekonomi dan perdagangan;

6. Untuk melindungi industri yang masih dalam taraf
pertumbuhan, GATT mengizinkan suatu negara untuk

™ Ibid,
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elarang impor atau tidak memberlakukan konsesi
ztif yar?g dilferikarmya dalam kerangka GATT untuk
suatu jangka waktu tertentu; .

7. Memperbolehkan keberadaan kelompok regional untulf
meningkatkan perdagangan di antara negara-negara di
luar kelompok regional tersebut; .

8. Mengatur perlakuan khusus dan berbeda bgg} negara-
negara berkembang. Berdasarkan ketentuan ini, negara-
negara maju tidak boleh menerapkan haplbatan terhadap
ekspor komoditi primer dan produk lain yang merupa-
kan kepentingan khusus negara-negara berkembang
dan khususnya negara-negara yang paling terbelakang.
Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan
tindakan timbal balik dari negara-negara berkembang
untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan yang
berupa tarif atau nontarif.'®

'GATT telah mensponsori delapan putaran (rozfnds)
perundingan menuju ke kerjasama perdagangan internasu?nal
yang lebih erat. Menurut John H. Jackson, et.c_zll., lima
putaran pertama ditekankan pada pengurangan ta_lrlf. Kemu-
dian, pada putaran keenam dan ketujuh m}llan dibahas per-
soalan nontarif, walaupun masalah tarif masih cukup besar.1%
Selanjutnya, pada putaran kedelapap, Pada p“ermulaan”Uru-‘
guay Round masalah HKI telah menjadi satu !footnote dari
serangkaian agenda yang padat dan bahkan {t was uncer-
tain whether that contentious item would survive the enq’ of
the round”. Pada akhirnya, dalam Uruguay Round itu, dise-
pakati bahwa HKI dapat berpengaruh terhadap perdagangan
internasional.'®’

5 1bid., hlm. 9. L Loc. i
% John H. Jackson, et.all. Loc. Cit.
l’7.11\2211'::0 C:]E.J. Bronckers. 2000. A Cross Section of WTO Law, Cameron May,

International Law & Policy, London, p. 185.
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Bagi negara berkembang, pandangan mengenai HKI
dipengaruhi oleh pertimbangan yang lebih bersifat sosial,
selain kekhawatiran semakin tertutupnya akses terhadap ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dikuasaj oleh negara-negara
maju. Secara sosial, kepentingan publik (public interest) ada-
lah persoalan mendasar dan penting, sehingga dapat saja ter-
jadi pemanfaatan HKI yang dilindungi oleh ketentuan hukum
HKI dapat dikesampingkan jika terjadi suatu keadaan daru-
rat. Contoh konkritnya, antara lain, pemanfaatan HKI yang
dimiliki oleh pihak swasta yang digunakan oleh suatu negara
berkembang untuk memproduksi obat dalam suatu keadaan
darurat mengatasi epidemi atau menyebarnya penyakit menu-
lar. Negara-negara maju, dalam setiap proses perundingan,
termasuk Uruguay Round, lebih mementingkan kepentingan
pemilik HKI, sedangkan negara-negara berkembang meng-
hendaki kepentingan publik yang lebih dipentingkan. Dengan
demikian, secara ideal, diperlukan adanya keseimbangan
antara kepentingan pribadi dari pemilik HKI yang harus dilin-
dungi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Uruguay Round bertujuan menciptakan sistem perda-
gangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap
memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang.
Adapun tujuan Uruguay Round yang lebih konkrit, sebagai
berikut:

1. Akses pasar bagi produk-produk ekspor melalui upaya
penurunan dan penghapusan tarif bea masuk, pem-
batasan kuantitatif maupun hambatan-hambatan perda-
gangan nontarif lainnya; !

2. Memperluas cakupan produk perdagangan inter-
nasional, termasuk perdagangan di bidang jasa, penga-
turan mengenai aspek-aspek dagang HKI dan kebijakan
investasi yang berkaitan dengan perdagangan;

3. Peningkatan peranan GATT dalam mengawasi pelak-
sanaan komitmen yang telah dicapai dan memperbaiki
sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-
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prinsip dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam
GATT; .

4. Peningkatan sistem GATT supaya lgblh tanggap terhadap
perkembangan situasi perekonomlap, serta mempererat
hubungan GATT dengan organisasi-organisasi interna-
sional yang terkait, khususnya dengfm' prqspek perda-
gangan produk-produk berteknologi tinggi; .

5. Pengembangan bentuk kerja sama pada tingkat nasmna‘l
maupun internasional dalam rangka memadukan keb}-
jaksanaan perdagangan dan kebijaksanaan ekonomi lain
yang mempengaruhi pertumbuhan dan Pc.rkfambangan
perekonomian, melalui usaha memperbaiki sistem mo-
neter internasional.’”®

Dengan selesainya pembahasan pgdg Uruguay Round,
negara-negara anggota menandatangani Final zf‘.ct Embody-
ing the Results of the Uruguay Round.of Multilateral Trade
Negosiations, pada 1994, di Maroko. mezl Act, menurut J.G.
Starke, adalah dokumen yang pada intinya adalah catatan
(records) selama proses persidangan', yang cukup ditanda-
tangani, tidak perlu diratifikasi.'”” Jadi, dengan hanya menan-
datangani Final Act ini, negara penanc.iata_l.ngan telah berse-
pakat untuk juga menandatangani ?er]anjlan WTO beserta
semua lampirannya, termasuk lampiran 1C tentang TRIPS.

Menurut Ranti Fauza Mayana, sebagai suatu lampiran
dari naskah akhir Uruguay Round, persetujuan.Tl.{IPs-WTO
adalah suatu instrumen hukum internasional di bidang HK!
sebagai implikasi dari kondisi perdagangan dan ekonomi

] “ i Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak
1% Bambang Kesowo. 1996. “Implementasi Perscmlunn. .
ataal: Kelfayaan Intelektual Nasional”, Makalah, Disampaikan pada Ceramah
limiah tentang Implementasi Hak atas Kekayaan l.ntelektuaI/TRlPs dalarp
Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 22 Mei,
him. 3. '
“”J.C[?. Starke. 1984. Introduction to International Law, Butterworth, London,

p. 420.
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internasional yang dipandang semakin mengglobal yang me-
nyebabkan perkembangan teknologi sebagai pendukungnya
tidak lagi mengenal batas-batas negara.2%

Lebih lanjut, Ranti Fauza Mayana mengungkapkan bah-
wa persetujuan TRIPs-WTO terbentuk karena antisipasi
Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan besar menge-
nai HKI menilai bahwa The World Intellectual Property Or-
ganization (WIPO) yang bernaung di bawah PBB tidak mampu
melindungi hak milik intelektual mereka di pasar internasio-
nal yang menyebabkan neraca perdagangan menjadi nega-
tif. 20!

Kelemahan WIPO menurut Amerika Serikat, antara
lain, WIPO hanya merupakan organisasi terbatas anggotanya,
sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan

~ terhadap negara-negara nonanggota. Selain itu, WIPO tidak

mempunyai mekanisme untuk menyelesaikan dan mengena-
kan sanksi hukum' terhadap setiap pelanggaran HKI dan
WIPO dianggap tidak mengadaptasi perubahan struktur per-
dagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi tek-
nologi.2?

Selain itu, terdapat pula dua alasan urama yang mendo-
rong negara-negara maju yang mendominasi keputusan dalam
Uruguay Round memilih WTO/TRIPs sebagai sistem hukum
yang melindungi perundingan dan pelaksanaan suatu per-
janjian tentang HKI, yaitu:

1) Negara-negara maju melalui paten dan instrumen perlin-
dungan lainnya diberikan dengan kemungkinan untuk

*Ranti Fauza Mayana 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam
Era Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, him.
113.

 Ibid., hlm. 114,

* Fidel S. Djaman. 1994. “Persetujuan TRIDs: Beberapa Aturan dan Kebijakan

Penting di Bidang Hak Milik Intelektual”, Majalah Varia Peradilan, Tahun X,
Nomor IV, him. 136.

BAB5
Desain Industri dalam Perspektif Dogmatik Hukum Internasional




mengeluarkan produk-produk yang digabungkan dalar'n
penemuan berdasarkan hak monopoli dan eksklusif
ketika negara-negara berkembang dalam WTO telah
menyetujui perdagangan bebas dengan mengurangi atau
menghapuskan batasan tarif dan nontarif. Konsekgensn-
nya, pemegang teknologi dapat meniadakan persaingan
dari para produsen dalam negeri di negara-negara
pengimpor; ‘

2) WTO menyediakan sarana lain untuk tindakan pemba-
lasan silang atas tidak dilaksanakannya kewajiban khu-
sus. Artinya, negara-negara yang tidak memenuhi stan-
dar TRIPs dapat menjadi pihak yang dikenakan pemba-
lasan dagang jika mekanisme penyelesaian sengketa
dalam sistem hukum WTO telah menunjukkan kebera-
daannya dalam hal tidak terpenuhinya: persyaratan
TRIPs.2% : :

Menutrut article 65.1. TRIPs, TRIPs mulai berlaku sejak
1995. Suatu masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara
berkembang (developing countries) yang menurut article
65.2. TRIPs wajib memberlakukan paling lambat 4 (empat)

tahun setelah itu atau awal 2000. Selain itu, untuk negara- -

negara terbelakang (least developed countries), menurut ar-
ticle 66.2 TRIPs, pemberlakuan TRIPs paling lambat awal
tahun 2006. :

Skema dokumentasi perjanjian multilateral yang ter-
kandung dalam Perjanjian WTO telah memberikan kedudu-
kan TRIPs di antara berbagai perjanjian lainnya yang keselu-
ruhannya menunjang perdagangan internasional yang lanc.ar.
Argumentasi ini jelas terbaca dalam alinea pertama bagian

@ The TRIPs Agreement A Guide for The South. 1999. “The Uruguay Round
Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights”, Printed and Boun
by Disa, South Center, Geneva, p. 175.

@
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preamble (pembukaan) TRIPs, yang rumusan selengkapnya,
sebagai berikut:

“Desiring to reduce distortions and impediments to interna-
tional trade, and taking into account the need to promote
effective and adequate protection of intellectual property rights,
and to endure that measures and procedures to enforce intel-

lectual property rights do not themselves become barriers to
legitimate trade”.

Selain itu, jelas pula status hukum TRIPs dalam Perjan-
jlan WTO, yang menurut article I1.1 dan article 11.2 Perjanjian
WTO, adalah lampiran yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari perjanjian WTO, serta menurut ar-
ticle XVI.S Perjanjian WTO dan article 72. TRIPs, tidak boleh
ada reservations terhadap Perjanjian WTO/TRIPs tersebut.

TRIPs memuat ketentuan normatif dan standar hukum
yang lebih tinggi, serta menerapkan perlindungan dan pene-
gakan HKI yang lebih efektif. Secara tegas, tujuan TRIPs
dinyatakan dalam article 7 TRIPs yang rumusan selengkap-
nya, sebagai berikut:

“The protection and enforcement of intellectual property rights
should contribute to the promotion of technological innova-
tion and to the transfer and dissemination of technology, to
the mutual advantage of producers and users of technological
knowledge and in a manner conducive to social and economic
welfare, and to a balance of rights and obligations”.

Jadi, memperhatikan article 7 TRIPs, maka dapat dipa-
hami bahwa TRIPs bertujuan melindungi dan menegakkan
hukum HKI, sehingga pembaruan, pengalihan, dan penye-
baran teknologi mendapat jaminan kepastian hukum.

Khusus pengaturan hukum desain industri dalam TRIPs
terdapat dalam Part 11, Chapter 4, article 25 dan article 26.
Article 25 TRIPs memuat ketentuan normatif mengenai

<

BAB 5
Desain Industri dalam Perspektif Dogmatik Hukum Internasional




persyaratan perlindungan desain industri. Kemudian, article
26 TRIPs memuat ketentuan normatif mengenai perlindungan
desain industri.

B. Desain Industri menurut Agreement on Trade Re-
lated Aspect of Intellectual Property Rights dalam
Kerangka Hukum World Trade Organization

TRIPs adalah bagian integral dari kerangka hukum
WTO, yang merupakan perjanjian yang kompleks, kompre-
hensif dan ekstensif. Adapun muatan materi yang diatur
dalam TRIPs, antara lain, adalah:

1) Ketentuan mengenai jenis HKI yang tercakup dalam
TRIPs;

2) Standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan
mengenai sejauh mana perlindungan itu harus dilakukan
oleh negara peserta;

3) Ketentuan mengenai enforcement atau pelaksanaan
kewajiban perlindungan HKI;

4) Ketentuan mengenai kelembagaan; dan

5) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa.?%*

Secara substantif, TRIPs memuat norma-norma hukum
baru yang sebelumnya tidak diatur dalam perjanjian-perjan-
jian internasional mengenai HKI. Selain itu, TRIPs juga mene-
tapkan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan per-
janjian-perjanjian internasional di bidang HKI yang harus
dipenuhi oleh semua negara anggota WTO. Noma-norma
hukum yang juga baru diatur dalam TRIPs adalah penegakan
hukum yang ketat. Jadi, TRIPs telah menggunakan pende-
katan perdagangan yang sangat progresif.

2 H.S. Kartadjoemena. 1997. GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round, UII Press,
Jakarta, hlm. 253-276.
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TRIPs juga menentukan prosedur yudisial (civil judi-
cial measures and remedies), termasuk langkah yang bersifat
sementara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI dan
prosedur untuk memperoleh bantuan dari lembaga pabean )
guna mencegah terjadinya impor barang palsu.

Tujuan pokok TRIPs adalah mengurangi penyimpangan
dan hambatan menuju perdagangan internasional dilakukan
ke dalam perhitungan kebutuhan untuk mempromosikan
perlindungan HKI yang efektif dan memadai serta menjamin
proses penegakan HKI.

Suatu bagian terpenting dalam TRIPs adalah terdapat-
nya asas-asas hukum yang secara universal dijadikan dasar
aturan hukum nasional semua negara anggota WTO. Terkait
dengan aturan hukum desain industri, terdzpat asas-asas hu-
kum yang harus dapat dikonkritisasi dalam aturan hukum
nasional negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia,
yaitu:

1. Asas free to determine
Asas hukum ini memberikan sejumlah kebebasan kepada
negara-negara anggota WTO untuk menetapkan cara-
cara yang dianggap tepat guna menerapkan norma-
norma hukum HKI dalam TRIPs ke dalam aturan
hukum nasional dan praktiknya di negara-negara ang-
gota WTO tersebut;

2. Asas intellectual property convention

Asas hukum ini mengharuskan negara-negara anggota
WTO untuk menyerasikan aturan-aturan hukum nasio-
nal mengenai HKI dengan berbagai konvensi interna-
sional tentang HKI;

3. Asas national treatment

Asas hukum ini terkandung dalam article 3 TRIPs, ®
yang mengharuskan negara-negara anggota WTO mem-
berikan perlindungan HKI yang sama antarwarga nega-
ranya sendiri dengan warga negara dari negara-negara
anggcta WTO lainnya, dengan memperhatikan beberapa
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pengecualian yang telah ditentukan berdasarkan Kon-

vensi Paris 1967,
4. Asas most favoured nation
Asas hukum ini termuat dalam article 4 TRIPs, yang
mengharuskan negara-negara anggora WTO n;em-
berikan perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh
negara anggota WTO. Untuk perlindungan desain
}nc.lustri, semua keuntungan, manfaat atau perlakuan
istimewa yang diberikan oleh negara anggora WTO
tertentu kepada warga negara dari negara anggota
WTO lainnya harus seketika dan tanpa syarat, Tuga
diberikan kepada negara anggota WTO lain dengan
beberapa pengecualian;
Asas exhaustion
A_sas hukum ini mengenai penyelesaian sengketa HKI
dl-forum WTO, yang menyediakan prosedur penyele-
saian sengketanya secara terpadu yang akan ditadgani
oleh suatu badan penyelesaian sengketa yang berada di
bawah Multilateral Trade Organization.

[

TRIPs, dalam article 7, mengharuskan perlindungan dan
pelaksanaan HKI untuk berkontribusi pada promc si, inovasi
alih ltek.nologi, serta penyebaran pengetahuan dan tﬁ?knol(;gi’
Selain itu, juga harus saling menguntungkan produsen dan.
penllakai pengetahuan dan teknologi dengan cara yang kon-
dusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseim-
ban.gan hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam hukum
nasional di negara-negara anggota WTO sebagai upaya me-
ngembangkan sistem hukum HKI yang produktif dan inovatif
untuk mempromosikan kepentingan nasional.

Selanjutnya, article 8 TRIPs memberikan kekebasan
kepada negara-negara anggota WTO (selama tidak menyim-
pangi ketentuan normatif dalam TRIPs) dalam rangka pem-
bfzntukan dan penyerasian aturan hukum positif nasional di
bidang HKI untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang
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diperlukan dalam upaya melindungi kesehatan dan gizi

masyarakat dan menunjang kepentingan masyarakat pada

sektor-sektor yang sangat penting bagi pembangunan sosial,
ekonomi, dan teknologi.

Eksistensi yuridis article 8 TRIPs sangat penting bagi
upaya pembentukan aturan hukum positif nasional sebagai
instrumen hukum perlindungan HKI di negara-negara ang-
gota WTO yang merespon secara positif beragam kepen-
tingan umum dan memberikan alasan pengecualian hak eks-
klusif yang didasarkan atas kepentingan umum tersebut. Jadi,
sehubungan dengan aturan hukum positif di bidang desain
industri, selama tidak menyimpangi ketentuan normatif dalam
TRIPs, maka perlu upaya preventif yang konkrit guna mence-
gah penyalahgunaan hak atas desain industri dan perbuatan
yang dapat menghambat arus perdagangan internasional di
bidang desain industri.

Desain industri (industrial design) menurut TRIPs ada-
lah karya intelektual yang menghasilkan produk yang memiliki
karakter khusus dalam tampilan formal atau ornamental,
yang menimbulkan kesan estetis, dan yang diproduksi secara
massal. Dalam TRIPs, aspek yang diatur adalah tentang
persyaratan perlindungan (vide article 25 TRIPs) dan mutasi
dari perlindungan desain industri itu sendiri (vide article 26
TRIPs).

Adapun rumusan article 25 TRIPs yang mengatur me-
ngenai persyaratan perlindungan desain industri selengkapnya
sebagai berikut:

(1) Anggota WTO wajib memberikan perlindungan ter-
hadap karya cipta yang berupa desain industri yang
baru atau asli. Anggota WTO dapat menentukan bahwa
suatu desain industri tidak baru atau tidak asli jika
desain industri tersebut tidak secara jelas berbeda dari
desain industri atau kombinasi beberapa desain industri
yang sudah terkenal. Anggota WTO dapat menetapkan
bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup
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desain industri yang sangat tergantung pada berbagai
pertimbangan teknis atau fungsional;

(2) Anggota WTO wajib menjamin bahwa persyaratan
untuk memperoleh perlindungan terhadap desain indus-
tri tekstil, terutama yang berkaitan dengan biaya, peme-
riksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara
ddak wajar kesempatan untuk memperoleh perlin-
dungan dimaksud. Anggota WTO dapat memenuhi
kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan
tentang desain industri atau hak cipta.

Selanjutnya, rumusan article 26 TRIPs yang mengatur
mengenai mutasi dari perlindungan desain industri selengkap-
nya sebagai berikut:

(1) Pemilik snatu desain industri yang dilindungi mempunyai
hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak mem-
peroleh izin darinya untuk membuat, menjual atau
mengimpor benda yang mengandung atau memuat
desain industri yang merupakan salinan, atau secara
substantif adalah salinan dari desain industri yang
dilindungi, jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan
untuk tujuan komersial;

(2) Anggota WTO dapat menetapkan pengecualian secara
terbatas atas perlindungan yang diberikan terhadap
desain industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak
bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pen-
dayagunaan secara normal dari desain industri yang
dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar
kepentingan sah pemilik dari desain industri yang
dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari
pihak ketiga;

(3) Jangka waktu minimal perlindungan desain industri
adalah 10 (sepuluh) tahur. Jangka waktu perlindungan
diberikan secara limitatif dengan waktu tertentu yang
dihitung, misalnya dari failing date, namun demikian

, DESAIN INDUSTRI
Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum

jangka wakrtu tersebut dapat diperpanjang dengan
pengajuan, Kesempatan perpanjangan diberikan dengan
pertimbangan jika desain industri' tersebut saat diapli-
kasikan dalam kegiatan produk belum memberikan
pengembalian biaya yang sudah dikeluarkan sewaktu
penelitian sampai adanya desain industri baru tersebut
vang harus dibuktikan kebenarannya cleh pendesain.

Dalam rangka perlindungan HKI, termasuk desain in-
dustri, Section 2 Part 111 TRIPs memuat berbagai ketentuan
normatif mengenai tatacara penyelesaian perdata dan admin-
istratif, antara lain, hukum acara yang adil dan wajar, beban
pembuktian, penetapan sementara pengadilan (injuctions),
ganti rugi, hak atas informasi identifikasi tergugat dan prose-
dur administratif.

Materi hukum baru yang diatur dalam article 44.1
TRIPs, adalah ketentuan mengenai penetapan sementara oleh
pengadilan sebelum ada perkara. Atas permintaan pihak yang
menduga HKI yang dimiliki/dipegangnya dilanggar oleh pi-
hak lain, otoritas peradilan berwenang memerintahkan salah
satu pihak untuk menghentikan pelanggaran, antara lain
dengan mencegah masuknya ke dalam jalur perdagangan
barang-barang impor yang terlibat dalam pelanggaran HKI,
segera setelah keterangan clearence dari bea cukai. Ketentuan
normatif dalam article 44.1 TRIPs ini dekat dengan pengam-
bilan tindakan-tindakan hukum sementara dan segera (provi-
sional mevsures) seperti diatur dalam Section 3.

TRIZs, khususnya article 47, juga membolehkan negara-
negara anggota WTO untuk mengatur bahwa badan peradilan
berwenang untuk memerintahkan si pelanggar HKI membe-
ritahukan kepada pemegang HKI mengenai identitas pihak
ketiga yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang yang
HKI atas barang itu dilanggar dan yang menyangkut jalur
produksinya, kecuali jika hal ini menjadi tidak proposional
dibandingkan dengan besarnya pelanggaran.
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Kemudian, article 50.1 TRIPs juga mengatur badan.
peradilan di setiap negara-negara anggota WTO-n-lempunyal
wewenang to order prompt and effective ‘provisional mea-
sures, yang mencakup tindakan-tindakan hukum, sebagai
berikut: ‘

1) pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan
pelanggaran HKI; _

2) penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran
HKI.

Kemudian, menurut article 50.3 TRIPS, peng.adilar.l
berwenang meminta pemohon menyampaikan bukti-bukti
untuk meyakinkan bahwa pemohon benar-benar pemegang
HKI yang dilanggar, atau bahwa pelanggaran HKI be:nar ter-
jadi, dan meminta pemohon untuk men'yerahkan jaminan ke-
uangan guna melindungi si tergugat dari kemungkinan penya-
Iahgur:;ac];'on 4 berjudul Special Requirements Related to
Border Measures sebagai upaya penegakan hukum rpelalul
jalur tindakan di perbatasan oleh pabean. Dalam article 51
TRIPs, mewajibkan setiap negara anggota WTO untuk me-
nyelenggarakan prosedur yang memungkmka}n pemegang
HKI, termasuk desain industri, yang fnengetahul akan ter]ad{-
nya importasi barang desain industri palsu atau.barang haS}l
bajakan, untuk mengajukan permohoqan tertulis kepad:.i pi-
hak yang berwenang, badan administrasi atau bgdan peradilan,
untuk menunda dilepaskannya barang-barang illegal tersebut

.. ke dalam lalu lintas perdagangan oleh pabean. Selain itu,
' prosedurnya juga harus memungkinkan pemegaig HKI, ter-
masuk hak atas desain industri, untuk mengaju<an permo--
honan serupa terhadap barang-barang illegal lain (melanggar

aturan hukum positif di bidang HKI, termasuk hak atas desain
industri), dan menetapkan prosedur yang sama untuk batang.-
barang illegal yang akan diekspor.
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Kemudian, article 52 TRIPs memuat ketentuan nor-
matif bahwa setiap pemegang HKI, termasuk hak atas desain
industri, yang memanfaatkan kepabeanan sebagaimana diatur
dalam article 51 TRIPs, wajib menunjukkan bukti-bukti yang
cukup meyakinkan pihak yang berwenang, sesuaj dengan
hukum negara di mana importasi barang dilakukan bahwa
telah terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum positif di
bidang HKI dengan keterangan rinci mengenai barang ille-
gal itu agar mudah dikenal; oleh pabean. Adapun pihak yang
berwenang wajib segera memberitahukan bahwa permo-
honan dari pemegang HKI, termasuk hak atas desain industri,
telah diterima dan apabila telah ditetapkan oleh pihak yang
berwenang, harus segera memberitahukan kapan saatnya
pabean akan mulai melakukan tindakan hukum.

Secara substantif, grticle 57 TRIPs terkait dengan ar-
ticle 51 dan article 52 TRIPs, yang menentukan bahwa tanpa
mengurangi perlindungan terhadap rahasia dagang, peme-
rintah di negara-negara anggota WTO wajib menjamin bahwa
pihak yang berwenang dapar memberikan kesempatan kepada
pemegang HKI, termasuk hak atas desain industri, untuk
meneliti barang illegal yang berada dalam penahanan pabean
dalam rangka memperkuat gugatannya. Pihak yang berwe-
nang juga berhak untuk memberikan kesempatan yang sama

kepada importir untuk meneliti barang illegal tersebut. Jika
telah diperoleh kepastian mengenai pokok perkara, maka
pemerintah yang bersangkutan dapat memberikan kewe-
nangan kepada pihak yang berwenang untuk memberitahukan
kepada pemegang HKI, termasuk hak atas desain industri,
mengenai nama dan alamat pihak yang memberikan konsi-
nyasi, importir, dan penanggung jawab konsinyasi serta jum-
lah barang illegal tersebur.

Section 5 berjudul Crimingl Procedures, khususnya ar-
ticle 61 TRIPs, mengatur mengenai kewajiban negara untuk
menyelesaikan perkara pidana dalam Penanggulangan barang
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berdesain industri palsu dalam skala komersial, termasuk
pemberian hukuman badan dan/atau denda nang yang cukup
sebagai upaya menakut-nakuti (deterrent). Dalam hﬂ.l tertentu,
penanggulangan ini dapat diwujudkan pada penyitaan atau
pemusnahan barang-barang illegal tersebut. ‘ _

Sistem penyelesaian sengketa terpadu (integrated dis-
pute settlement system) di bidang HKI, termasuk hak atas
desain industri, juga diatur dalam kerangka hukum WTIO,
yang merupakan penyempurnaan dari 'sistem pgnyelfzsmanl
sengketa dalam kerangka hukum GATT, sebagai hasil dari
perjanjian pada Uruguay Round.

Terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa dan
upaya menguatkan ketaatan negara-negara anggota WTO ter-
hadap TRIPs, sistem penyelesaian sengketa terpadu.d't}lam
kerangka hukum WTO menetapkan adanya retaImSL. lintas
sektoral, yaitu suatu pihak dapat menunda konseS{ yang
diberikannya atau kewajiban lainnya di sektor lain selain dari
TRIPs dalam kasus terjadinya penghapusan dan/atau penghi-
langan keuntungan yang didapat dari perjanjian akibat kebi-
jaksanaan dari masing-masing negara anggota WTO tersebut.
Kemungkinan adanya retaliasi silang akan menempatkan ke-'
untungan akses ke pasar menjadi suatu hal yang tidak pasti
dalam hal adanya suatu tindakan yang tidak memenuhi atau
melanggar ketetapan-ketetapan dari perjanjian WTO.2%

Schubungan dengan sistem penyelesaian sengketa ter-
padu dalam kerangka hukum WTO, Ame'rika Serikat mengu-
sulkan agar ketentuan nonviolation juga dimuat dalam TRIPS:
Namun, usulan Amerika Serikat itu mendapat tentangan dari
negara berkembang berdasarkan alasan bahwa ketentuan
TRIPs itu bukan merupakan konsesi, tetapi norma hukum
positif. Kemudian, Kanada mengusulkan ide kompromistis
yang ternyata dimasukkan dalam article 64.2 & 3 TRIPs yang

2 H.S. Kartajoemena. Op. Cit,, hln. 275-277.
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menegaskan bahwa ketentuan nonviolation tidak berlaku
untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan TRIPs untuk jang-
ka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Perjanjian WTO.
Dalam jangka waktu tersebut, TRIPs Councii akan mengkaji
dan menyerahkan rekomendasi kepada Ministrial Conference
yang diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun.?%

Selain menetapkan norma-norma dan standar substan-
tif minimal untuk perlindungan HKI, termasuk hak atas
desain industri, yang harus diwujudkan dalam aturan hukum
nasional di negara-negara anggota WTO, TRIPs juga mewa-
jibkan negara-negara anggota WTO untuk meratifikasi sejum-
lah konvensi internasional mengenai perlindungan HKI. Un-
tuk desain industri, konvensi internasional yang harus dirati-
fikasi oleh negara-negara anggota WTO, antara lain, adalah
Konvensi Paris, yang pertama kali diadakan pada 20 Maret
1883, kemudian direvisi pada 14 Juli 1967 di Stockholm dan
telah diubah pada 28 September 1979.

Konvensi Paris adalah konvensi internasional yang
khusus diadakan untuk memberikan perlindungan terhadap
hak kepemilikan industri, yang terdiri dari 30 pasal yang
memuat asas-asas hukum yang berkaitan dengan hak, kewa-
jiban dan larangan bagi negara-negara anggota konvensi dalam
melaksanakan hak kepemilikan industri.

Desain industri menurut article 1 Konvensi Paris ter-
masuk dalam ruang lingkup hak kepemilikan industri, bukan
termasuk dalam ruang lingkup hak cipta. Selanjutnya, article
2 dan article 3 Konvensi Paris mengandung asas perlakuan
yang sama (national treatment principle), yang mewajibkan
negara-negara anggota konvensi memberikan perlindungan
atau perlakuan yang sama kepada warga negara anggota kon-
vensi lain, sama seperti yang diberikan kepada warga negara-
nya sendiri. Warga negara dari negara yang bukan anggota

5 Ibid.
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konvensi juga dapat memperoleh perlindungan dari Konvensi
Paris jika mereka mempunyai domisili atau industri atau per-
dagangan yang nyata dan efektif di negara anggota.

Asas perlakuan yang sama juga berlaku terhadap desain
industri, sehingga berdasarkan asas hukum ini, pendesain di
mana pun ia berada asalkan di suatu negara anggota Konvensi
Paris, adalah subjek hukum yang berhak mendapatkan per-
lindungan hukum atas desain industrinya. Jika pendesain
bukan warga negara dari suatu negara anggota Konvensi Paris,
namun apabila ia mempunyai usaha di suatu negara anggota
Konvensi Paris, maka pendesain tetap berhak untuk mem-
peroleh perlindungan atas desain industrinya.

Kemudian, article 4 Konvensi Paris mengandung asas
hak prioritas, yaitu suatu pendaftaran hak-hak kepemilikan
industri dalam suatu negara anggota Konvensi Paris, juga akan
memperoleh pengakuan di negara-negara anggota konvensi
lainnya. Hak prioritas dapat diterapkan jika ada pihak lain
yang mendaftar hak serupa.

Permohonan desain industri dengan menggunakan hak
prioritas harus diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal pendaftaran desain industri pertama
kali di terima di negara anggota Konvensi Paris.

Ketentuan normatif dalam article 5 Konvensi Paris me-
wajibkan desain industri dilindungi di semua negara anggota
konvensi, yang jika ditafsirkan dalam kaitannya dengan
ketentuan-ketentuan umum (common rules) yang harus di-
taati oleh negara-negara anggota konvensi.

Secara tegas, article 11 Konvensi Paris memberikan

jaminan perlindungan sementara bagi desain industri pada .

pameran internasional tertentu oleh negara-negara anggota
konvensi. Jadi, semua negara anggota konvensi harus mem-
berikan perlindungan sementara terhadap desain industri
dalam pameran produk industri yang resmi atau secara resmi
diakui sebagai pameran internasional di setiap wilayah ne-
garanya.

DESAIN INDUSTRI
_ Perspekiif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum

Ne:gara-negara anggota WTO juga dapat memberlaku-
kan perlindungan yang melebihi dari yang diharuskan oleh
TRIPs dan Konvensi Paris dalam aturan hukum nasionalnya
dengar: syarat tidak boleh bertentangan dengan norma-norma
hukum dalam TRIPs dan Konvensi Paris, atau memberlaku-
kan aturan hukum nasional yang ekstra teritorial. Peluang
hukum yang diberikan oleh TRIPs tersebut dapat menjadi
faktor pendorong bagi upaya meningkatkan perlindungan ter-

hadap HKI melalui penggunaan resiprositas yang dapat dite-
mukan dalam sektor-sektor lainnya,

. . BAB 5 “171;
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